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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Sistem Akuntansi dan Pengelolaan
Keuangan di Sektor Publik" ini dapat terselesaikan. Buku ini dis@isun sebagai upaya

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif me m akuntansi dan

dalam pemerintahan.

Dalam buku ini, kami berusaha un

ngenai berbagai metode akuntansi

lam implementasinya, serta reformasi

mendasar antaraSakwfitansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, serta
implikasi dari perbedaan tersebut terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, buku
ini juga menyajikan studi kasus dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk
memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem akuntansi sektor publik

diterapkan di berbagai belahan dunia.
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Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para ahli dan
praktisi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman mereka, serta kepada para penerbit
yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses penerbitan buku ini.

Kami berharap, buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para
pembaca, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat
umum yang ingin memahami lebih dalam tentang sistem akuntansi dan pengelolaan

keuangan di sektor publik. Kritik dan saran yang membangun safigat kami harapkan

untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datan
Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi su i yang berharga
dan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman untansi serta

pengelolaan keuangan di sektor publik.

Malang, Juli 2024

Penulis
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AKUNTANS
SEKTOR

Tujuan dan Capaian Pembel,

Capaian Pembelajaran

KD
0‘0

KD
0‘0

< Jenis-jenis akuntansi sektor publik.
< Tujuan akuntansi sektor publik.
< Karakteristik akuntansi sektor publik.

«»  Transformasi akuntansi sektor publik di Indonesia.



A. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penerapan akuntansi dalam entitas publik. Akuntansi dalam lingkup privat tidak
seperti akuntansi sektor publik dimana memiliki cakupan yang lebih luas dan
kompleks karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Secara umum,
konsep dari akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dari praktik akuntansi pada
sektor privat yaitu mengelola, mencatat dan melaporkan informasi keuangan, hanya

saja bentuk pelaporan tersebut dapat digunakan sebagai salah tolak ukur dalam

pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud gdapat§ berupa lembaga
pemerintah maupun non-profit yang bersifat publik.

Beberapa perbedaan sifat dan karakteristik aku lik dan privat
dapat dilihat dalam berbagai aspek diantaran

1. Tujuan organisasi

2. Regulasi dan standar
3.  Transparansi
4.  Siklus anggaran dan akiinta
5. Pengukuran kinerja
6. Stakeholders

Karaktg bila dipahami dengan baik diharapkan dapat
memberiKa edibel dan transparan serta relevan atas pemakaian dana
publik kepada pefiangku kepentingan termasuk didalamnya masyarakat, legislator,
pengambil kebijakan dan pihak yang terlibat dalam pengawasan keuangan publik.

Value for money dan good practice merupakan dasar dalam aktivitas pada sektor
publik sehingga tercapainya tujuan dari organisasi.
Pada praktiknya, akuntansi sektor publik memiliki tahapan yang harus dilalui

diantaranya:



1.  Perencanaan.
Penganggaran.

Realisasi anggaran.
Pengadaan barang dan jasa.
Pelaporan.

Audit.

N kLD

Pertanggungjawaban.

B. Selayang Pandang Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sudah lebih dulu ada ba um era modern

erintahan serta amanah yang

onomi menjadi titik awal

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

3. Pasca perang dunia II: Setelah Perang Dunia II, terjadi transformasi akuntansi
publik dengan menggunakan teknologi informasi yang diakibatkan adanya
kompleksitas terhadap kebutuhan administrasi publik dan pengelolaan

keuangan negara.



4. FEra modern: Munculnya standar akuntansi internasional mempengaruhi
praktik akuntansi sektor publik di seluruh dunia sehingga terciptanya standar

yang seragam berkaitan dengan pengelolaan dana publik.

C. Akuntansi Sektor Publik & Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan seringkali dianggap
sama. Padahal terdapat beberapa cakupan yang membedakan kedua istilah tersebut.
Akuntansi pemerintahan erat kaitannya dengan bagaimanagfara pemerintahan

menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan juga individuidi dalamnya agar

institusi di dalam pemerintahan atau pemerintaha g sedang berkuasa yang
memiliki beberapa industri bersifat publik baik ya
badan usaha milik pemerintah.

Akuntansi sektor publik dan akuntan§i tahan dapat dibedakan melalui
t pada tabel berikut ini.

fokus dan ruang lingkup diantaranya dapag di

si AKkuntansi
ublik Pemerintahan
Fokus Utama Cakupan lebih luas Cakupan terbatas
rti entitas non- (kementerian, lembaga,

pemerintahan pelayanan | dan badan lainnya).

publik (Badan Usaha
Milik Negara),

Tujuan Pelaporan Fokus terhadap Fokus terhadap
akuntabilitas publik pengelolaan dana publik

serta transparansi dalam | yang efektif, efisien




pengelolaan dana publik. | serta akuntabel.

Regulasi PSAK (Pernyataan SAP (Standar Akuntansi
Standar Akuntansi Pemerintahan) yang
Keuangan) yang dikeluarkan oleh
diterbitkan oleh IAI kemengerian keuangan.
(Ikatan Akuntan
Indonesia).

Sumber Pendanaan Dana dari pemerintah, jak, hasil usaha,

swasta dan s pen@épatan lain yang
dari masyafakat. ikumpulkan oleh

pemerintah.

Tujuan operasional en an Pemanfaatan dana

masi kguangan atas | publik dalam
pengelolaan dan menciptakan
nfaatan sumber infrastruktur yang

daya publik. diperlukan masyarakat.

Dari tabel diafas dapat dipahami bahwa baik akuntansi sektor publik maupun
akuntansi pemerintahan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda serta
tujuan yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan akan pengelolaan dana publik

dan akuntabilitas kepada masyarakat.



Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan mencerminkan
kompleksitas dan variasi dalam pengelolaan keuangan publik meskipun tujuan

utamanya tetap sama yakni memastikan transparansi dan akuntabilitas.

D. Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik
Kompleksitas serta bidang yang luas pada akuntansi sektor publik
mencerminkan bahwa terdapat beragam entitas serta tujuan dari pengelolaan dana

publik. Dewasa ini, perkembangan akuntansi sektor publik sdngat pesat dimana

munculnya peraturan perundang-undangan yang mengaturkhusus di pemerintahan.
1.  Akuntansi keuangan.
2. Akuntansi manajemen.

3. Auditing.

Tiga konsentrasi ini merupakan diberikan oleh pemerintah

kepada publik sebagai bentuk alam pemerintahan sebagai pihak
yang mengelola dana publi

Akuntansi ke publik telah mengalami banyak

1. Adaptasi danadopsi standar internasional seperti International Publik Sector
Accounting Standards (IPSAS).

2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi.

4.  Good Governance.



5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6.  Aspek hukum dan regulasi.
7.  Aksesibilitas informasi publik.

Selain pada aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen juga memiliki
peran terhadap perkembangan akuntansi pada sektor publik. Akuntansi manajemen
lebih menitikberatkan kepada kepentingan internal sebuah organisasi.

Meskipun dapat dikatakan mirip dengan tujuan akuntansi

sektor privat, akuntansi manajemen dalam sektor publik memiliki beberapa tujuan
diantaranya:

1. Pengambilan keputusan yang efektif.

2. Perencanaan dan penganggaran.
3. Pengendalian biaya dan efisiensi.
4.  Evaluasi kinerja.

5. Akuntabilitas dan transparansi.
6.  Peningkatan tata kelola.

7.  Peningkatan kinerja or.

Proses auditin eriksaan} dalam sektor publik dibarengi dengan terbitnya
standar pemeri ara dimana hal ini dilakukan untuk menjamin
informasi dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana
publik telah b&§jalan deffgan baik, benar dan memiliki akuntabilitas tinggi. Praktik

audit tersebut melif
1. Audit keuangan.

2. Audit kinerja.

3. Audit tujuan tertentu.



Ketiga praktik audit tersebut dapat memastikan kegiatan aktivitas, operasi,
keuangan yang dilakukan entitas publik seperti lembaga pemerintahan. Audit
tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya:
1.  Memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
2. Evaluasi efisiensi dan efektifitas.

3. Pencegahan dan deteksi fraud.
4.  Memberikan rekomendasi perbaikan.
5

Menjadi garansi keterbukaan dan kepercayaan publik.

Berdasarkan tujuan diatas, audit sektor publik menjédehi h key poin dalam
menjaga tata kelola yang baik, transparansi dana
publik telah digunakan secara efektif dan efisien.

Setelah memahami bagaimana ak
banyak konteks akuntansi sektor publi
1.  Akuntansi pemerintahan.

Akuntansi lembaga nirla

Akuntansi BUMN.

E. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Seperti halnya ilmu akuntansi yang memiliki tujuan untuk menyajikan
informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi

sektor publik juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama yaitu menyajikan



informasi keuangan atas penggunaan keuangan dan operasional dari entitas publik
atau pemerintahan.

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan diantaranya:
1. Transparansi Keuangan

Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk transparansi atas
pengelolaan dana publik. Hal ini memiliki arti bahwa informasi keuangan yang
dapat dipahami oleh masyarakat secara jelas dalam bentuk laporan keuangan.
Transparansi merupakan sesuatu yang utama dalam akunt agar masyarakat

dapat memantau aktivitas dari entitas publik.

2. Akuntabilitas Publik
Aspek akuntabilitas yang akan dipenuhi denga’ rapan akuntansi sektor
publik adalah pelaporan keuangan yang /4

dilakukan melalui mekanisme audit.

3. Efisiensi Pengelolaan Su

keuangan yang se
lainnya. Akuntamsi
entitas publik mengal@kasikan sumber daya mereka secara optimal, sehingga

mencapai tujud@iypelayaffan publik mereka dengan efisiensi maksimum.

4. Perencanaan’dan Penganggaran yang Tepat
Perencanaan keuangan yang baik dan proses penganggaran yang efektif juga
difasilitasi oleh akuntansi sektor publik. Pengumpulan dan analisis informasi

keuangan dengan cara yang tepat memungkinkan terciptanya anggaran yang



realistis, penentuan prioritas pengeluaran, dan identifikasi sumber pendanaan yang

sesuai.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Tujuannya juga untuk membekali individu dengan sumber daya dan
pengetahuan yang diperlukan untuk mengawasi dan mengelola aspek keuangan dan
operasional organisasi publik secara efektif. Hal ini mencakup penerapan sistem

pengendalian internal yang kuat wuntuk melindungi jferhadap potensi

penyalahgunaan atau aktivitas penipuan.

6. Peningkatan Kinerja dan Evaluasi
Untuk tercapainya peningkatan kerja serta me
yang telah dilakukan. Akuntansi sektor publik dapat indikator tersebut

melalui informasi keuangan.

7. Kepatuhan terhadap Standar da

publik mematuhi standar
adopsi standar akunt

Accounting  Standar emfasilitasi perbandingan dan kepatuhan

F. Karakter ntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada badan pemerintahan di negara indonesia diatur
melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tertuang dalam UU
No 17 tahun 2003 pasal 32, UU No 1 tahun 2004 pasal 53 ayat (1) dan Peraturan
pemerintah no 24 tahun 2005. Karakteristik akuntansi sektor publik lebih
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menitikberatkan kepada pelayanan masyarakat meskipun dalam praktiknya
melibatkan beberapa faktor meliputi ekonomi, politik, kultural serta demografi.
1. Faktor Ekonomi

Setiap negara memiliki keadaan ekonomi yang tidak sama, hal ini dapat
mempengaruhi praktik pengelolaan dana publik karena kondisi yang berbeda serta

selalu berubah. Kondisi seperti ini mempengaruhi pendapatan.

2. Faktor Politik

Kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan baik dalam hakpenganggaran dan
prioritasnya, hal ini mendorong akuntansi sektor publi etap memastikan

transparansi dan akuntabilitas untuk membangun ki

3. Faktor Kultural

melibatkan nilai-nilai budaya dalam pe a publik termasuk didalamnya

menentukan skala prioritas pen

4.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, praktik akuntansi sektor publik
harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal untuk
memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan, serta untuk
memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya.
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Akuntansi sektor publik dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik berikut
diantaranya:
1. Tujuan pelayanan publik.
Sifat non-publik.
Prinsip akuntansi berbasis akrual.
Regulasi dan standar akuntansi.
Akuntabilitas dan transparansi.
Manajemen risiko dan pengendalian internal.
Pengelolaan dana publik.

Pengungkapan informasi non-finansial.

e T A o

Auditor eksternal.

Dengan memahami karakteristik-k

sar untuk mengelola dan

dan akurat, serta untuk

mengenalnya al a 1 pemerintahan. Pemerintah melakukan adopsi
standar dér ain melakukan praktik akuntansi pengelolaan dana publik.
Transformasi ak sektor publik awalnya dilakukan oleh beberapa negara
eropa dan diadopsioleh negara negara lainnya.

Pada praktiknya, akuntansi sektor publik melibatkan dua hal utama yang
pertama adalah para ahli di bidang akuntansi sektor publik untuk memastikan
transfer pengetahuan yang dilakukan minim dari kesalahan dan yang kedua

pemikiran dari ahli harus dibarengi dengan pemikiran terhadap realitas alam dan
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budaya indonesia sehingga perkembangan akuntansi sektor publik dapat
memberikan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dalam hal ini aspek
keuangan.

Setidaknya terdapat tujuh langkah kunci dalam transformasi akuntansi sektor
publik di Indonesia yaitu:
1. Adopsi standar internasional.

Pengembangan sistem informasi keuangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Implementasi e-government.

2
3
4.  Penguatan pengawasan dan audit.
5
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
7

Reformasi kebijakan dan keuangan publik.

Transformasi ini adalah bagian luas untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanj

publik di Indonesia. Meski

ingkatkan kualitas layanan

Penjelasan dfatas dapat dipahami bahwa prinsip good governance adalah
merupakan sebuah kunci dalam pengelolaan pemerintahan, berikut adalah beberapa
prinsip utamanya yaitu:

1. Transparansi, Menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah

diakses kepada semua pihak yang berkepentingan.
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10.

Akuntabilitas, Memastikan bahwa para pemimpin dan pelaksana
bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, dan bahwa mereka
dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja dan hasilnya.

Partisipasi, Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses
pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih baik dan
lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Keadilan, Memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan

setara, tanpa diskriminasi.

Efektivitas dan Efisiensi, Menjamin bahwa sumber daya yang terbatas

digunakan dengan cara yang efektif dan efigien un encapai tujuan

organisasi.

Kepemimpinan yang Baik, Memiliki
visi jangka panjang, dan kema engelola perubahan dan
kompleksitas.
Keterbukaan, Membang ilan keputusan yang inklusif dan

kepercayaan Publik dengan menghindari konflik kepentingan dan perilaku

yang tidak etis.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan dan sektor

publik, tetapi juga penting untuk organisasi swasta, LSM, dan entitas lainnya untuk

mencapai tujuan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
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Rangkuman

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola
keuangan negara, termasuk pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, dan
lembaga-lembaga non-pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaku dalam sektor

publik.

Prinsip Akuntansi Sektor Publik

Transparansi: Keterbukaan informasi keuangan dan aksi yang @ilakukan oleh
pemerintah.
Akuntabilitas: Kepastian dan tanggungy ja olaan keuangan dan
sumber daya yang digunakan.
Keteraturan: Adanya regulasi jélas untuk mengatur kegiatan

akuntansi sektor publik.

berbeda-beda.
Mengelola pengeltiaran: Mengelola pengeluaran untuk mencapai tujuan sektor
publik.

Menyajikan informasi: Menyajikan informasi keuangan yang jelas dan akurat

kepada masyarakat.
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Meningkatkan akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas

pengelolaan keuangan dan sumber daya.

Komponen Akuntansi Sektor Publik

Keuangan Pemerintah: Keuangan pemerintah, termasuk anggaran, pengeluaran, dan
pendapatan.

Lembaga-Lembaga Pemerintahan: Lembaga-lembaga pemerintahan, seperti

kementerian, departemen, dan badan usaha milik negara.

Lembaga-Lembaga Non-Pemerintahan: Lembaga-lembaga %hon-pemerintahan,
seperti yayasan, LSM, dan korporasi.

Korporasi Milik Negara: Korporasi milik negara, se UMD.

Jenis Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Biaya: Mengukur biaya-bia; n oleh pemerintah.

Akuntansi Hasil: Mengukur hasil-hasil oleh pemerintah.

Meningkatkan Akufitabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas

pengelolaan keuangan dan sumber daya.
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Latihan Soal

Apa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik ?
Jelaskan perbedaan masing-masing tiga konsentrasi utama dalam akuntansi

sektor publik !

Jelaskan tujuan dari akuntansi sektor publik !
Sebut dan jelaskan faktor yang melatarbelakangi angan akuntansi
sektor publik !

Menurut pendapat anda apa manfaat menggun istem aktintansi modern

dalam sektor publik ?
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2

AKUNTANSI MANAJEMEN
SEKTOR

«  Jenis-jenis organisasi sektor publik.

< Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik.
< Penerapan akuntansi manajemen sektor publik.
< Peran akuntansi manajemen sektor publik.

< Proses perencanaan dan pengendaliaan manajerial organisasi sektor publik.
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«  Pengendalian manajemen sektor publik.

7

<  Peranan teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik.
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A. Pendahuluan

Organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial
dan biaya ckonomi dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Jika tuntutan
pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi
manajemen sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan
publik. Proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang
dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta.

Perbedaan ini terjadi karena memiliki standar sistem akuntafisi masing-masing,

selain itu perbedaan dari karakteristik dalam lingkup sekt , sehingga untuk
menerapkannya diperlukan beberapa penyesuaian.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingku: yang sangdt komplek dan

ketidakpastian (turbulensi). Beberapa fakt

dan demografi.

Akuntansi manajemen se ikidi n oleh organisasi sektor publik,

pengendalian, percfi€anaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk
mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya tanpa ada
perencanaan, maka pengendalian tidak bermakna karena tidak ada target yang
digunakan sebagai pembanding. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian
informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan dan

pengendalian.
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B. Definisi Akuntansi Manajemen

Menurut Intitute of Management Accountants (1981), Akuntansi Manajemen
didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian,
penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi
finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi,
pengendalian organisasi serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-
sumber dan pertanggungjawaban atas sumber-sumber tersebut. Akuntansi

Manajemen juga meliputi penyiapan laporan finansial untuk mpok- kelompok

non manajemen seperti para pemegang saham, para dirgktur, [lembaga- lembaga
pengawas dan kantor pajak.

Menurut Chartered Institute of Management A

akumulasi, analisis, penyusunan, inte i omunikasi informasi yang

digunakan oleh manajemen unt engevaluasi dan pengendalian

e  Pengoptimalan sumber daya

e  Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi.
e  Pengungkapan kepada karyawan

e  Perlindungan aset.
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Akuntansi manajemen sebagai profesi, melibatkan kemitraan dalam
pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana dan sistem manajemen
kinerja, penyediaan keahlian dalam pelaporan keuangan serta pengendalian untuk
membantu manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi.

Sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi sering didefinisikan sebagai
suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan organisasi

yang kompleks dan heterogen.

Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kgbutuh@n informasi untuk
perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bepvariasi. ikian juga bagi

stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan in asi yang l€bih bervariasi,

handal dan relevan untuk pengambilan aan sektor publik

merupakan bagian dari pemenuhan hak gubli upé pelayanan publik dan
produk barang berupa barang publik.

organisasi publik (terutama pemerintah), jai nisasi yang menggunakan dana

mengintegrasikateknilf akuntansi manajemen tradisional dengan analisis strategis

dan informasi ekstéfhal untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan
strategis. Pendekatan ini melibatkan pemahaman tentang pasar, pesaing, dan
lingkungan eksternal organisasi serta penggunaan informasi ini untuk memandu
strategi jangka panjang dan kinerja organisasi. Dengan kata lain AMS merupakan

penyediaan dan analisis data akuntansi manajemen tentang bisnis dan pesaingnya,

untuk digunakan dalam mengembangkan dan memantau strategi bisnis.
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Fokus AMS tidak hanya fokus pada informasi internal tetapi juga pada
komponen eksternal yang berkaitan dengan operasi organisasi. Tujuan utama AMS
adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan
kinerja organisasi. Penerapan AMS dapat digunakan dalam berbagai konteks,
termasuk penetapan harga target, penghitungan biaya produk, analisis profitabilitas
lini produk, analisis profitabilitas pelanggan, dan penetapan harga layanan. Manfaat
AMS termasuk peningkatan pemahaman tentang biaya dan keuntungan,

pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kinesa organisasi.

i sebatas pemberi
informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi p bisnis strategis
bagi manajemen publik dalam melaksanakan peren n, pengagggaran, proses

tata kelola organisasi, manajemen risik

C.

a.
b.  Organisasi Pemerintah Daerah
c.  Organisasi Partai Politik

d.  Organisasi LSM

e.  Organisasi Yayasan

f.  Organisasi Pendidikan
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g.  Organisasi Keschatan

h.  Organisasi Tempat Peribadatan.

D. Penerapan Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Penerapan akuntansi manajemen sektor publik merupakan langkah untuk
mengelola semua sumber daya dalam organisasi publik. Organisasi sektor publik

merupakan organisasi yang berusaha memberikan pelayanan kepada publik. Supaya

E. Peran Akuntansi Manajemen Sektor

Peran utama akuntansi manajem nisasi sektor publik adalah
memberikan informasi akuntansj handal kepada manajer untuk
melaksanakan fungsi perencanaa

Menurut Bastian (2009)

nddlian organisasi.

an fuRdamental akuntansi manajemen di organisasi

sektor publik adala bantu mahajer/pimpinan dengan informasi akuntansi yang

dibutuhkan aga

- Membantu maiajemen dalam proses perencanaan organisasi

- Membantu manajemen dalam mengendalikan operasi/kegiatan organisasi.

Peran Akuntansi Manajemen menurut Chartered Institute of Management

Accountants (1981) digunakan untuk:
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a.  Perumusan strategi

b.  Perencanaan dan pengendalian aktivitas

c.  Pengambilan keputusan

d.  Pengoptimalan penggunaan sumber daya

e. Pengungkapan kepada stakeholder dan pihak luar organisasi
f.  Pengungkapan kepada karyawan

g. Perlindungan aset

Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor} publik meliputi:
perencanaan strategik, pemberian informasi investasi,

penganggaran, penentuan biaya pelayanan (cost

43) diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan Strategik

Pada tahap perencanaan

sumber daya yang/dimiliki. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber
daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi
akuntansi manajemen yang akurat, relevan dan handal untuk menghitung besarnya
biaya program, aktivitas atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang

baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan
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mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Keandalan sistem
informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya
paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan
masyarakat dan kepentingan publik (putting the customer first).

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan
utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality, and

service). Untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya

yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi alintansi manajemen

yang modern.

based costing,

job costing, batch costing, standart costin, biaya produk atau

Akuntansi mghajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan
program, penentuan biaya dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi
manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya

anggaran sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis (value for money budget).
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2. Pemberian informasi biaya
Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi

tiga kelompok, yaitu:

1) Biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk
memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya
bahan baku.

2) Biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk

mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelan . Pada organisasi

sektor publik output diukur dengan berbagai cara teggantuhig pada pelayanan

universitas dan S@hagdinya) untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan
keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi
penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin
(recurrent expenditure) dan yang masuk kategori biaya modal (capital
expenditure), controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel. Informasi

akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam
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menentukan dan melaporkan biaya. Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas,
yaitu: cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost

reporting.

=  (Cost finding. Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasi data
mengenai biaya yang dibutukan untuk menghasilkan produksi atau jasa
pelayanan.

= Cost recording. Setelah berhasil dilakukan cost finding, tahap berikutnya

adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatdn pencatatan data
kedalam sistem akuntansi organisasi.

=  Cost analyzing. Setelah dilakukan pencatatan

biaya.
= Strategic cost manage analisis biaya, tahap
berikutnya adalah m ategl penghematan biaya agar tercapai value

for money.

eksternal.

3. Penilaian investasi
Akuntansi Manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak
melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan

finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk
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dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko dan manfaat atau
keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan
manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan
ketidakpastian (termasuk country risk dan political risk), dan sumber pendanaan
untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi di sektor publik pada
dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta,

terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan Net

yang digunakan di sektor swasta berbeda deng

dikarenakan sektor swasta berorientasi mengejar

dilakukan. Penilaian investasi

Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian,
sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan
pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya
dengan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi

terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu

29



sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka
akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan
mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan

merata.

5. Penentuan Biaya Pelayanan (Cost of Services) dan Penentuan Tarif

Pelayanan (Charging for Services)

dibebankan képada pemdkai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut.

6. Penilaian Kinerja
Pada tahap ini, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator
kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing- masing

aktivitas yang dilakukan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem
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pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan
efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peran akuntansi manajemen pada sektor publik tidak lagi sebatas pemberi
informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi partner bisnis strategis
bagi manajemen publik dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, proses
tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan
keuangan, evaluasi kinerja serta manajemen biaya untuk membantu organisasi

publik mencapai kesuksesan dan bersaing lebih kompetitif.

F. Proses Perencanaan dan Pengendaliaan Manajeri isasi Sektor

Publik

Perencanaan dan pengendalian sebaiknya dipe n secara bersama-

sama. Tanpa pengendalian, perencanaan gidal arena tidak ada tindak
lanjut (follow-up) untuk mengidentifika! cana organisasi telah tercapai.
Sebaliknya tanpa ada perencanaan, maka p alian tidak akan berarti karena
tidak ada target atau rencanagang t sebagai pembanding. Perencanaan dan

pengendalian merupakan sua

ng membentuk suatu siklus, sehingga
suatu tahap akan it denganytahap yang lain dan terintegrasi dalam satu
organisasi.
ind PendleB

Jone ry (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian

manajerial pad i sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu:
1. Perencanaan tuan dan sasaran dasar
2. Perencanaan operasional

3. Penganggaran

4.  Pengendaliaan dan pengukuran, dan
5

Pelaporan, analisis, dan umpan balik
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G. Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Pengendalian manajemen sektor publik perlu untuk menjamin terlaksananya
strategi organisasi publik secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen
meliputi aktivitas: Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi informasi, Pembuatan
Keputusan, Motivasi, Pengendalian dan Penilaian Kinerja.

Dalam konteks manajemen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi
diperlukan strategi. Kemudian untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi

publik agar mereka mau melaksanakan strategi manajemen da

rangka mencapai
tujuan secara efektif dan efisien, manajer menggunakan mekanisme pengendalian
manajemen. Manajemen publik terkait dengan j ivitas pegawai

pemerintah dan politisi serta penggunaan struk

tujuan pemerintah.
Governance atau tata kelola merup epsi pengelolaan organisasi

dalam lingkup luas tidak sepeui j g lebih berfokus pada internal

manajemen publik’juga memiliki pengertian dan konsep yang berbeda dengan
administrasi publik. Secara etimologi, administrasi mengandung pengertian
mengikuti prosedur-prosedur, aturan dan perintah sedangkan manajemen

mengandung arti pencapaian hasil, tujuan, visi dan misi. Manajemen memiliki
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cakupan yang lebih luas dibandingkan administrasi namun lebih sempit

dibandingkan governance.

H. Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan

masyarakat. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap

organisasi baik profit dan non-profit merasa perlu menerapkan teknologi dalam

lingkungan kerja. Penerapan teknologi dalam sistem informagf organisasi publik

memiliki beberapa peranan sebagai berikut:

a Meminimalkan risiko

b.  Mengurangi binya

c.  Penambahan nilai

d.  Menciptakan realitas baru

Teknologi tentu dapat membantu p an ak@ritansi manajemen pada sektor
publik. Akuntansi pada sekt i
digunakan oleh lembaga ik. i baga publik tentunya mendapatkan

tuntutan dari masyarakat agar pe keuangan dilakukan secara transparan.

lembaga pepit berlangsung dan seiring dengan kemunculan
omunikasi (Informations Communications Technology).
Mengacu pada Pada definisi yang diajukan oleh World Bank, E-Government
mengarahkan pada’penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau
lembaga-lembaga pemerintahan untuk mempermudah dan meningkatkan
kemampuan transformasi hubungan diantara warga negara, pelaku bisnis dan
lembaga pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk

kebutuhan berbeda seperti:
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pelayanan dari
misalnya situs res

sebagai bentuk peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

Layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya
Peningkatan interaksi diantara pelaku bisnis dan industri
Pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi

Efisiensi manajemen pemerintahan.

Penggunaan teknologi informasi memberikan hasil sebagai berikut:
Penurunan jumlah korupsi

Meningkatkan transparansi

Kesenangan yang lebih baik.
Pertumbuhan pajak dan penghasilan dan atau pen
Sektor ini dirancang untuk memfasilitasi in
dengan warganya dan hal ini merupakan tuj

Government.

Beberapa interaksi yang dilakukan

Memperbaharui perizinan

Interaksi Anta;

Interaksi

penyelenggaraan pemerintah kepada pelayanan publik.
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Rangkuman

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan
informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam

melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarad@ untuk membantu
sehingga tujuan

organisasi  dapat tercapai. Fungsi erencanaan,

perekat yang mengikat fungsi-fungsi j sebuah sistem sehingga

memungkinkan organisasi publik berti an harmonis antar berbagai
fungsi.

Institute of Mana ts maupun Chartered Intitute of
Management Accountants sec a-sama menyatakan bahwa akuntansi

terisolasi dari s ng lain. Desain pengembangan akuntansi manajemen harus
dikaitkan dengan gofang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut. Apa yang
dikehendaki personel dalam organisasi dan bagaimana reaksi mereka terhadap
sistem pengendalian akuntansi yang akan diterapkan harus menjadi perhatian utama

dalam mendesain akuntansi manajemen.

35



Peran akuntansi manajemen pada sektor publik tidak lagi sebatas pemberi
informasi kepada manajemen publik tetapi telah menjadi partner bisnis strategis
bagi manajemen publik dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, proses
tata kelola organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan
keuangan, evaluasi kinerja serta manajemen biaya untuk membantu organisasi
publik mencapai kesuksesan dan bersaing lebih kompetitif.

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan

masyarakat. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya sflenyebabkan setiap

organisasi baik profit dan non-profit merasa perlu mengrapkah teknologi dalam
lingkungan kerja. Penerapan teknologi dalam siste anisasi public
memiliki peranan untuk meminimalkan risiko, me i bi , penambahan

nilai dan menciptakan realitas baru.
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A

Latihan Soal

a. Jelaskan definisi akuntansi manajemen sektor publik?
b.  Sebutkan dan jelaskan peran akuntansi manajemen sektor publik!

c. Jelaskan manfaat Akuntansi Manajemen Strategik (AMS)!

Jelaskan definisi manajemen publik dan berika
Jelaskan proses perencanaan dan pen lian
sektor publik menurut Jones and Pgndleb

Jelaskan prinsip E-Government!
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< Memahami Pilar Sistem Penganggaran.

Capaian Pembelajaran

< Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai fungsi dan peran

anggaran dalam sektor publik.
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Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar,
fungsi, dan kompleksitas penganggaran sektor publik.

Mahasiswa mampu menerapkan konsep penganggaran terpadu, berbasis
kinerja, dan KPJM dalam simulasi penganggaran.

Mahasiswa mampu bekerja dalam kelompok untuk menganalisis dan
mempresentasikan kasus penganggaran sektor publik.

Mahasiswa mampu mengembangkan argumen yang kuat mengenai pengaruh

berbagai paradigma dan tren dalam penganggaran sektorggublik.

39



Pendahuluan

Penganggaran secara tradisional merupakan proses yang digunakan
pemerintah untuk memutuskan berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk apa,
membatasi pengeluaran pada pendapatan yang tersedia dan mencegah pengeluaran
berlebih. Seiring berjalannya waktu, anggaran publik telah mengambil peran yang
berbeda, menjadi alat untuk tawar-menawar dan mengalokasikan kekuasaan, untuk
perencanaan dan pengendalian, untuk memberikan dorongan pada lingkungan

ekonomi dan sosial dan untuk memastikan transparansi dan ke#€rlibatan pemangku

akuntabilitas. Anggaran menjalankan fungsi p

preferensi dan posisi kekuasaan pemangku kepenting ada saat yang sama
mewakili hasil keputusan dan tawar-menawar dan dasar untuk diskusi di
masa mendatang. Anggaran mendefini as intervensi publik dalam
ekonomi, dan tingkat redistribusi istem ekonomi, yang memenuhi

fungsi ekonomi. Anggaran( j banyak digunakan untuk meminta

pertanggungjawaban manajer aian hasil dan penggunaan sumber daya

publik, sehingga ungsi manajerial, dan untuk meminta

lik kepada masyarakat umum, yang memenuhi

menjadi subjek migat abadi oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik,
administrasi publik, akuntansi, psikologi, manajemen, dan studi organisasi. Pada
saat yang sama, penganggaran adalah arena tempat berbagai rasionalitas, logika,
kompetensi, dan identitas profesional berinteraksi. Kompleksitas dan keragaman
fungsi penganggaran, dan keberadaannya sebagai arena interaksi berbagai aktor,

budaya, identitas profesional, dan disiplin ilmu mungkin menjelaskan keragaman
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pendekatan dan bentuk yang diambil oleh dokumen anggaran dan proses
penganggaran (Saliterer, Sicilia, dan Steccolini Akan Datang) dan oleh sifatnya
yang bervariasi dari waktu ke waktu.

Fitur-fitur yang sama ini juga berkontribusi untuk menjadikan penganggaran
publik sebagai bidang dan topik investigasi yang sangat menarik, yang dapat

memberikan sejumlah wawasan tentang proses politik, sosial, ekonomi, dan

psikologis. Maka, hal itu dapat menjadi latar yang ideal untuk menghadirkan

praktik penganggaran publik secara signifikan selama dua dekade terakhir, yang
menunjukkan bahwa sebagian besar studi Eropa tentang penganggaran publik yang
diterbitkan dalam jurnal administrasi publik dan akuntansi utama merujuk ke NPM
tidak hanya sebagai konteks analisisnya, tetapi sangat sering sebagai rerangka

konseptual utama yang menginformasikannya. Sementara ini tampaknya telah
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menawarkan peluang bagus untuk memicu perdebatan tentang manajerialisme di
sektor publik, dan untuk mengumpulkan pengetahuan kontekstual tentang reformasi
sektor publik, hal ini mungkin juga telah menggeser perhatian akademis dari
pengembangan rerangka konseptual alternatif. Selain itu, jauh dari memberikan
bukti bahwa reformasi tipe NPM telah memecahkan masalah administrasi publik,
sebagian besar studi telah menyoroti bahwa perubahan dalam penganggaran publik,
termasuk pergeseran ke penganggaran berbasis kinerja dan berbasis akrual, masih

berlangsung, atau manfaat yang diharapkan belum sepenulhya diperoleh dan

dipahami, sementara sejumlah efek yang tidak terduga dagrbahkan tidak diinginkan

telah muncul.

penganggau@n terkait. Méngingat sifatnya yang multifaset, penganggaran mungkin

menjadi tempatigiang idgal untuk melihat dampak dan implikasi dari tren tersebut di
ranah publik.

Pertama, reformasi manajerial telah menyarankan perpindahan ke peningkatan
ketergantungan pada anggaran berbasis akrual dan kinerja. Namun, integrasi aspek
keuangan dan non-keuangan dari kinerja, dan penganggaran dan manajemen kinerja
masih berlangsung dan belum sepenuhnya dipahami oleh para akademisi. Memang,

semakin banyak literatur menunjukkan bahwa data akrual tidak selalu disukai oleh
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manajer atau politisi (untuk tinjauan literatur yang relevan, lihat Liguori, Sicilia, dan
Steccolini 2012, 2014), karena ukuran kinerja non-keuangan dan data berbasis kas
mungkin lebih menarik bagi kebutuhan penggunanya. Dalam hal ini, beberapa
penulis menyarankan bahwa basis akrual akuntansi mungkin berguna untuk
pelaporan dan sebagai alat analitis, tetapi mungkin masih tidak diperlukan sebagai
dasar untuk penganggaran (Caiden 2010). Dengan demikian, sementara literatur
tentang adopsi akuntansi akrual telah menjadi semakin luas, sejauh ini perhatian

yang diberikan jauh lebih sedikit, baik dalam literatur maupu praktik, terhadap

dan benar-benar

manajerial (untuk beberapa pengecualian penting]

Hyndman dan Connolly 2011). Demikian pu i i kinerja nonfinansial

Kedua, penghematan dan konse i kri euangan global sering kali

menyebabkan sentralisasi ula ggaran (Bracci et al. 2015),

nya. Praktisi dan akademisi harus lebih

beriringan, atau ballkan memerlukan, peningkatan fleksibilitas dalam pelaksanaan
anggaran (penganggaran mikro).

Ketiga, reformasi manajemen publik telah menekankan pentingnya
akuntabilitas dan telah mempromosikan transparansi dan komunikasi angka-angka
tentang organisasi publik. Logika ini awalnya telah dipromosikan dalam situasi di

mana warga negara terutama dipandang sebagai aktor pasif yang menerima layanan
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dan memilih perwakilan mereka. Dengan munculnya ide-ide 'kewarganegaraan
aktif ' dan bentuk-bentuk baru demokrasi partisipatoris (Hendriks 2010), serta
pandangan yang lebih luas tentang produksi bersama sebagai perencanaan bersama
dan desain bersama (Bovaird 2007 ; Sicilia et al. 2016 ; Barbera, Sicilia, dan
Steccolini 2016) warga negara semakin dilihat sebagai pemain aktif dalam tata
kelola publik, yang terlibat langsung dalam musyawarah dan penyediaan layanan.
Mengingat perkembangan tersebut, kontribusi potensial penganggaran terhadap

akuntabilitas eksternal, baik dalam hal transparansi dan komunikasi maupun dalam

hal keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan memerlgkan penyelidikan
lebih lanjut.

Keempat, penyediaan layanan publik semak embutuhkan keterlibatan

banyak aktor, termasuk pemerintah lain atauentitas s ik, serta organisasi
swasta dan nirlaba. Penganggaran dapat n penting dalam distribusi
dan representasi sumber daya dan t , serta dalam pemenuhan

akuntabilitas dalam pengatura; iyang muncul tersebut. Namun,
si” sebagian besar telah diabaikan

007 ; Miller, Kurunmaki, dan

seperti ang@aran gabufi§an atau konsolidasi, serta pemahaman yang lebih baik

tentang faktor<f@ktor y#ng memengaruhi pilihan dan desain praktik dan proses
terkait.

Lembaga sektor publik dalam mencapai tujuannya dengan baik harus dapat
merancang anggaran secara periodik. Anggaran menjadi kunci utama dalam
perencanaan. Selaras dengan Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
(Bappenas, 2009), dalam menyusun anggaran, pemerintah mengacy pada tiga pilar

system penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja,
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dan rerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Tiga pilar ini diharapkan
membuat proses penganggaran menjadi fungsional, menegakkan tanggung jawab
manaerial dan melaksanakan akuntabilitas eksternal. Penganggaran berbasis kinerja
masih menjadi primadona sistem penganggaran terbaik (kemenkeu). Dalam
beberapa tahun terakhir, terlebih lagi, meningkatnya beban hak, tuntutan lembaga
supra dan internasional, serta krisis fiskal dan ekonomi telah memberikan tekanan
yang sangat besar untuk memangkas pengeluaran, memastikan anggaran

berimbang, dan mengurangi jumlah utang publik yang terakunmufasi. Pada saat yang

sama, pemerintah diharapkan untuk memenuhi permintagn layahan yang semakin
pertumbuhan ekonomi (Kickert 2012, 2013; Lodge
Peters et al., 2011).

Penganggaran dan pengendalian apggar instrumen dasar yang
menjamin pengendalian keuangan, pe er daya yang efektif, dan
kinerja organisasi secara ke 2019). Penganggaran dan
K pencapaian tujuan pembangunan
konomi mana pun. Namun, mekanisme

dan mengatur pengeluaran untuk

layanan publik. Singkatnya, ini meningkatkan tanggung jawab dengan memastikan
sumber daya dibelanjakan secara bijak dan efisien (Ahwera, 2021).

Laporan keuangan yang menguraikan pendapatan, pengeluaran, dan
pemanfaatan sumber daya yang diantisipasi untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya disebut anggaran, dan dibuat serta disahkan sebelum

periode tertentu. Menurut (Institute of Cost and Management Accountants, 2019),
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pernyataan ini penting untuk menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan
mencapai tujuan perusahaan. Meskipun penganggaran pernah dianggap sebagai
cara untuk mengendalikan pengeluaran, kini penganggaran memainkan lebih
banyak fungsi. Tujuan alat saat ini adalah untuk menjaga dan mengatur respons
proposal manajemen, yang memerlukan penilaian ide dengan mempertimbangkan
biaya dan manfaat langsung dan jangka panjangnya, sehingga
menjamin pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana (Romenska, et. al.,

2023). Meskipun demikian, anggaran adalah dokumen dinami yang harus cukup

adaptif untuk memperhitungkan kejadian yang tidak diantisipasi dan memerlukan

yang efisien (de Queiroz Alves, 2022).

Pola dasar model pra-anggaran dicontohkan

bendaharaan pusat kurang berfungsi dibandingkan sistem
di mana pemungut dan pembayar pendapatan
mengumpulkan da#¥membayarkan pendapatan yang dialokasikan di tempat dan
terkadang merupakan individu yang sama. Padanan modernnya adalah dana

bergulir.
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2. Privatisasi

Sementara beberapa fungsi keuangan dikelola secara langsung, sebagian besar
keuangan monarki dijalankan oleh individu swasta, yang mewarisi, membeli, atau
menawar jabatan mereka. Keuntungan bagi individu atau perusahaan ini terletak
pada kemampuan mereka untuk memperoleh laba dari "selisih" antara jumlah yang
disepakati yang mereka serahkan dan apa yang mereka kumpulkan, dari bunga yang
dibayarkan kepada mereka atas uang muka yang mereka berikan kepada negara

untuk melakukan pembayaran tepat waktu, dan dari penggunaafi uvang negara yang

menganggur atas nama mereka sendiri. Negara diuntungkan dari pendapatan yang

terjamin, tidak perlu lagi mempertahankan birokrasy yang dan solusi dari

masalah arus kas. Manfaat serupa diklaim saat ini da:

tertentu.

3. Kontinuitas

dikenakan dengan'§¥gala cara yang dapat dibayangkan: pada jendela dan kereta;
melalui bea cukai dan tol; pada tanaman dan warisan; melalui pengangkatan paksa;
pada komunitas agama dan orang asing; melalui denda dan penyitaan singkatnya
di mana-mana kecuali di tempat kekayaan dan kekuasaan negara yang sebenarnya

berada. Namun, keragaman dalam pengumpulan pendapatan ini memberikan

47



sistem fleksibilitas yang besar. Pemerintah saat ini menunjukkan kecerdikan yang

sama dalam mengenakan semua jenis biaya.

Tentu saja setelah semuanya runtuh, cacatnya terlihat jelas. Desentralisasi
berarti kurangnya kontrol; privatisasi berarti korupsi dan pengalihan pendapatan
secara besar-besaran; kontinuitas berarti kurangnya transparansi; dan fleksibilitas
berarti perpajakan yang regresif dan sewenang-wenang. Sistem ini hanya dapat
dipertahankan dengan ancaman penuntutan pidana berkala, dan mengingat

ketergantungan raja yang berkelanjutan pada orang-orang ¥ang dituntutnya,

metode ini sangat tidak efektif. Waktunya sudah tep nis administrasi
keuangan yang sangat berbeda berdasarkan

transparansi akun, dan proses kontrol yang teratur.

mengumumkan
korupsi sebelumn

Kami akan menyampaikan evaluasi yang paling tepat mengenai kebutuhan
kami, jumlah yang diperlukan untuk mengoperasikan departemen kementerian.
Kemudian kami akan mengajukan usulan mengenai cara dan sarana untuk

memenuhinya. Setiap kementerian dijamin penggunaan dana yang tersedia secara
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teratur. Dana ini digunakan dalam proporsi yang paling tepat sesuai dengan
kebutuhannya untuk layanan yang diberikan. Jika klarifikasi diperlukan, setiap
menteri harus menyampaikan kepada Anda semua unsur yang diperlukan agar
Anda dapat membentuk pendapat (Caiden, N. 1982).

Dari titik ini, teori anggaran menjadi cukup jelas. Penganggaran klasik
mencakup empat, mungkin lima, elemen kardinal. Annualitas berarti bahwa
anggaran akan dibuat setiap tahun untuk menentukan dan mengendalikan

pengeluaran untuk tahun mendatang, dan akun akan ditutup dén disajikan untuk

setiap tahun tepat waktu. Kesatuan berarti dana pusat at ndaharaan untuk

terpusat, dan bahwa semua pencairan harus dilakuka

dari dana tersebut. Apropriasi berarti bahw.

demikian legislatif memiliki kata akhir ajakan dan pengeluaran yang

bersifat publik dan terbuka unt ik. Audit berarti bahwa semua

midian), adalah mungkin untuk mengatur keseimbangan di
antara keduany

Sulit untuk m@lebih-lebihkan pengaruh dan kegunaan mekanisme yang relatif
sederhana ini. Gagasan anggaran, dan khususnya gagasan penganggaran eksekutif,
sangat berpengaruh. Itu adalah elemen kunci dalam mendapatkan dan
mempertahankan tanggung jawab pemerintah untuk diperintah. Meskipun
pendapatan pajak tumbuh pesat selama abad kesembilan belas, kerusuhan pajak

yang endemik pada abad-abad sebelumnya mengering. Anggaran memungkinkan
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pengendalian administrasi keuangan dan mendasarkan keputusan keuangan pada
informasi yang akurat. [tu memberikan kapasitas untuk perluasan pemerintah ke
bidang regulasi dan kesejahteraan baru dan peningkatan fungsi lama. Itu adalah
fondasi penting bagi kebijakan fiskal Keynesian. Itu menawarkan janji
pengambilan keputusan yang lebih analitis oleh pemerintah melalui berbagai teknik
yang dianjurkan.

Meskipun ada banyak kemenangan, penganggaran saat ini mengecewakan.

Mungkin terlalu dibesar-besarkan dan orang-orang berha terlalu banyak.

Mungkin juga karena keberhasilannya sendiri, yang mendorong klaim yang jauh

melampaui potensi kinerja. Mungkin kinerja sebgnarnya disadari atau

memadai untuk zaman kita.

Sistem Kontrol Anggaran

anajemen penting yang dikenal sebagai

ibatkan lebih dari sekadar membuat anggaran;
menyelesaikan masalah baru, pejabat anggaran dan

¥ berpartisipasi secara aktif. Mekanisme pengendalian

pemerintah dan perusahaan, untuk mengawasi distribusi pendapatan dan
pengeluaran mereka sesuai dengan anggaran yang disetujui (Augustine, 2022).
Dengan menerapkan pengendalian anggaran yang efisien, suatu organisasi dapat

mencegah penyalahgunaan sumber daya dan meningkatkan tanggung jawab.
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Pentingnya Mekanisme Pengendalian Anggaran
Menurut Asosiasi Pejabat Keuangan Pemerintah, (2023) berikut ini adalah

beberapa pentingnya mekanisme pengendalian anggaran.

Akuntabilitas yang Ditingkatkan
Mekanisme pengendalian anggaran menyediakan pendekatan sistematis
untuk memastikan bahwa individu dan departemen bertanggung jawab atas kinerja

keuangan mereka terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong

pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan mencegah pemborosan

pengeluaran.

Peningkatan Efisiensi Operasional
Dengan mengukur kinerja aktual
dianggarkan, organisasi dapat dengan ikasi beberapa area yang
perlu ditingkatkan dan jika perlu tindakan korektif untuk
mengoptimalkan pemanfaat
membantu menyederhan n meningkatkan efisiensi secara

keseluruhan.

varians antara kingfja yang dianggarkan dan kinerja aktual memastikan bahwa

organisasi memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang status keuangan dan
mampu membuat keputusan yang tepat dalam hal alokasi sumber daya, serta

memanfaatkan peluang investasi, dan menerapkan strategi bisnis masa depan.
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Mekanisme Pengendalian Anggaran

Perencanaan Anggaran: Menetapkan anggaran yang realistis dan dapat
dicapai merupakan dasar pengendalian yang efektif. Hal ini melibatkan penetapan
tujuan keuangan yang jelas, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan proyeksi
pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang.

Koordinasi Anggaran: Menyelaraskan rencana anggaran di berbagai
departemen dan memastikan setiap orang memahami tanggung jawab masing-

masing sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Implementasi Anggaran: Ini melibatkan pe anggaran dan
pemantauan kinerja aktual terhadap angka yang Ini termasuk
melacak pengeluaran, memantau varians, dan meng orektif sesuai

kebutuhan.

Konsep Sektor Publik

Istilah "sektor publik" menggambar unit-unit yang berada di bawah
kepemilikan dan regulasi pepier ediakan layanan dasar bagi warga
industri ini  men; an“ yang mendukung regulasi ekonomi,

kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan keadilan sosial

berhasil mengelolagufnber daya manusia, keuangan, dan material yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Lebih jauh, sektor publik yang sehat
mendorong kesejahteraan sosial, memastikan stabilitas ekonomi, dan membangun
serta memelihara infrastruktur penting yang semuanya merupakan pendorong

utama pembangunan nasional (Rosenbloom et al., 2022).

52



Persetujuan anggaran

Tahap persetujuan anggaran berlangsung di badan legislatif melalui penetapan
konstitusional. Akan tetapi, partisipasi bahkan dalam tahap ini dipastikan oleh
Undang-Undang Dasar, pasal 48. Warga negara bahkan dapat memantau
pembahasan politik RUU di badan legislatif, yang mencakup pelacakan amandemen
RUU. Peran badan legislatif dalam anggaran telah diperluas di negara ini dalam
dekade terakhir, melalui pembentukan ‘“anggaran yang memaksakan” untuk

amandemen parlemen (EC 86/2015 dan 100/2019), sepertidyang baru-baru ini

dibahas oleh Pereira dan Figueira (2020), di mana warga negara berpartisipasi aktif
dalam mengusulkan amandemen.

Peran warga negara dalam proses partisip

dilakukan ol8@apemeridfah, berapa biaya yang dibutuhkan , berapa hasil yang

diperoleh dari bel@mjéd pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan

digunakan untuk :

a.  Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi
yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
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c.  Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun

d.  Menentukan indikator kinerja dan tingkat Pencapaian strategi.

2.  Control Tools (sebagai pengendalian)

Aanggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran
pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan
pemborosan -pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebjlian jika dikatakan
bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer pulilik lainnya dapat

dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor pul igunakan untuk

mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
pengendalian digunakan untuk menghindari adanya nding, Underspending

dan salah sasaran (misappropriation) dala

a) Membandingka

inerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;

b) Menghitung selisih anggaran (favorable dan unfavorable variances);

¢) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak
dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians;

d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
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3.  Fiscal Tools (sebagai alat kebijakan fiscal)

Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut
dapat diketahui arahan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan
prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat

sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Political Tools
Anggaran digunakan untuk memutuskan priori itds dan kebutuhan

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sekto

lik, angg merupakan
dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan%@sepakatan legislatif atas

penggunaan dana publik untuk kepentin caran bukan sekedar

masalah teknis akan tetapi lebih merup alat palitik (political tool). Oleh karena

itu, pembuatan anggaran publik memb political skill, coalition building,

yang telah disetujui dapat menjatuhkan

menurunkan kredibilitas pemerintah.

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu,

anggaran publik juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar unit kerja dalam
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lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruhbagian

organisasi untuk dilaksanakan.

6.  Performance Measurement Tools (Sebagai Alat Penilaian Kinerja)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada

pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja

manajemen publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasilda capai dikaitkan

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakarg alat yang efektif

untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Motivation Tool (Sebagai Alat Motivasi)

maksudnya adalah target a jangan terlalu tinggi sehingga tidak

dapat dipenuhi, nam u rendah sehingga terlalu mudah untuk

agai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik)

idak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau
LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok

masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah

untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang

terorganisirakan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

56



Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisir akan dengan
mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk
menyampai kansuara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan
lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan

sebagainya.

Siklus Anggaran

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui das dikuasai dengan

pendapatan secara lebih akurat. Dalampersoalan estimasi, yangperlu mendapat
perhatian adalah terdapatnya faktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang
cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus harus memahami

betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.
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b) Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit
dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerialskill
tetapi juga harus mempunyai political skill, salesmanshipdan coalition
buildingyang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif

sangat penting dalam tahap ini.

c) Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)

Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian thanajemen sangat

operasional anggar:

aspek akuntabjld
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Rangkuman

Dalam pengantar yang diberikan, dosen menggambarkan penganggaran
publik sebagai sebuah proses yang telah berkembang dari fungsi tradisionalnya

untuk mengontrol pengeluaran menjadi alat yang lebih kompleks dan multifungsi.

Penganggaran tidak hanya membatasi pengeluaran pada pen tan yang tersedia,

tetapi juga digunakan untuk tawar-menawar kekuasaan, p€rencahaan ekonomi dan
ncerminkan
preferensi  politik, mendorong pengembangan an  menuntut

pertanggungjawaban manajerial dan organi

hemukan solusi inovatif dalam konteks saat ini.
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Latihan Soal

Ada berapa fungsi Anggaran Sektor publik? Sebut dan jelaskan!
Karakteristik anggaran sektor publik ada apa saja?

Apakah anggaran memiliki prioritas yang sama dengan rencana pembangunan
daerah?

Sepenting apa mekanisme anggaran sektor publik didakukan?

Apakah anggaran berbeda dengan pengeluatan rutin engeluaran

Pembangunan?
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Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

Y
0‘0

4

APBN DAN

Memahami Konsep AP, ngerti definisi, fungsi, dan tujuan

dari Anggaran Pendapdtan dah, Belanja Negara (APBN) serta Anggaran

Memahami #Ses Penyusunan APBN dan APBD: Mengerti tahapan
penyusunan, pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN dan APBD.

Menganalisis Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah: Mampu
menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan negara dan daerah dilakukan

serta peran administratur dalam pengelolaan tersebut.
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Capaian Pembelajaran

Menguasai Teori dan Konsep APBN dan APBD: Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan tujuan dari APBN dan APBD.
Mengidentifikasi Komponen APBN dan APBD: Mahasiswa dapat
mengidentifikasi dan menjelaskan komponen utama dari APBN dan APBD.
Memahami Proses Siklus APBN dan APBD: Mahasiswa mampu
menggambarkan proses penyusunan hingga pengawasan APBN dan APBD.

Mengkritisi Kebijakan Fiskal dan Keuangan Daerah# Mahasiswa dapat

memberikan analisis kritis terhadap kebijakan fiskal $dan pengelolaan

keuangan daerah.
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Perumusan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,
moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara
meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana
tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan laipfyang ada kaitannya

dengan keuangan negara. Pada bab ini akan membahag pengelolaan keuangan

negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ( erintah daerah

(APBD)

A. Anggaran Pendapatan dan Belanj

realisasi yang juga ditetapkan dengan undang-undang.

Pada tingkat nasional manajemen anggaran tercermin dalam kebijakan fiskal
dan APBN dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya APBN adalah keseluruhan
anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah selama satu tahun untuk dapat

mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan. Kebijakan
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fiskal dan APBN juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah di bidang
perekonomian dalam rangka mencapai target-target makro yang hendak dicapai

oleh pemerintah.

2. Fungsi APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus memenuhi fungsi alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

1) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi pada dasarnya adalah menggunakan $berbagai sumber
pendapatan untuk menyediakan pelayanan publik. PBN diuraikan
sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pend
pemerintah berasal dari pajak. Pendapatan dari pajak ialokasikan ke berbagai

sektor pembangunan.

2)  Fungsi Distribusi

Pendapatan negara dari paj

berfungsi untuk afaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan lain-lain.
Perckonomian yang stabil adalah prasyarat dapat berjalannya berbagai aktifitas

masyarakat.
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3. Tujuan Penyusunan APBN

Tujuan Penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan
pembelanjaan Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan
produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kemakmuran masyarakat. APBN merupakan wujud tahunan dari rencana
jangka menengah dan jangka panjang negara (RPJM dan RPJP) negara, dan APBN
adalah produk hukum berupa undang-undang yang harus dipatuhi oleh segenap

lembaga negara.

4. Asumsi Penyusunan APBN

Dalam penyusunan APBN, indikator-indi ekonom akro yang

digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhafiekonomi, tingkat inflasi,
suku bunga Surat Perbendaharaan Negara ( nilaf tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat, harga minya

Price/ICP), dan lifting minyak.

ntah Yadonesia (/ndonesia Crude Oil

Indikator-indikator ter: umsi dasar yang menjadi acuan

penghitungan besaran-besaraf\pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.
Apabila realisasi vaflabel-variabgl tefsebut berbeda dengan asumsinya, maka
besaran-besaran _pendap belghja dan pembiayaan dalam APBN juga akan
u, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi
makro merupaka isiko yang akan memengaruhi APBN.

Mengingat “pesdnan pemerintah yang cukup besar sebagai regulator
perekonomian, kebijakan fiskal pemerintah pada gilirannya juga akan
mempengaruhi besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro. Dengan demikian,
besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai langkah
awal untuk menghitung besaran APBN sudah mempertimbangkan rencana

kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah. Lembaga yang bertanggung jawab
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menyusun rerangka ekonomi makro adalah Badan Kebijakan Fiskal (BKF),
Kementerian Keuangan. Rerangka ekonomi makro ini sebaiknya memiliki
kredibilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan oleh para investor dalam
memperkirakan kondisi perekonomian ke depan. Indikator ekonomi makro yang
digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat mengalami
perubahan sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai
perkembangan kondisi perekonomian dunia terkini. Indikator-indikator tersebut

merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi ac bagi perhitungan

besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APB meliputi:
1)  Pertumbuhan Ekonomi

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi i owth) adalah
perkembangan kegiatan dalam perekonomia nyeBabkan barang dan jasa
yang diproduksi dalam masyarakat b emakmuran masyarakat
meningkat. Produksi tersebut diukur dar stik Bruto (PDB) atau Gross

Domestic Product (GDP) yang ghitu ihpasar dari seluruh barang dan jasa

2) Inflasi

Pengertian adalah kecenderungan naiknya tingkat harga sekelompok
barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus selama periode waktu
tertentu. Nilai inflasi dihitung berdasarkan kenaikan harga sekelompok barang dan
jasa di 66 kota. Sekelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung
konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Inflasi digunakan

sebagai salah satu asumsi dasar makro ekonomi karena inflasi mempengaruhi postur
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RAPBN/RAPBN-P, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja.
Karakteristik inflasi dapat digambarkan melalui penjelasan mengenai sebab

terjadinya inflasi.

3) Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar (kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar
mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata

uang masing-masing negara atau wilayah. Pengertian lain nilai t

antara harga dari mata uang domestik dengan

internasional/negara lain. Valuta asing (foreign exc

informasi, suku bunga SPN diperkirakan lebih rendah dari suku bunga SBI,

sehingga hal ini akan meringankan beban APBN.
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5) Harga Minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)

ICP atau harga minyak mentah Indonesia merupakan basis harga minyak
mentah yang digunakan dalam APBN. (penerimaan PNBP Migas, PPh Migas, dan
Subsidi BBM), ICP ini juga merupakan harga patokan minyak mentah Indonesia
yang digunakan sebagai dasar monetisasi minyak Indonesia. ICP adalah harga rata-
rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator
perhitungan bagi hasil minyak. (biasanya memakai standar harga Mid Oil Platts
Singapore (MOPS) atau biasa disebut Singapore Platts yang ditétapkan setiap bulan

dan dievaluasi setiap semester.

6) Lifting Minyak Bumi Indonesia
Pengertian lifting minyak bumi antara lain ada jumlah minyak mentah

dan atau gas bumi yang dijual atau dibagi di an fCustody transfer point

Ktur APBN

Format da gtur APBN Indonesia mengalami perubahan yang sangat
fundamental sejak” tahun 2000. APBN dipresentasikan dengan format yang
mengikuti standar Government Finance Statistics (GFS). Konsep yang
dikembangkan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund,
IMF) dan dipublikasikan di dalam GFS Manual 1986 ini. Penyusunan format APBN

2000 dengan standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya
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pembaharuan dan penyesuaian kebijakan fiskal (fiscal adjustment and reform

program) agar sesuai dengan praktik di negara-negara maju lainnya. Dengan format

baru tersebut APBN Indonesia menjadi sama dengan negara-negara lain sehingga

dapat dibandingkan dengan negara-negara lain secara konsisten dan setara.
Komponen utama APBN terdiri atas:

a.  Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,

dan hibah;

b. Belanja negara merupakan kewajiban pemerint diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih yang digunaka nggaraan tugas
pemerintahan pusat dan pelaksanaan pe
pemerintah pusat dan daerah. Belanj
fungsi, dan jenis belanja;
c. Keseimbangan primer adalah pe dikurangi dengan belanja

negara, namun dari kompo, tersebut komponen pembayaran

negara,

e. Pembiaya

pembiaya
kembali dart

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan

karakteristiknya adalah tidak merubah posisi kekayaan bersih pemerintah.

6. Siklus APBN
Secara garis tahapan penyusunan APBN dalam proses perencanaan dan

penyusunan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Tahap pendahuluan

Sebagai tahap awal, Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan
menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan
ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk setiap
program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L. Sementara itu, pemerintah
menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rerangka ekonomi makro tahun
anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan Mei tahun berjalan.

Berdasarkan rerangka ekonomi makro dan pokok-pokok# kebijakan fiskal,

pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umym danfprioritas anggaran
dilaksanakan tahun berikutnya. Dalam proses itu ilkan angKa-angka pagu

sementara (masih akan berubah sesuai dengan hasil

Setelah menerima keputusan men i entara melalui Surat Edaran
Menteri Keuangan, K/L men ja Anggaran (RKA-KL) dengan

berpedoman pada rencana kérj P) dan menggunakan pendekatan:

dan sasaran pendap@fan K/L yang bersangkutan. Rencana kerja dan anggaran yang
disusun K/L disampaikan ke DPR untuk dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan
Rancangan APBN. Dalam periode tersebut, K/L bersama dengan komisi mitra kerja
terkait (Komisi I s.d XI) di DPR membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran
masing-masing K/L yang bersangkutan. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan

ke Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada
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bulan Juli. Kementerian Negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara
RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP. Sementara Kementerian
Keuangan akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama
DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan
maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah
ditetapkan. Hasil pembahasan RKA-KL tersebut dijadikan sebagai bahan
penyusunan RUU APBN.

b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
Tahapan dimulai dengan pidato presiden penga PBN dan Nota
Keuangan selambat-lambatnya Agustus. Selanjutn Ppembahasan

antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggar R, yang pengambil

ara Umum Negara selambat-lambatnya minggu

soa dapat disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-
tersebut merupakafn dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi pengeluaran

untuk masing-masing kegiatan pada K/L yang dirinci ke dalam belanja pegawali,

barang, modal, dan bantuan sosial.
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c¢. Tahap pengawasan APBN

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas
fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Enam bulan setelah tahun
anggaran berakhir, pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan pemerintah pusat yang
telah diperiksa oleh BPK. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUUU LKPP disetujui
oleh BPK, maka RUU LKPP tersebut diajukan ke DPR guna mefidapat pengesahan

oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negar tahun anggaran

berkenaan.

7. Revisi APBN
Beberapa faktor yang menyebabkafidiperlukannya revisi APBN yaitu:
a.  Adanya perubahan asumsi dasar pe BN yang terjadi selama tahun

anggaran berjalan,

digunakannya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

8. Peran Administratur
Administratur harus memahami terkait APBN pada setiap tahun anggaran,

memahami arah kebijakan pemerintah, kondisi keuangan negara secara makro,
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sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai pemerintah dan merumuskan
peran organisasi yang dipimpinnya dengan tujuan nasional sesuai dengan APBN

tahun tersebut.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Pengertian APBD
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui olehgDewan Perwakilan

Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahin anggaran APBD

meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sa gan tanggal 31
Desember.

APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, (Pendap sli Daerah (PAD),

Otonomi Khusus, B

dan Pendapatan

daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian

tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan
yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Fungsi APBD

beberapa fungsi ant
a. Fungsi Otggrisa

bagi manajd didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan — Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman
untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan

pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
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d. Fungsi Alokasi— Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat
menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta
pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas
perekonomian.

e.  Fungsi Distribusi — Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa
keadilan dan juga kepatutan.

f.  Fungsi Stabilisasi — Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat
memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundaméntal perekonomian

suatu daerah.

C. Komponen APBD

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Undang-Undang Nomor 2 ntahg Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah adalah pendap iperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah i €raturan perundang-undangan.

ketergantungan teri@ap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi
keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Sumber-sumber PAD berasal dari:
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Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak dderah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya
maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk jib pajak dalam
membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi a
bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas

Pajak Daerah dikelola oleh
kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yangSdikelolahya, pun berbeda seperti yang
ditunjukkan pada tabel 4.1.

nis Pajak Daerah

Pajak Daerah yang Dikelola
Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2)
c. Pajak Alat Berat (PAB) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah
d. Pajak atas Penggunaan Bahan dan Bangunan (BPHTB)
Bakar Kendaraan Bermotor c. Pajak Barang dan Jasa
(PBBKB) Tertentu (PBJT)
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e. Pajak Air Permukaan (PAP) d. Pajak Reklame

f.  Pajak Rokok e. Pajak Air Tanah
g.  Opsen Pajak Mineral Bukan f.  Pajak Mineral Bukan Logam
Logam dan Batuan (MBLB) dan Batuan (MBLB)

g. Pajak Sarang Burung Walet

h. Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

enta eénambahkan jenis pajak

daerah berupa opsen pajak. Opsen p eru tambahan pajak menurut

persentase tertentu untuk ke ah. Keberadaan opsen pajak
diharapkan mampu mend an yang minim sehingga bergantung

pada dana transfer.

Retribusi Daerak

daerah untuk kep@@gisgan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah,
pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa
ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas
pungutannya.

Jenis retribusi daerah terdiri atas:
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Tabel 4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi

Jasa Umum

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi
Perizinan

Tertentu

Pelayanan
kesehatan
Pelayanan
kebersihan
Pelayanan
parkir di tepi
jalan umum
Pelayanan
pasar
Pengendalian

lalu lintas

Penyediaan tempat kegiatan
usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat

kegiatan usaha lainnya

hewan ternak

Pelayanan jasa kepelabuhanan
Pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga
Pelayanan penyebrangan

orang atau barang dengan

a. Persetujuan

bangunan

gedung

Penggunaan

Pengelolaan
pertambangan

rakyat
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menggunakan kendaraan di
air

i.  Penjualan hasil produksi
usaha pemerintah daerah

j- Pemanfaatan aset daerah yang
tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD atau optimalisasi
aset daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan

Hasil pengelolaan kekayaan daera ¢ dipigahkan merupakan penerimaan

daerah atas hasil penyertaan m Usaha Milik Daerah (BUMD)

diluar paja 1l pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

terdiri dari:

a.  Hasil penjudlanBarang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.
b.  Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
c.  Hasil kerjasama daerah.
d. Jasa giro.
Hasil pengelolaan dana bergulir.
f.  Pendapatan bunga.
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g.  Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah.

h.  Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar
menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa.

i.  Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.

j.  Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

k.  Pendapatan denda pajak daerah.

l.  Pendapatan denda retribusi daerah.

m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

n.  Pendapatan dari pengembalian.

0. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daera UD).

p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturafperundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan p an yang berasal dari APBN atau

APBD antar daerah yang m

transfer ke da€ah. Pend@patan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN

dan berasal dari ARBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana
perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan,

dan Dana Desa:
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Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun
dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden tentang
rincian APBN. Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yangialokasikan dalam

APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenahgan daerah guna

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaap desen i. Dana transfer

umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan
APBN vyang dialokasikan kepada daer ersentase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rang desentralisasi. DBH berasal

dari pajak dan pengelolaan sumber daya

sus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah dcng juan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang

diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
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memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di

bidang tata kelola keuangan daerah.

Dana Otonomi Khusus
Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana

otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN ¥ang dialokasikan

untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakas belanja er pada bagian

transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan ada Dacrah Istimewa

Yogyakarta.

Dana Desa

undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:
a. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang

berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan
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usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Darurat
Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan

c¢. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentu
Pendapatan lainnya yang diterima oleh dae

peraturan perundang-undangan. (MT)

D. Belanja Daerah
Terbitnya Peraturan Pemerintah N un 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dijabarka atdran Menteri Dalam Negeri Nomor
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
pada penyusunan APBD yang mulai
aran 2021.
pakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengut ilaifkekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Tujuan belanja da adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari:
1)  Urusan Pemerintahan Wajib
Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat 2

(dua) jenis urusan wajib pemerintahan daerah yaitu yang berkaitan dengan
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pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan
ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga

berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; kopepd$i, usaha kecil dan

menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian;

kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan.

2)  Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merup

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai
diimplementasikan pada tahun anggaran 2021.
Perubahan tersebut terletak pada komposisi belanja daerah yang disesuaikan

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
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Nomor 71 Tahun 2010. Sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan

mapping terhadap komposisi belanja daerah yang dapat dilihat perbedaannya pada

tabel berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Komposisi Belanja Daerah

PMDN Nomor 13 Tahun 2006

PMDN Nomor 77 Tahun 2020

A. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

N kWb

B. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawa

A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai

Belanja Baran dan Jasa

njd Bantuan Sosial

elanja Modal

Belanja Transfer

2. Belanja . i .
1. Belanja Bagi Hasil
3. Belanja M )
2. Belanja Bantuan Keuangan
D. Belanja Tidak Terduga
Belanja daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah meliputi:
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Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,pimpinan/anggota DPRD, dan
pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tambahan penghasilan tersebut

diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat beutfigas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbanganobjektif lainnya.

Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk anggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kuran as) bulan, termasuk

Belanja Bunga

Belanja bunga

swasta yang bertt

dihasilkan.

untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang

Belanja Hibah
Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,

BUMD, BUMN atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang
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berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah bersifat spesifik yang telah ditetapkan
peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata.
Penganggaran belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerint wajib dan urusan

pemerintahan pilihan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menga an pemberian bantuan
berupa uang/atau barang kepada individu, poK dan masyarakat yang
sifatnya tidak terus menerus dan selekti j i nnya bantuan sosial yaitu
untuk melindungi penerima bantuan soi i k€émungkinan terjadinya resiko

sosial. Penganggaran belanj

Belanja Mod,

Beladj@modal diginakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pes aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus
memenuhi kriteria #ntara lain: (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
(b). digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (c) memenuhi batas
minimlah kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau

bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
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aset sampai aset siap digunakan. Aset yang dianggarkan dalam belanja modal

meliputi:

a. Belanja tanah.

b. Belanja peralatan dan mesin.

c.  Belanja bangunan dan gedung.

d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan.
e. Belanja aset tetap lainnya.

f.  Belanja aset lainnya.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk mengan@@arkan dana hasil yang

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kab kota atau pendapatan

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangapgdiberi daerah lain dalam rangka kerja

Bantuan keuafigan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya atau daerah

provinsi lainnya.

e. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
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Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD

dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat dimaksud meliputi :

a. Bencana alam. Bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa.

b.  Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 4egiatan pelayanan
publik.

d. Sedangkan keperluan mendesak meliputi:
e. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayan

anggarannya belum tersedia dalam tah

g. Pengeluaran daerah yang berada i pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebel peraturan perundang-undangan.

Pemeria iki kewajiban untuk menganggarkan belanja daerah

nmemenuhi mandatory spending yang ditetapkan dalam

peraturan perund@agsindangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah

ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yang meliputi:

a.  Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD
1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).
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tentang sistem pg

Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sesuai amanat
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi
dana alokasi khusus sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa.

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling

rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi ha§il dan/atau transfer

kepada daerah atau desa sesuai dengan amanat UU hun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peme n Daerah Pasal

147.

Daerah wajib mengalokasikan belanja i Juar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui transfe ing”tinggi 30% dari total
belanja APBD sesuai dengan aman .Y\ Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerint; intahan Daerah Pasal 146.

Tahap proses

Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah

menetapkan uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah

dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal

tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang

dituangkan dalam Renstra dengan acuan rerangka pagu indikatif.
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RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 pasal 19
ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setaip
tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP
dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses
perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, sampai dengan RKP Daerah sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 2005 berada di BAPPEDA.

Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerjd Anggaran (RKA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RKA disusup dengan menggunakan

dan kegiatan yang direncanakan dan

pelaksanaan program dan kegi

2.2. Proyeksi kelstifiiha belanja untuk mendanai kegiatan tersebut pada
kutnya, supaya dilakukan dengan cermat dan
mempertimbargha sediaan dana.

Pendekatan pghganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan

mengkaitkan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan

hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
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keluaran tersebut dengan didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target
kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan
minimal.
Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD
a.  Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja pegawai
dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

b. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKRKD (dalam hal ini Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset),menca clanja pegawai

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pengh lainnya ¥Jang diberikan

kepada PNS, yang ditetapkan sesuai d

bantuan untuk partai politik, belanj i belanja bantuan keuangan, dan

belanja tidak terduga.

Dalam giS

menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dalam ASB
mencakup kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

RKA SKPD, memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-

masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang
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direncanakan dirinci sampai dengan rincian-rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga
memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya,
prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pada akhirnya pelaksanaan dipertanggungjawabkan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPA SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunadhggaran. Dokumen

ini juga merinci sasaran yang hendak dicapai, program, , anggaran yang

disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rengana pe dana tiap-tiap

SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Teknis Perubahan APBD
Perubahan APBD merupakan pefigesuaiaifterhadap capaian target kinerja
dan/atau prakiraan/rencana keuangan ta emgrintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh p

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD,
mencakup:
a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan fiskal daerah.

b) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.

93



d)

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja
daerah.

Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan
perubahan APBD.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar program, antar kegitan dan antar jenis belanja.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tah

digunakan dalam tahun anggaran berkenaan, antara lain unfuk:

2)

sebelumnya harus

pemerintah;

Mendanai kegiatan lagjutan;

ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran

ang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir

Keadaan darurat.
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Rangkuman

Definisi dan Fungsi:

Komponen Utama:

APBN: Rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup

penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Fungsinya meliputi

alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD: Rencana keuangan tahunan pemeri yang mencakup
pendapatan, belanja, dan pembiayaan d
untuk melaksanakan tugas pemerintaha h dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di d

APBN: Pendapatan

APBD: Melibatkan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan di

DPRD, penetapan dalam Peraturan Daerah, dan pengawasan oleh BPKP

dan Inspektorat Daerah.

95



Latihan Soal

APBN adalah...

a.

Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber

penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

penerimaan negara serta pendapatan lainn
Suatu daftar sistematis yang me
penerimaan negara serta pen,
Suatu daftar sistematis yang
penerimaan negara, nya yang dikhususkan untuk

lama periode tertentu.

-undangan, salah satu undang-undang yang

h...

UU No. 11 Tahun 2020
UU No. 20 Tahun 2020
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Tujuan penyususunan APBN adalah...

a.

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan
pembangunan nasional.
Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan
pembangunan nasional.

Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan peageluaran keuangan

pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan fdikementrian dan

lembaga-lembaga negara demi tercapainya pembangunan
nasional.
Sebagai acuan atau pedoman peperimaantda geluaran keuangan

pemerintah daerah masing-pasi mélaksanakan kegiatan-

tahun yang bersangkutan.

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
dua tahun yang bersangkutan.

APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada

tahun yang bersangkutan.
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e.  APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun

yang bersangkutan.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN
yang dimaksud adalah...
a.  Fungsi Otoritas
b.  Fungsi Perencanaan
Fungsi Alokasi
d.  Fungsi Distribusi

e. Fungsi Pengawasan

Menciptakan efesiensi perekonomian dengan s daya teralokasi secara
optimal merupakan perwujudan dari

a.  Fungsi Otoritas

b.  Fungsi Perencanaan

c.  Fungsi Alokasi
d.  Fungsi Distribu

e.  Fungsi Pengawasan

b.  Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN.
Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.
d.  DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak.
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10.

e. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada

pemerintah yang dilaksanakan.

8. Landasan hukum dibuatnya APBN, yaitu...
a.  UUD 1945 Pasal 23
b. UUD 1945 Pasal 28
c. UUD 1945 Pasal 29

d. UUD 1945 Pasal 30
e. UUD 1945 Pasal33

Lembaga Negara yang bertugas memberikan ukan dan p@imbangan

kepada DPR dalam membahas RAPBN yang dig

pemerintah yaitu...

a. DPRD
b. MPR
c. DPD
d MA

aran pembagian anggaran negara untuk setiap

nan. Hal tersebut menunjukkan salah satu

c.  Distribusi

d. Stabilisasi

e. Evaluasi
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11.

12.

13.

14.

15.

Pihak yang membuat APBD di tingkat daerah adalah...
a.  Gubernur

b.  Walikota atau Bupati

c. Presiden

d. Menteri Keuangan

Sumber pembiayaan APBD di antaranya yaitu...
Pajak, bunga pinjaman, dan hibah

a
b. Pajak, bunga pinjaman, dan subsidi

°©

Pajak, bunga pinjaman, dan transfer dari AP

o

Pajak, bunga pinjaman, dan keuntungan

Apa yang menjadi sumber pembiaya

Jika terjadi defisit anggaran, maka yang dilakukan pemerintah adalah...
a.  Meningkatkan pajak
b. Memotong anggaran belanja negara

c.  Meningkatkan jumlah subsidi bagi rakyat
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16.

17.

d.  Menjual aset pemerintah ke swasta

Apa yang dimaksud dengan belanja modal?
a.  Belanja untuk memperoleh aset tetap
b. Belanja untuk membayar gaji pegawai
c.  Belanja untuk subsidi kepada rakyat

d.  Belanja untuk memperoleh barang dan jasa

Apa yang dilakukan pemerintah jika terjadi surplus anggaran?
a.  Mengalokasikan lebih banyak dana untuk prg osial
b. Menambah subsidi bagi rakyat

c.  Menurunkan jumlah pajak

o

Menambah dana bagi program P, una

Jelaskan perbedgan antara\fungs

APBN!

lokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam

Apa yangfdim eseimbangan primer dalam APBN dan mengapa

Jelaskan p apan penyusunan APBN dari tahap pendahuluan hingga
penetapan!
Apa saja komponen utama dalam APBD dan bagaimana peran PAD dalam

APBD?
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5

TEKNIK AKUNTANSH
SEKTOR

Tujuan dan Capaian Pembelaj

Tujuan Pembelajaran

<  Mengenali tafigafigan dan solusi dalam implementasi akuntansi sektor publik.

Capaian Pembelajaran

«  Mahasiswa mengenal prinsip-prinsip dasar dalam Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP).
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Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan
efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan sektor publik.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengusulkan solusi atas tantangan
dalam implementasi akuntansi sektor publik.

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan regulasi
dan standar akuntansi yang berlaku di sektor publik.

Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya
pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan déilam pengelolaan

keuangan sektor publik.
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A. Pengantar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang akuntansi yang khusus mengelola

dan melaporkan keuangan entitas publik, seperti pemerintah dan lembaga nirlaba

yang menggunakan dana publik. Berikut adalah poin-poin utama yang mencakup

pengantar akuntansi sektor publik:

1.

Definisi Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi sektor publik adalah sistem
pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan entitas yang menggunakan

sumber daya yang berasal dari masyarakat, termasuk jpfijak, retribusi, dan
hibah.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik:
0  Transparansi: Memberikan informasi ya dan mudah dipahami
tentang pengelolaan keuangan e epatla masyarakat.

0  Akuntabilitas: penggunaan dana  publik

Rua \kuntansi Sektor Publik:

erintahan pusat dan daerah, lembaga nirlaba yang
menggunakan dana publik, seperti rumah sakit umum, sekolah negeri,
dan badan-badan pemerintah lainnya.

0  Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan non-keuangan yang

berhubungan dengan dana publik dicatat dan dilaporkan dengan benar.
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4. Perbedaan dengan Akuntansi Sektor Swasta:

0 Tujuan Utama: Sektor publik bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta bertujuan untuk
mencapai keuntungan.

0  Sumber Dana: Sektor publik mendapatkan dana dari pajak dan hibah,
sedangkan sektor swasta dari penjualan produk atau layanan.

0  Standar Akuntansi: Sektor publik mengikuti standar akuntansi sektor
publik yang umumnya berbeda dengan standar g digunakan oleh

sektor swasta.

5. Tantangan dalam Akuntansi Sektor Publik:
0  Kompleksitas pengelolaan berbagai sumbe ang berasal dari pajak

dan hibah.
0 Memastikan akuntabilitas an transparansi dalam
penggunaan dana publik.

yanig dapat dipahami dan dapat

entitas publik. ilefit adalah poin-poin materi terkait regulasi dan standar
akuntansi sektor publik:
1. Regulasi Akuntansi Sektor Publik:
0  Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang:
=  Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang

yang mengatur pelaporan keuangan entitas publik, seperti Undang-
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Undang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

0  Pedoman Teknis dari Badan Pengawas Keuangan:
= Badan Pengawas Keuangan, seperti BPK di Indonesia,
mengeluarkan pedoman teknis yang harus diikuti oleh entitas

publik dalam menyusun laporan keuangan.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):
0  Prinsip-Prinsip Dasar SAP:
. Standar Akuntansi Pemerintahan (S
digunakan oleh entitas pemerinta

keuangan. Prinsip dasar S

(o]

entitas pemerintah, termasuk

3. Standar Akuntansi Internasional untuk Sektor Publik (IPSAS):
0  Pengenalan IPSAS:
= [PSAS (International Publik Sector Accounting Standards) adalah

standar akuntansi internasional yang dirancang untuk entitas sektor
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publik. IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan sektor publik secara global.

0  Adopsi IPSAS:
=  Banyak negara mengadopsi atau menyesuaikan IPSAS untuk
disesuaikan dengan kondisi lokal mereka. Adopsi ini membantu
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

sektor publik.

0  Prinsip-Prinsip IPSAS:
= [PSAS didasarkan pada prinsip akr
keuangan pada saat terjadinya, b

dibayarkan.

4. Standar Akuntansi Indonesia (S
0  Konvergensi dengan IFRS:
(SAT) untuk sektor publik mengadopsi

terdapat dalam International Financial

5. Pelaporan Keuangan dan Pengawasan:
0  Transparansi dalam Pelaporan Keuangan:
= Regulasi dan standar akuntansi menekankan pentingnya

transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa
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informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh semua

pemangku kepentingan.

0  Akuntabilitas Publik:
= Akuntabilitas adalah kunci dalam sektor publik, dan regulasi serta
standar akuntansi membantu memastikan bahwa entitas publik

bertanggung jawab atas penggunaan dana publik.

6. Implementasi dan Tantangan:
0  Penerapan Standar:
=  Implementasi standar akuntansi
komitmen dari semua pihak terkait,

dan entitas publik itu sendiri

0  Tantangan dalam Implement

=  Beberapa tantangan ya in dihadapi dalam penerapan

?emerintahan (SAP) merupakan sistem yang digunakan
untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi
keuangan secara dkurat dan transparan. Berikut adalah poin-poin utama terkait

dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
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1. Definisi dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan:

0  Definisi:

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rerangka kerja yang
digunakan oleh entitas pemerintahan untuk mengelola transaksi

keuangan, mulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan.

0  Tujuan:

2.

0  Sistem Pencatatan:

Komponen Sistem Akuntansi Pe

Menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan untuk
pengambilan keputusan.
Meningkatkan transparansi dan akuntabj

publik.

clolaan keuangan
Memastikan kepatuhan terhadap re i dan standar akuntansi

yang berlaku.

ayfsun  laporan keuangan yang menggambarkan posisi
ketangan, kinerja, dan arus kas entitas pemerintah.

Laporan ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan

keuangan.
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0 Sistem Pengendalian Internal:

Prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan
transaksi dan memastikan keandalan informasi keuangan.
Mencegah kecurangan, kesalahan, dan memastikan kepatuhan

terhadap peraturan.

3. Jenis-Jenis Sistem Akuntansi Pemerintahan:

0 Sistem Berbasis Kas:

0 Sistem Berbasis Akrual:

4.

Pencatatan transaksi dilakukan pada saat
dibayarkan.
Mudah diterapkan tetapi kurang

yang sebenarnya.

Pencatatan transaksi a saat terjadinya, tanpa

0 Keandalan:

Informasi harus dapat diandalkan, bebas dari kesalahan material,

dan dapat diverifikasi.
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5.

6.

(o]

(o]

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

(0]

(0]

Komparabilitas:
=  Informasi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

atau dengan entitas lain.

Dapat Dipahami:
=  Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh

pengguna.

Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi:
=  Mengacu pada peraturan dan stand ng ditetapkan
oleh otoritas terkait, seperti Standar nsi Pemerintahan (SAP)

di Indonesia.

Adopsi IPSAS:
=  Beberapa negara me ternational Publik Sector

Accounting untuk meningkatkan kualitas

=  Penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan.

Jenis Laporan Keuangan:
=  Laporan Realisasi Anggaran

. Neraca
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=  Laporan Operasional
=  Laporan Perubahan Ekuitas

=  (Catatan atas Laporan Keuangan

7. Teknologi dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan:
0  Sistem Informasi Keuangan:
=  Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan
akurasi dalam pengelolaan data keuangan.
=  Mendukung proses pencatatan, pengolahany dan pelaporan

transaksi keuangan.

0 Integrasi dengan Sistem Lain:
=  Integrasi dengan sistem a, seperti sistem
perencanaan dan penga mastikan aliran informasi

yang konsisten dan ak

8.

=  Pergembangan kapasitas dan pelatihan bagi staf akuntansi.
=  Peningkatan investasi dalam teknologi informasi.
=  Penyesuaian regulasi dan standar untuk mendukung implementasi

yang efektif.
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D. Laporan Keuangan Pemerintah

1.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik:

Laporan keuangan sektor publik menyajikan informasi mengenai kinerja

keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas pemerintah. Berikut adalah jenis-

jenis utama laporan keuangan sektor publik:

a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
0  Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapk;

0  Mengidentifikasi selisih antara anggaran dan realisasifiya (varian).

Neraca:
0 Menyajikan informasi tentang aset, ke , dan ekuitas entitas
pemerintah pada akhir periode

0  Memberikan gambaran posi

Laporan Operasional (LO);

n dalam ekuitas selama periode pelaporan,

lus atau defisit operasional dan transaksi lain yang

Laporan Arus Kas (LAK):
0  Menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar selama periode
pelaporan, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

dan pendanaan.
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f.  Catatan atas Laporan Keuangan (CALK):
0  Memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi yang relevan
untuk memahami laporan keuangan lainnya.
0  Menyajikan kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan atas

pos-pos laporan keuangan.

2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan perbandingan antara anggaran

yang telah ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja pé@merintah. Berikut
adalah langkah-langkah penyusunannya:
a.  Pengumpulan Data:

(o]

Pengelompoka@n dan Pengikhtisaran:
0  Mengelompokkan data pendapatan dan belanja sesuai dengan kategori

anggaran yang telah ditetapkan.
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Penyusunan Laporan:
0  Menyusun LRA dengan format yang menunjukkan anggaran, realisasi,

dan varian untuk setiap pos pendapatan dan belanja.

Penyusunan Neraca Pemerintah:

Neraca Pemerintah menyajikan posisi keuangan entitas pemerintah pada akhir

periode pelaporan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:

Pengumpulan Data Aset dan Kewajiban:

0  Mengumpulkan data mengenai semua aset (berdpa kas, piutang,

persediaan, investasi, dan aset tetap) dan ke pa utang, biaya

yang masih harus dibayar, dan kewajiban

Penilaian dan Pengakuan:
0  Menilai aset dan kewajiban Jderdas i wajar atau nilai historis
sesuai dengan kebijakan aku

0  Mengakui aset dan

kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Arus Kas:

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar

selama periode pelaporan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya:
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a.  Pengumpulan Data Kas:
0  Mengumpulkan data mengenai semua transaksi kas masuk dan keluar

dari berbagai aktivitas (operasi, investasi, dan pendanaan).

b. Klasifikasi Arus Kas:
0  Mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi,

dan pendanaan.

c.  Penghitungan Arus Kas Bersih:
0  Menghitung arus kas bersih dari setiap kategori aktiyitas (operasional,

investasi, dan pendanaan).

d.  Penyusunan Laporan:

0  Menyusun Laporan Arus Kas de

b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi:
0  Menyusun dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan.
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c.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan:
0  Menyusun penjelasan rinci untuk setiap pos laporan keuangan, termasuk

metode penilaian, dasar pengakuan, dan estimasi yang digunakan.

d.  Penyusunan Catatan:
0  Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dengan format yang jelas dan
rinci, mencakup semua informasi tambahan yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

E. Basis Akuntansi di Sektor Publik

Basis akuntansi yang digunakan di sektor publié menentuka an transaksi

keuangan diakui dan dicatat dalam laporan keuangah. dua basis utama yang
digunakan: basis akuntansi kas dan basis a
pemerintah saat ini sedang bertransisi ddi basi sis akrual.
1. Basis Akuntansi Kas

Basis akuntansi kas ada i mafa transaksi keuangan diakui dan

e  Sederhana@Basis Kas lebih mudah diterapkan dan dipahami.

>

e  Kurang Akuraf’ Tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya karena

tidak mencatat aset dan kewajiban yang belum direalisasi.

Keuntungan:
e  Sederhana dan mudah diterapkan: Memerlukan lebih sedikit sumber daya dan

keahlian teknis.
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Transparansi: Menggambarkan aliran kas aktual, yang berguna untuk

mengelola likuiditas.

Kekurangan:

Karakteristik Utama:

Keuntungar

Kurang Akurat: Tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum
diselesaikan.
Tidak Komprehensif: Tidak memberikan gambaran lengkap tentang aset dan

kewajiban.

Basis Akuntansi Akrual

Pendapatan: Diakui saat hak untu
Belanja: Diakui saat kewajiban unt ayar timbul.

Komprehensif: Mencatat se ewdjiban, pendapatan, dan beban.

Relevansi: MemberikanYgambakan ,yang lebih akurat dan relevan tentang

posisi keuang kinerja.

Transparansi¥ Mencatat semua aset dan kewajiban, memberikan gambaran

lengkap tentang keuangan.

Kekurangan:

Kompleksitas: Memerlukan sumber daya dan keahlian teknis yang lebih
tinggi.
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e  Biaya Implementasi: Biaya lebih tinggi dalam penerapan dan pemeliharaan.

3. Transisi dari Basis Kas ke Basis Akrual

Transisi dari basis kas ke basis akrual adalah proses yang kompleks dan
memerlukan perencanaan yang matang. Banyak pemerintah di seluruh dunia sedang
atau telah melakukan transisi ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi.

Langkah-Langkah Transisi:

a.  Perencanaan dan Persiapan:
0  Analisis Kebutuhan: Menilai kebutuhan dah manfaat
0 Pengembangan Rencana: Membuat ren

langkah-langkah, jadwal, dan su

kepentingan.

d. Implementasi Bertahap:
0  Tahap Uji Coba: Memulai dengan pilot project atau uji coba di beberapa

unit kerja.
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0  Evaluasi dan Penyesuaian: Mengevaluasi hasil uji coba dan membuat

penyesuaian yang diperlukan.

e. Penerapan Penuh:
0 Implementasi Penuh: Menerapkan basis akrual secara penuh di seluruh
entitas pemerintah.
0  Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala

untuk memastikan kelancaran transisi dan kepatuhap terhadap standar

akuntansi.

Tantangan dalam Transisi:
e  Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya man
e  Kompleksitas Teknis: Memerlukan

prinsip akrual.
e  Resistensi Perubahan: Penolakan a

basis kas.

Manfaat Transisi:

Memungkinkan kepatuhan dengan standar
internasional, seperti IPSAS.

Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah mencakup perencanaan,

pengalokasian, dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah
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untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah poin-poin

penting mengenai anggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah:

1.

Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan tahunan yang mencerminkan

kebijakan fiskal dan prioritas program pemerintah.

Proses Penyusunan Anggaran:

a.

Perencanaan:

0  Identifikasi Prioritas: Mengidentifikasi kebutuhan daf prioritas program
serta proyek pemerintah.

0  Estimasi Pendapatan: Memproyeksikan
selama periode anggaran.

0  Estimasi Belanja: Merencanak

proyek berdasarkan prioritas

Penyusunan:
o] : rahcangan anggaran yang mencakup
0 Pembah pembahasan dengan berbagai pemangku

eroleh masukan dan persetujuan.

badan legislatif untuk disetujui.
0  Persetujuan Anggaran: Mendapatkan persetujuan dari badan legislatif

untuk diimplementasikan.
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a.

b.

Implementasi:

0  Penggunaan Anggaran: Menggunakan anggaran sesuai dengan rencana
yang telah disetujui.

0 Pengawasan dan Pengendalian: Melakukan pengawasan dan
pengendalian untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan

efisien.

Pelaporan dan Evaluasi:

0  Pelaporan Realisasi: Melaporkan realisasi anggaran sgcara berkala.

0  Evaluasi: Mengevaluasi kinerja anggaran baikan di masa

mendatang.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah

0 Kebijakan Pajak: Menetapkan kebijakan perpajakan  untuk

mengoptimalkan pendapatan.
0  Manajemen Penerimaan: Mengelola penerimaan dari berbagai sumber,

termasuk pajak, retribusi, dan hibah.
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Pengelolaan Belanja:

0  Alokasi Belanja: Mengalokasikan dana untuk program dan proyek sesuai
dengan prioritas.

0  Kontrol Belanja: Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap belanja

untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan.

Pengelolaan Utang:
0  Strategi Pembiayaan: Menyusun strategi pembiayaap untuk mengelola

utang pemerintah.

0 Manajemen Utang: Mengelola utang deng ng efektif untuk

memastikan keberlanjutan fiskal.

Pelaporan Keuangan:

0  Laporan Keuangan: Menyusu anf yang akurat dan tepat

waktu.

0  Transparansi: Menyajikan lap@ra ngan dengan transparan untuk

o] i lian Intgrnal: Menerapkan sistem pengendalian internal

set dan memastikan keakuratan laporan keuangan.

0 Melakukan audit internal untuk memeriksa kepatuhan
pengelolaan keuangan.
0 Audit sternal: Melibatkan auditor eksternal untuk memastikan

keandalan laporan keuangan.
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Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Transparansi dan Akuntabilitas:

0 Menjamin bahwa semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan
dengan benar.

0  Meningkatkan  transparansi untuk  mencegah  korupsi  dan

penyalahgunaan dana.

Efisiensi dan Efektivitas:

0  Menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien untuk
mencapai hasil yang diinginkan.

0  Mengukur kinerja untuk memastikan efe proyek.

Kepatuhan Terhadap Regulasi:
0  Memastikan kepatuhan terhadap
berlaku.

andar akuntansi yang

0  Menyesuaikan kebijakan dan p Suai dengan perubahan regulasi.

ola risiko yang dapat mempengaruhi

mitigasi risiko untuk melindungi keuangan

0  Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam
bidang keuangan dan akuntansi.
0  Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk memperbarui

pengetahuan dan keterampilan.
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Teknologi Informasi dalam Akuntansi Sektor Publik
Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam akuntansi sektor publik telah
membawa berbagai perubahan signifikan yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa poin penting
mengenai teknologi informasi dalam akuntansi sektor publik:
1. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah (Government Financial
Management Information System - GFMIS)

Sistem Informasi Keuangan Pemerintah adalah platforpaberbasis teknologi

yang digunakan untuk mengelola dan memproses data keyanganipemerintah.

Fungsi Utama:

e  Pengelolaan Anggaran: Memfasilitasi pelaksanaan, dan
pengawasan anggaran.

e  Pencatatan Akuntansi: Menyedi untuk mencatat
transaksi keuangan sesuai dengan stan

e  Pelaporan Keuangan:

tepat waktu.

Keuntungan:

e  Transparansi:;Memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi

keuangan.

2. E-Government dan E-Procurement
E-Government: Implementasi teknologi informasi untuk menyediakan layanan

pemerintah secara elektronik.
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E-Procurement: Penggunaan platform digital untuk proses pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

Manfaat:

e  Transparansi: Mengurangi peluang korupsi dengan memberikan visibilitas
penuh terhadap proses pengadaan.

e  Efisiensi: Mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya administrasi.

e  Aksesibilitas: Memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari penyedia barang

dan jasa.

3. Sistem Pengendalian Internal Berbasis TI
Penerapan teknologi informasi dalam sistem pe

meningkatkan keamanan dan efisiensi oper

Komponen Utama:

Penggunaan alat Business Intelligence dan analisis data untuk mendukung

pengambilan keputusan yang lebih baik.

Fungsi Utama:
e Analisis Kinerja: Menganalisis data keuangan untuk mengukur kinerja

program dan proyek pemerintah.
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Prediksi dan Proyeksi: Menggunakan analisis prediktif untuk
memproyeksikan pendapatan dan belanja di masa mendatang.
Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang relevan dan akurat

untuk mendukung keputusan manajerial.

Keuntungan:

Insight yang Lebih Dalam: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang

tren dan pola dalam data keuangan.

Keputusan yang Lebih Cepat: Mempercepat proses pengambilan keputusan

dengan menyediakan data yang mudah diakses d tasikan.

Cloud Computing dalam Akuntansi Sektor P

Penerapan teknologi cloud computi k nieng data dan aplikasi

keuangan pemerintah.

Keuntungan:

Fleksibilitas: Memun, ta Keuangan dari mana saja dan kapan

saja.
Skalabilitas: esuaikan Ykapasitas penyimpanan dan komputasi sesuai
dengan keb

Pengh€matan . Mengurangi biaya infrastruktur TI dengan

Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan

Penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan

keamanan dalam pencatatan transaksi keuangan.
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Keuntungan:

Kompleksitas Implementasi:

Keamanan: Menyediakan mekanisme pencatatan yang aman dan tidak dapat
diubah.

Transparansi: Memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat
dan memverifikasi transaksi secara real-time.

Keandalan: Meningkatkan keandalan data dengan menghilangkan risiko

pemalsuan dan manipulasi data.

Tantangan dalam Penerapan Teknologi Informasi

Kebutuhan Sumber Daya: Memerlukan inve ang signifikan dalam
infrastruktur dan pelatihan SDM.

Penyesuaian Kebijakan dan Pro : esuaikan kebijakan dan

Perlindungan : Memastikan perlindungan data sensitif dan privasi

informasi
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Rangkuman

Regulasi dan standar akuntansi sektor publik penting dalam mengatur
pelaporan keuangan entitas publik melalui peraturan pemerintah dan undang-

undang. Pedoman teknis dari badan pengawas keuangan, seperti BPK di

Indonesia, juga turut mengarahkan praktik akuntansi sekfor publik. Standar

emerintah untuk

dapat dipahami, termasuk format laporan sep oran realisasi anggaran
dan neraca. Di samping itu, Standar

Publik (IPSAS) dirancang untu i ualitas pelaporan global,

sering kali diadopsi atau disesuaik negara untuk meningkatkan
transparansi.

Sistem Akuntansi P, i juan untuk menyediakan informasi
keuangan yang a mperbaiki transparansi dan akuntabilitas.

sistem seperti kas dan akrual. Akrual khususnya
aran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan.

P menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya

dan teknologi, dengan solusi termasuk pengembangan kapasitas dan

&'

peningkatan investasi teknologi untuk memperbaiki efisiensi dan akurasi.
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Latihan Soal

Apa yang dimaksud dengan tujuan utama dari akuntansi sektor publik?
Apa perbedaan utama antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor

swasta?

Apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintdhan (SAP) dan apa
tujuan penerapannya?

Apa perbedaan utama antara basis akuntansi
dalam konteks pengakuan pendapatan?

a.  Basis kas mengakui pendapatan s

basis akuntas as dalam sektor publik?

a.  Sederhana dan mudah diterapkan.

b. Mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.
c.  Menggambarkan aliran kas aktual.

d.  Memerlukan lebih sedikit sumber daya dan keahlian teknis.
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Apa yang dimaksud dengan transisi dari basis akuntansi kas ke basis akuntansi

akrual dalam sektor publik?

a.  Proses pengalihan pengakuan pendapatan dari saat kas diterima menjadi
saat hak untuk menerima pendapatan timbul.

b.  Proses pengalihan pengakuan belanja dari saat kas dibayarkan menjadi
saat kewajiban untuk membayar timbul.
Implementasi teknologi informasi dalam pencatatan keuangan.

d.  Penyesuaian kebijakan fiskal dan pengelolaan ang

Apa tantangan utama yang dihadapi dalam transisi i§ akuntansi kas ke

basis akuntansi akrual?

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan kedan
b. Biaya lebih rendah dalam imp

c.  Kompleksitas yang lebih ren engelolaan keuangan.

d. Penurunan akuntabilitas dan t
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6

STANDA
AKUNTANSI P

AH

Capaian Pembelajaran

« Pembaca mampu menerapkan serta memiliki keterampilan teknis dalam
proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah.
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< Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non
keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk
pengambilan keputusan dengan menerapkan teknik dan metode analisis

akuntansi sektor publik.
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A. Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,
dan merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan
laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur baik
manual maupun terstruktur dalam system mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah

menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah dalam menyusun laggoran keuangan dan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 200 menggantikan PP. No.
24 Tahun 2005.
Perkembangan Standar Akuntansi Pemerint i Indonesta mengalami

beberapa kali pembaharuan dan penyesuaian yaitu:

Tujuan Dan Ruang Lingkup

Rerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan merupakan konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta

sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan
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keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari

pemecahan masalah

1.

Tujuan Rerangka Konseptual Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah sebagai

acuan untuk:

a.  Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.

b.  Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam standar.

c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengepnfi apakah laporan

keuangan disusun sesuai dengan standar

Pengguna d gbutuhan informasi para pengguna,

Entitas akuntdnsi dan entitas pelaporan,

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan dan
dasar hukum,

Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi

dalam laporan keuangan, prinsipprinsip, serta kendala informasi akuntansi
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7.  Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan

pengukurannya.

Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu:

—_—

Masyarakat.

Wakil rakyat.
Lembaga pengawas.
Lembaga pemeriksa.
Donatur.

Investor.

Kreditur.

Pemerintah.

e T A o

Pihak lainnya.

1.
aporan Keuangan adalah menyediakan informasi bagi para
pengguna yang befkepentingan terhadap informasi entitas. Akuntansi pemerintah
menyusun laporan keuangan yang bertujuan menyajikan informasi tentang posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, serta

laporan perubahan ekuitas. Informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para

pengguna untuk dapat mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya
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pemerintah serta mendukung program akuntabilitas dan transparansi pemerintah.
Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewaiban, dan ekuitas pemerintah.
Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Ketaatan realisasi terhadap anggaran.

Cara pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

A

Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan ke@iatan pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuanga poran keuangan
menyediakan informasi yang terdiri dari:
1. Aset.
Kewajiban.
Ekuitas.
Pendapatan — LRA (Laporan Realisas gar
Belanja.
Transfer.
Pembayaran.

Saldo anggaran le

e T A o

Penda ap Operasional).
Beban.
Arus Kas.

_—
- O

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
mencapai tujuan umum laporan keuangan, akan tetapi masih perlu tambahan
informasi non keuangan sebagai tambahan informasi yang lebih komprehensif

tentang aktivitas entitas.
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2.  Komponen - Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan pertanggungjawaban kegiatan
keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah diatur dalam
APBN dan APBD. Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber
dan alokasi penggunaan dana atau sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu periode peldporan. Unsur-unsur
dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari:
1. Pendapatan — LRA.
Belanja.
Transfer.
Surplus/defisit-LRA.

Pembiayaan.

A T

Sisa lebih/kurang pembiay;

Sisa lebih/kK@sangPembiayaan Anggaran tahun berjalan.
Koreksi/Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya.
Lain-lain.

Saldo Anggaran Lebih Akhir.

2.
3.
4.
5.
6.
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Entitas pelapor juga wajib menyajikan rincian lebih lanjut dalam catatan atas
laporan keuangan untuk unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo

anggaran lebih.

c. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas pelapor yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca yaitu:

1. Aset.

2. Kewajiban.

3. Ekuitas.

dan atau sosial dimasa depan diharap

maupun masyarakat, serta dapatdiukur tudn uang, termasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukén u iaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipchihara Ragrena alasan sejarah dan budaya. Aset terbagi

kedalam aset lancar set tidak fancar.
Kewajibap ang timbul dari peristiwa masa lalu yang
ibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

1l kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

aset dengan kewajiban.

Pos-pos dalam neraca juga menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya, yaitu:
1. Kas dan setara kas.

2. Investasi jangka pendek.
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Piutang pajak dan bukan pajak.
Persediaan.

Investasi jangka panjang.

Aset tetap.

Kewajiban jangka pendek.

Kewajiban jangka panjang.

¥ ® N 0 kW

Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menunj erja pemerintah
dalam periode tertentu. Laporan operasional menyajilian pos-pos
1.  Pendapatan LO dari kegiatan operasional.
Beban dari kegiatan operasional.
Surplus/defisit dari kegiatan non
Pos luar biasa (apabila ada).

Surplus/defisit LO.

wok wn

e. Laporan Arus Kas
Laporan Aru adalah lgporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, pengg

transitor.
Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus
kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 tentang

Laporan Arus Kas.
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f.  Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
1. Ekuitas Awal.
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan.
3. Koresi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang

antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabléan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mepdasary seperti: koreksi

kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada ¢ sebelumnya,

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset

4.  Ekuitas akhir. Entitas pelaporan juga ian lebih lanjut dari
unsur-unsur yang terdapat dalam Lapor n‘Ekuitas dalam Catatan

Atas Laporan Keuangan.

g.  Catatan Atas Laporan K

si anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
Operasional, yang harus mempunyai referensi
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Supaya

pengguna, maka catatan atas laporan keuangan

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Ikhtisar tentang pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
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4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi yang diterapkan.

5. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
yang belum disajikan dalam halaman depan laporan keuangan.

6. Informasi yang lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas

pelapor, kecuali:

a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang
perbendaharaan umum.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebi

nggaran adalah untuk menetapkan dasar-
i Anggaran untuk pemerintah dalam rangka
memenuhi t@fuan ak bilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. an pelap@ran realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi
realisasi dan ang entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan antara

legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan tentang informasi realisasi
pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus dan defisit LRA, dan pembiayaan, yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Strutur laporan realisasi anggaran terdiri dari:

a.  Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
b.  Cakupan entitas pelaporan.

c.  Periode yang dicakup.

d. Mata uang pelaporan.

e. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang gnya dalam waktu satu

tahun satu kali pelaporan. Laporan Realisagsi up:
a. Pendapatan LRA.

b. Belanja.

c.  Transfer.

d.  Surplus/defisit LRA.

e.

f.

g.

h.

PSAP No.03 LAPORAN ARUS KAS

PSAP 03 mengatur tentang penyajian laporan arus kas.

Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar Laporan adalah mengatur penyajian laporan arus

kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas
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suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk

membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tafipa mengandalkan
pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diantara

a.  Penerimaan perpajakan.
b. Penerimaan negara bukan pajak (PN
c.  Penerimaan hibah.
d. Penerimaan bagian laba perusahaan /dagfah dan investasi lainnya.
Penerimaan lain-lain/pe endapatan luar biasa.
f.  Penerimaan transfer.
i aktivitas¥perasi diantaranya adalah:
a.
b.
c.
d. Pembayaran spbsidi.
e. Pembayaran hibah.
f.  Pembayaran bantuan sosial.
g. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.
h.  Pembayaran transfer.
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Arus Kas Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang
tidak termasuk setara kas. Arus aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi diantaranya:

a.  Penjualan aset tetap.

b.  Penjualan aset lainnya.

c.  Pencairan dana cadangan.
d. Penerimaan dan divestasi.

e. Penjualan investasi dalam bentuk s

Arus kas keluar dari aktivitas inves
a.  Perolehan aset tetap.
b.  Perolehan aset ainny4.

c. Pembentukan dafia cadang

yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan

utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi
piutang jangka panjang dan atau utang jangka panjang. Arus kas aktivitas
pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan

dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka Panjang.
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Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan diantaranya:

Penerimaan utang luar negeri.

ISHI

Penerimaan dari utang obligasi.

c.  Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah.

d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan diantaranya:

a. Pembayaran utang luar negeri.

b. Pembayaran pokok utang obligasi.

c.  Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerj ckah.

d.  Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pesfisahaan nega

Arus Kas Aktivitas Transitoris
Aktivitas Transitoris yaitu aktivit an “pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operas an pendanaan. Arus kas dari

aktivitas transitoris mencermi n pengeluaran kas bruto yang

si Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),

uvang persediaan kepada/dari bendahara

ari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan trat geperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang
persediaan dari berifahara pengeluaran.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan

kepada bendahara pengeluaran.
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PSAP No.04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP No.04 mengatur tentang penyajian dan pengungkapan yang diperlukan
dalam catatan atas laporan keuangan. Isi dari PSAP No. 04 terdiri dari ketentuan

umum serta struktur dan isi dari catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Pernyataan Standar Catatan Atas Laporan Keuangan adalah untuk
mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan, sedangkan tujuan penyajian Catatan Atas Laporam Keuangan adalah

untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan d ediaan pemahaman

yang lebih bai katas informasi keuangan pemerinta!
Standar harus diterapkan pada:

Lapran Keuangan untuk tujuan umu

ngan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Atas Laporan Keudngan.

Informasi Yang Diungkapkan
Informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi:
a.  Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

b. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro.
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c.  Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
yang digunakan.

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam laporan
keuangan.

f.  Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keua

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajianyyangiwajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,

PSAP No. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

PSAP No. 05 mengatur tentang perla i tethadap persediaan yang

a.
b. Amunisi.

c.  Bahan untuk pemeliharaan.

=

Suku cadang.

e.  Persediaan untuk tujuan strategis (berjaga-jaga).
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P or oo

—

Pita cukai dan leges.

Bahan baku.

Barang dalam proses atau setengah jadi

Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan Persediaan

Pengukuran Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintdh dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau k

Persediaan disajikan sebesar:

Pengungkapan Persediaan

a.

Laporan keuangan mengungkapkan tentang:

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
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b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untu dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, serta barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

c.  Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.

PSAP No. 06 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi yaitu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

mengatur tentang perlakuan akuntansi inyestasi yang terdiri

dari:pengakuan pengukuran, penilaian an investasi.

Pengakuan Investasi

Investasi diakui sebes untuk memperoleh investasi dan/atau

a.

b.

Pengukuran Investasi
Beberapa jenis pengukuran investasi yang dapat digunakan adalah:
a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan

obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.
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b. Investasi dalam surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan maka
dicatat sebesar nilai wajar.

c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (misal: deposito angka
pendek) dicatat sebesar nilai nominal.

d. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, dicatat sebesar harga
perolehan.

e. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan

investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki bg#kelanjutan, dicatat

sebesar nilai perolehan.

Penilaian Investasi
Metode penilain investasi terdiri dari:

Metode biaya, yaitu investasi dica

pembebasan utang bagi penerbit surat berharga obligasi, dan lain-lain.

PSAP No.07 AKUNTANSI ASET TETAP
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu periode akuntansi (12 bulan) untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
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digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
PSAP No.07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap
seperti: pengakuan, penentuan nilai tercatat, penilaian kembali dan penurunan nilai

tercatat aset tetap.

Klasifikasi Aset Tetap
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasional pemerintah, seperti bahan (material),dan perlengkapan.

Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

a.  Tanah.
b.  Peralatan dan mesin.
c.  Gedung dan bangunan.
d. Jalan, irigasi, dan jaringan.
e.  Aset tetap lainnya.
f.  Konstruksi dalam pengerjaan.
Pengakuan Aset Tetap
Aset Tetap diakuipada sa konomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diuk 1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus

a

b. Mempuny anfaat lebih dari 12 bulan.

aset tetap dapat diukur secara handal.

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untu digunakan.
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Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, yaitu kas atau setara dengan
kas yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh aset tetap baik yang dibeli

atau dibangun.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau secara permanen
dihentikan penggunaanya dan sudah tidak ada manfaat ekonomidi masa yang akan
datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau$dilepaskan harus

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catata

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan a
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos as

tercatatnya.

membutuhkap#periode ertentu. Perolehannya melalui suatu kontrak
ati. PSAP No.08 mengatur perlakuan akuntansi untuk
konstruksi dala@y pesgerjaan. Perolehan aset tetap jenis konstruksi dalam
pengerjaan dengan’cara dibangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga

dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan

apabila:
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a.  Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara handal;

c.  Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan biaya perolehan.
Apabila konstruksi dikerjakan secara swakelola, maka biaya kopstruksi terdiri dari:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan kons

Biaya yang berhubungan langsung adalah:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyeli

- Biaya bahan yang digunakan dalam konst

- Biaya pemindahan sarana, peral ahllan-bahan dari dan ke dalam
lokasi pelaksanaan konstruk

- Biaya penyewaan sarana dan

- Biaya rancangan d is yang secara langsung berhubungan

dengan konstruksi?

b. Biaya yang diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasilk

- Biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi

seperti biaya inspeksi.

c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.
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Biaya konstruksi melalui kontrak konstruksi meliputi:

a.  Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan.

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi yang dibiayai dengan pinjaman, maka bunga pinjaman
yang timbul selama masa konstruksi akan dikapitaligdSi enambah biaya
perolehan kontrak konstruksi, sepanjang biaya ten

ditetapkan secara handal.

PSAP No.09 AKUNTANSI KEWAJI
Kewajiban adalah utang yang b peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatk:

Jenis kewajiban jangka pendek:
- Utang kepada pihak ketiga

- Utang transfer

- Utang bunga

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
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- Bagian lancar utang jangka panjang

- Kewajiban lancar lainnya

b. Kewajiban jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dapat

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

eonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang#ada sampai dengan

saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tergebut fmempunyai nilai

ada saat dana

berdasarkan peraturan yang berlaku.
c. Utang bunga, akan dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum

terbayar.
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Perubahan Valuta

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar jumlah pungutan atau
potongan PFK yang dilakukan pemerintah yang harus diserahkan kepada
pihak lain.

Bagian lancar utang jangka panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dari tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya dicatat sebesar biaya yang masih harus dibayar pada
saat laporan keuangan disusun.

Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, dicatat sébesar pokok utang

dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian.

Utang pemerintah yang diperjualbelikan, dicatat sebe ilai pari dengan

nilainya.

Penyelusaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena

adanya fitur untuk ditarik (call future) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau

karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya
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maka selisih antara harga perolehan Kembali dan nilai tercatat netonya harus
disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan

Keuangan.

PSAP No.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
Kebijakan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakari akuntansi untuk

menghasilkan laporan keuangan yang berisi inform dan andal atas

au kondisi tertentu entitas

pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban

perubahan eklligds yang dijelaskan dalam Rerangka Konseptual.

Konsistensi Kebijakan Akuntansi
Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk
transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara

spesifik mengijinkan pengelompokkan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang
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berbeda merupakan hal yang tepat. Apabila suatu PSAP mengizinkan
pengelompokkan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih

dan diharapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
Disyaratkan oleh suatu PSAP.
b.  Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang

lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaKsi, peristiwa serta

kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan e

perubahan kébijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan

perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka
entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh

untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru sudah
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diterapkan sebelumnya. Apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan
retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian Kembali laporan keuangan

yang telah diotorisasi untuk diterbitkan.

PSAP No.11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PSAP No.l1l mengatur tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian
pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum. Dalam PSAP No.11 diatur tentang penyajian Japoran keuangan

konsolidasian, entitas pelaporan, entitas akuntansi badan layanan umum, prosedur

konsolidasian, dan pengungkapan.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian terdi
Laporan Perubahan SAL, Neraca,

Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan euangan. Laporan keuangan

ada lembaga legislatif, sedangkan pemerintah

aporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi

Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
a.  Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat
pemisahan kekayaan dari anggaran.

b.  Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
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c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau
pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat.
d.  Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak

langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas Akuntansi
Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan

keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yanggdikelolanya yang

ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahah yang menerima

anggaran belanja atau mengelola barang merupakan ¢ tansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik m

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Prosedur Konsolidasi

nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing

entitas pelapor maupun entitas akuntansi. Apabila konsolidasian tidak disertai
dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan
besaran saldo akun timbal balik, serta disebutkan alasan belum dilaksanakannya

eliminasi
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PSAP No. 12 LAPORAN OPERASIONAL
Definisi Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnyaa. Penyusunan laporan
operasional dilakukan untuk melengkapi siklus pelaporan yang saling terkait

diantara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, daus neraca. Pengguna

laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi

beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entigas pem

Periode Pelaporan

Laporan operasional disajikan sek ali dalam setahun.

dengan peraturan pgrundang-undangan atau Standar Akuntansi Pemerintah.

Struktur Laporan Operasional

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan LO
b. Beban
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c.  Surplus/defisit dari operasi

d. Kegiatan non operasional
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

f.  Pos luar biasa

g.  Surplus/defisit LO

Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya
apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, atau apabila

penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operastonal wajar.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya

sumber pendapatan seperti jenis pend

bukan pajak, pendapatan hibah).

penjualan asg ANga fisit penjualan aset non lancar.
atan operasi adalah selisih lebih atau selisih kurang antara
pendapatan dan B@kanAclama satu periode pelaporan.

Pos luar bidsa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan
operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar
biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

- Kejadian yang tidak dapat diprediksi kejadiannya pada awal tahun anggaran.

- Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang
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- Kejadian yang terjadi diluar kendali entitas pemerintah.

PSAP No.13 AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM
Definisi Dan Karakteristik BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah di lingkungan
pemerintah pusat/daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tagpa mengutamakan

mencari keuntungan serta dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapka

hukum yang mengelola kekayaan ne
karakteristik sebagai berikut:
Pendanaan entitas terse bagfan dari APBN/APBD.

a.
b. eraturan perundang-undangan.
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elaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung

sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

enangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai
dengan ketentuan.

f.  Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga.

g.  Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan

yang membawahinya.
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h.  Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah.

i.  Laporan keuangan BLU diaudit dan diberikan opini oleh auditor eksternal.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Laporan keuangan BLU bertujuan untuk:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban
dan ekuitas BLU.

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas BLU.

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alok
daya ekonomi.
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan reali hadap anggarannya.
e. Menyediakan informasi mengenai
aktivitasnya dan memenuhi kebus

f.  Menyediakan informasi BLU untuk membiayai

penyelenggaraan kegiat

selama periode bejalan. Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (
BLU) terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran.

b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Neraca.
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d.  Laporan Operasional.
e. Laporan Arus Kas.
f.  Laporan Perubahan Ekuitas.

g.  Catatan Atas Laporan Keuangan.

PSAP No. 14 AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD
Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh pemerintgh yang berupa aset

jud fisik, dimiliki

non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa kan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis-jenis aset tak berwujud:

a.  Perangkat lunak.

b.  Franchise.

c.  Hak Paten dan Hak Cipta.

d.

f.

a.

b.

c.  Pertukaran.

d. Kerjasama.
Donasi/Hibah.

f.  Warisan Budaya/Sejarah.
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Pengakuan Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud diakui jika:

a.  Dapat diidentifikasi.

b. Dikendalikan, dikuasi, atau dimiliki oleh entitas.

c.  Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada entitas.

d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan handal.

Pengakuan aset tak berwujud yang diperoleh secara internakapabila memenuhi
kriteria untuk pengakuan perolehan ATB dikelompokka tahap, yaitu:
a.  Tahap penelitian/riset.

b. Tahap pengembangan.

Aktiva tak berwujud yang timbulsdar ngan (atau dari tahapan

cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau

pemanfaatan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang

diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

167



Pengeluaran untuk kegiatan atau aktivitas pengembangan dikapitalisasi

sebagai ATB.

Pengendalian Aset Tak Berwujud

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya
dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut
mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat
ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses

pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersébut. Pengendalian

aset ini adalah dari sisi dokumen hukum yang sah dari rwenang.

Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran awal aktiva tak berwuj

dengan peft a tetap berwujud yang dipengaruhi oleh masa manfaat,

Masa manfaat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
Amortisasi hanya dapat diterapkan untuk ATB yang memiliki masa manfaat yang

terbatas.

Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tak Berwujud
Aktiva tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus

dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang
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dihentikan secara permanen atau dilepaskan harus dikeluarkan dari neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan atau penghentian
secara permanen dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PSAP No. 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
1. Definisi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan perjgtiwa, baik yang

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal
pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi itetbitkan. Peristiwa
setelah tanggal pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu:
a.
b.

struktur organisasi ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang

ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.
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3. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit pemerintah kemungkinan akan mengumumkan kebijakan
yang dapat berampak pada penyajian atau pengungkapan pos-pos dalam laporan
keuangan akan tetapi hal ini akan tergantung pada:
a.  Apakah kejadian atau peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup

tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan.

b.  Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat difieroleh atau dapat
dipenuhi.

a.

memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa pada mitra. Sedangkan mitra
merupakan operator yang berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian
konsesi jasa yang menggunakan alat konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik

yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
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Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi
Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan

aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

a.  Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus
disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta
penetapan tarifnya.

b.  Pemberi konsesi mengendalikan setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di

akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal per aset konsesi jasa

antara pemberi kon$€si dengan mitra.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan
kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema
kombinasi dari:

a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan.

b. Pemberian hak usaha kepada mitra, misalnya:
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- Pemberian kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para
pengguna jasa aset konsesi jasa.

- Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi
jasa guna memperoleh pendapatan, sebagai contoh: pengelolaan fasilitas
parker berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa

pelayanan publik.

PSAP No.17 PROPERTI INVESTASI

PSAP No.17 mengatur tentang perlakuan akuntansi propgrti investasi yang
terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pen roperti investasi

dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Definisi Properti Investasi
Properti Investasi adalah prope an untuk menghasilkan

pendapatan sewa atau untuk meningkat ilai ¢duanya dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegia dimanfaatkan oleh masyarakat
umum, dalam prod an barang atau jasa atau untuk tujuan

administratif;

emiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan
atau untuk peningkatan nilai. Sebagai contoh pemerintah
mengelola portfoli@sroperti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini properti
yang dimiliki oleh entitas, selain digunakan sendiri atau dijual dan atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi sebagai properti

investasi.
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Contohnya properti investasi:

a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka Panjang dengan tujuan
untuk memperoleh kenaikan nilai bukan untuk dijual atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
penggunaanya di masa depan.

c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepad@ pihak lain melalui

satu atau lebih sewa operasi.
d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai d i tetapi tersedia
untuk disewakan kepada pihak lain melalui sat operasi.
e.  Properti dalam proses pembangunan at yang dimasa depan

digunakan sebagai properti investagi.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakuj

properti investasi.

b. Biaya perolehan ilai jwajar properti investasi dapat diukur dengan

pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat
ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
Pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset

properti investasi tersebut
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Pengukuran Awal Properti Investasi

Pengukuran awal properti investasi adalah sebesar biaya perolehan yaitu
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk memperoleh properti investasi
(biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal). Jika properti investasi diperoleh
dari transaksi non pertukaran, maka properti investasi tersebut dinilai dengan
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti
investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat

di distribusikan secara langsung.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan
dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebi

nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

berdasarkan Biaya perolehan atau harga pertukaran.

- Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional.

- Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas

properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi
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Alih Guna Properti Investasi

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan den

manfaat ekonomi df masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

dilaksanakan, jika dan hanya jika properti investasi telah direvaluasi
seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi
aset secara selektif dan pelaporan dalam laporan keuangan yang merupakan
campuran antara biaya dan nilai pada tanggal yang berbeda.

Pada saat revaluasi properti investasi dinilai berdasarkan nilai wajar.

Alih guna dari atau ke dalam properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,

Dimulainya penggunaan properti investasi o
properti investasi menjadi aset tetap.
Dimulainya pengembangan properti i
properti investasi menjadi persedi
Berakhirnya pemakaian aset oleh p intah #fau entitas akuntansi dan/atau
entitas pelaporan, dialih i@set fetap menjadi properti investasi.

Dimulainya sewa oper: ihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan

atau dihentikan pengakuannya.
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Rangkuman

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang diharapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,

dan merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam menyajikan

laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah sera

manual maupun terstruktur dalam system mulai dari pen ulah data, pencatatan,

menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah dalam me
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintah i an di Indonesia saat ini

menggunakan Standar Akunt

Keuangan Konsolidasian, Laporan Operasional, Akuntansi Pelaporan Keuangan

Badan Layanan Umum, Akuntansi Aset Tak Berwujud, Peristiwa Setelah Tanggal
Pelaporan, Perjanjian Konsensi Jasa-Pemberi Konsesi, dan Akuntansi Properti

Investasi.
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Dalam setiap PSAP mengatur tentang bagaimana penyajian laporan keuangan,
cara-cara penyusunan laporan keuangan (pengukuran, pengakuan, dan
pengungkapan dari setiap akun), serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Tujuan
dari PSAP ini agar entitas pemerintah mampu Menyusun laporan keuangan sesuai

dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan.
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wok v

Latihan Soal

Apa yang anda ketahui tentang rerangka konseptual akuntansi pemerintahan?
Sebutkan bentuk-bentuk laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)!

Apa yang dimaksud dengan transaksi transitoris?

Jelaskan siapa saja pengguna laporan keuangan pemerin
Jelaskan apakah yang dimaksud dengan laporaf keudngan konsolidasi

pemerintah?
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Tujuan dan Capaian Pembélajara

Capaian Pembelajaran

«  Menjelaskan secara komprehensif konsep dan komponen utama laporan
keuangan sektor publik.
< Mengidentifikasi perbedaan utama antara laporan keuangan sektor publik

dengan sektor swasta.
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«  Memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam konteks
penyusunan laporan keuangan.
< Menguraikan proses penyusunan laporan keuangan sektor publik dari

pencatatan transaksi.
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A. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang disusun oleh entitas
publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan
lembaga publik lainnya) untuk memberikan informasi keuangan yang transparan
dan akuntabel mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik. Laporan
ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja, serta
arus kas suatu entitas publik dalam satu periode tertentu, yang berguna bagi para

pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dan pe

1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan sektor publik terdiri dari berbagai ko n utama, antara

lain:

e  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menginformasikan mengenai realisasi

nerja keuangan entitas publik dengan menginformasikan

g diakui dalam periode tertentu.

Menyajikan perubahan ekuitas entitas publik selama periode tertentu.

e  Laporan Arus Kas
Menunjukkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu,

dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.
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e  (Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Memberikan penjelasan rinci dan tambahan informasi terkait dengan pos-pos

dalam laporan keuangan.

2. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta
a.  Tujuan Laporan:
e  Sektor Publik

Menyediakan informasi untuk akuntabilitas publikf dan pengambilan

keputusan oleh masyarakat, parlemen, dan auditor. Fokusipada transparansi

dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publd

e  Sektor Swasta
Memberikan informasi kepada p ditur, dan investor
untuk pengambilan keputusan ekogbmi. profitabilitas dan kinerja

keuangan perusahaan.

b.  Sumber Pendapatan:

. Sektor Publik

ama berasal dari penjualan barang atau jasa dalam aktivitas

komersial.

c.  Basis Akuntansi:
e  Sektor Publik
Sering menggunakan basis akrual atau basis kas, tergantung pada

kebijakan pemerintah atau regulasi yang berlaku.
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e  Sektor Swasta
Umumnya menggunakan basis akrual, di mana pendapatan dan beban
diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau

dibayarkan.

Pengguna Laporan:
e  Sektor Publik

Masyarakat umum, legislatif, auditor, dan lembaga pengawas lainnya.

. Sektor Swasta

Pemegang saham, investor, kreditur, dan

Regulasi dan Standar Akuntansi:
e  Sektor Publik

Mengikuti standar akuntansi i g ditetapkan oleh badan
standar akuntansi pemerintahan, i Stagdar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) di Indonesia.

. Sektor Swasta

voleh publik dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta

lembaga pengawas.

e  Sektor Swasta
Dimiliki oleh individu atau kelompok swasta dan bertanggung jawab

kepada pemegang saham serta kreditur.
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B. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan
antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan yang terjadi
selama periode tertentu. Laporan ini penting karena memberikan gambaran tentang
bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana realisasi tersebut sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

e  Tujuan

Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran gleh ingtansi pemerintah.

e  Komponen Utama
Pendapatan, belanja, surplus/defisit anggar mbiayaan, dan saldo

anggaran lebih/kurang.

e  Fungsi

Membantu pengambilan akuntabilitas  dan

2. Laporan Peru

tahun anggaran b
e  Tujuan

Menyediakan informasi mengenai penambahan atau pengurangan dalam SAL.

e  Komponen Utama
Saldo awal, penambahan SAL dari surplus anggaran, penggunaan SAL untuk

pembiayaan, dan saldo akhir.
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e  Fungsi
Memberikan gambaran mengenai fleksibilitas keuangan pemerintah dan

potensi pembiayaan di masa depan.

3. Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada
akhir periode akuntansi tertentu. Laporan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas

pemerintah.

e  Tujuan
Menyajikan informasi mengenai posisi

mencerminkan aset yang dimiliki dan kewajiban ya

e  Komponen Utama:
Aset: Aset lancar (kas, piuta
aset lainnya.

Kewajiban: Kewajiban j

4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan informasi tentang hasil operasional
pemerintah dalam satu periode, termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban

yang dikeluarkan dalam menjalankan fungsinya.
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e  Tujuan
Menyediakan informasi tentang kinerja operasional dan efisiensi penggunaan

sumber daya.

e  Komponen Utama:
Pendapatan (pajak, retribusi), beban operasional (belanja pegawai, belanja

barang dan jasa), surplus/defisit operasional.

e  Fungsi:
Membantu dalam mengevaluasi kinerja operasional dan efisiensi pengelolaan

sumber daya publik.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan infor

e  Tujuan
Menyediakan  infofmasi kemampuan pemerintah dalam

menghasilkan dan my

itas Operasi: Penerimaan dari pajak, pembayaran gaji.
itas Investasi: Pembelian aset tetap, penjualan aset.
Arus Kas daf#”Aktivitas Pembiayaan: Penerimaan pinjaman, pembayaran

utang.

e  Fungsi

Menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pemerintah.
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6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah komponen yang memberikan
informasi tambahan dan penjelasan yang lebih rinci mengenai pos-pos dalam
laporan keuangan utama.

e  Tuyjuan
Memberikan konteks dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai angka-

angka dalam laporan keuangan.

e  Komponen Utama:
Penjelasan Pos-Pos Utama: Detail mengenai aset, jibant, pendapatan, dan

belanja.

Informasi Tambahan: Penjelasan m i kejadli ar biasa, komitmen,

dan kontingensi.

e  Fungsi
Meningkatkan transpagansi haman mengenai laporan keuangan,

serta mendukung keputusan elRgnomiyang lebih baik.

C. Standar Akums ifitahan (SAP)
1. Penge
yang ditetapkan S@bfgai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi
keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah, sehingga dapat diandalkan,
relevan, dan dapat dibandingkan. Tujuan utama dari penerapan SAP adalah untuk
menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

pemerintah. Tujuan-tujuan spesifik dari SAP meliputi:
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a.  Penyajian Informasi yang Andal:
Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan,

kinerja, dan perubahan posisi keuangan pemerintah.

b. Relevansi Informasi
Menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam

membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

c.  Komparabilitas
Memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antar perio@e dan antar entitas

pemerintah.

d.  Konsistensi
Mendorong penggunaan metode akuptansi ya isten dari waktu ke

waktu.

e. Transparansi

Meningkatkan keterbuka, elaporafl keuangan sehingga dapat diaudit

dan diverifikasi.

2.

a.

Dalam prinsip ini, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi,

bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Hal ini berarti pendapatan diakui saat

diperoleh dan beban diakui saat terjadi.
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b.  Prinsip Konsistensi
Metode dan prosedur akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara
konsisten dari periode ke periode untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat

dibandingkan secara berarti.

c.  Prinsip Materialitas
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus cukup penting
sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan,, Item yang tidak

material tidak perlu dipisahkan secara khusus dalam laporan kedangan.

d.  Prinsip Kehati-hatian (Prudence)

Dalam menghadapi ketidakpastian, pemerin ti-hati dalam
membuat estimasi dan pengakuan pendapatan atau be memastikan bahwa
aset dan pendapatan tidak terlalu dilebihzebi wajiban serta beban tidak

terlalu diremehkan.

e.  Prinsip Entitas
Laporan keuangan h minkan kegiatan ekonomi dari entitas yang

menyusunnya dan ti urkan dengan kegiatan ekonomi entitas

f.  PrinsifKelangsuli@a

akan terus beropera§ifdalam jangka panjang dan tidak ada niat atau kebutuhan untuk

melikuidasi atau secara material mengurangi skala operasi.
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D. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan
Keuangan Sektor Publik
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan sektor publik mencakup beberapa standar utama yang harus
dipatuhi oleh entitas pemerintah. Beberapa standar utama tersebut adalah:
1.  Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Mengatur tentang struktur, format, dan isi laporan keuangan yang

harus disusun oleh entitas pemerintah, termasuk Laporan Ralisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Laporan Realisasi Anggaran
Menyediakan panduan tentang penyajian ang dan realisasi anggaran,

termasuk format dan komponen-kompone

3. Laporan Arus Kas

Mengatur penyajian lapor; Suk klasifikasi arus kas dalam

pendapatan dan beban operasional pemerintah.

6. Neraca
Mengatur penyajian posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban,

dan ekuitas.
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7.  Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyediakan panduan untuk menyusun catatan tambahan yang mendukung

informasi dalam laporan keuangan utama, memberikan penjelasan dan rincian yang

diperlukan.

E. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Penyusunan laporan keuangan sektor publik melibatkan beberapa tahapan

penting untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabj

1. Pencatatan Transaksi Keuangan

a.

itas. Berikut adalah

Mencatat semua transaksi keuangan ya
akuntansi.
Menggunakan sistem akuntansi al untuk mencatat
pendapatan dan pengeluaran.

Menyusun jurnal danbuku bes

3.  Review dan Audit Internal

a.

Melakukan review awal atas laporan keuangan untuk memastikan tidak
ada kesalahan.
Mengadakan audit internal untuk memverifikasi keakuratan dan

kepatuhan terhadap standar akuntansi.
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4.  Penyajian dan Publikasi Laporan Keuangan
a.  Menyusun laporan keuangan dalam format yang sesuai dengan regulasi
dan standar akuntansi.
b. Menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan,
termasuk pemerintah, dewan pengawas, dan masyarakat.
c. Mempublikasikan laporan keuangan wuntuk transparansi dan

akuntabilitas.

F. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik
Penyusunan laporan keuangan sektor publik berapa tahapan
penting untuk memastikan akurasi, transparansi, da
tahapan penyusunan laporan keuangan sektor publik
1. Pencatatan Transaksi Keuangan
e  Mencatat semua transaksi terjadi dalam satu periode

akuntansi.

akrual untuk mencatat

laporan keuangan konsolidasi.
e  Menyusun laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus

kas, dan catatan atas laporan keuangan.
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Review dan Audit Internal

e  Melakukan review awal atas laporan keuangan untuk memastikan tidak
ada kesalahan.

e  Mengadakan audit internal untuk memverifikasi keakuratan dan

kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Penyajian dan Publikasi Laporan Keuangan

e  Menyusun laporan keuangan dalam format yang ses

i dengan regulasi
dan standar akuntansi.

e  Menyampaikan laporan keuangan kepada berkepentingan,
termasuk pemerintah, dewan pengawas,

e  Mempublikasikan laporan

keuangan transparansi  dan

akuntabilitas.
Penggunaan Teknologi dalam Pe an Faporan Keuangan

Teknologi telah memai akin penting dalam penyusunan

Efisiensi Proses

e  Otomatisasi
Teknologi memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi,
pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan, yang mengurangi

kebutuhan akan intervensi manual dan mempercepat penyelesaian tugas.
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e  Penghematan Waktu
Dengan sistem otomatis, pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu

berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Akurasi dan Konsistensi
e  Pengurangan Kesalahan Manusia
Otomatisasi dan sistem berbasis teknologi mengurangi risiko kesalahan

manusia dalam pencatatan dan penghitungan.

° Validasi Data

Teknologi memungkinkan validasi otomafis data, astikan bahwa

informasi yang dicatat akurat dan konsisten.

Aksesibilitas dan Transparansi
e Real-Time Reporting
Teknologi memungkinkan keuangan secara real-time,

memberikan gambara oridisi keuangan.

e Big Dat@Analytics
Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah
besar, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu dalam

pengambilan keputusan strategis.
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e Forecasting dan Modelling
Sistem berbasis teknologi dapat digunakan untuk melakukan peramalan

keuangan dan model keuangan yang lebih kompleks.

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah perangkat
lunak yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan secara efektif dan efisien. Fungsi SIMDA yaitu :

1.  Perencanaan dan Penganggaran
Membantu dalam menyusun anggaran daerah, m lokasi dana yang

tepat dan sesuai dengan rencana kerja.

2. Pencatatan Transaksi Keuangan

Mencatat semua transaksi keuangan/sec is dan akurat.

3. Pelaporan Keuangan
Menghasilkan laporan

pemerintah.

4.  Monitoring da
Memungkinka

Manfaat SIMD?
1. Peningkatan Bfisiensi
Mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi proses

pengelolaan keuangan.
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2.  Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah.

3. Kemudahan Akses Data
Memberikan akses mudah dan cepat ke data keuangan yang diperlukan.
Implementasi e-Budgeting dan e-Reporting

a) e-Budgeting

e-Budgeting adalah sistem berbasis teknologi yang fdigunakan untuk

menyusun, mengelola, dan memonitor anggaran secara

Implementasi
e  Perencanaan Anggaran

Sistem ini memungkinkan perencana ng lebih akurat dan

terintegrasi.
. Pengawasan
Memungkinkan peng

asa ¢ ferhadap alokasi dan penggunaan

anggaran.

Manfaat:

e  Transpa
Mernfingka iparansi dalam proses penganggaran.
e  Efisiensi

Mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran.

b) e-Reporting
e-Reporting adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik.
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Implementasi
e  Penyusunan Laporan
Mengotomatisasi proses penyusunan laporan keuangan.
e  Distribusi Laporan
Memungkinkan distribusi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan

secara cepat dan efisien.

Manfaat
e Real-Time Reporting
Memungkinkan pelaporan keuangan secara real-ti erikan informasi
terkini kepada pengguna.
e  Aksesibilitas

Memudahkan akses ke laporan keua; wberBiagaifokasi dan perangkat.
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Rangkuman

Laporan keuangan sektor publik disusun oleh entitas publik (pemerintah pusat,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga publik lainnya) untuk

memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai

para pemangku kepentingan.

Komponen-komponen dari laporan ke

dan biaya yang diaku
mempresentagi
Laporan A
tertentu, yang
pembiayaan. Catatah atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan penjelasan rinci
dan informasi tambahan terkait dengan item-item dalam laporan keuangan utama.
Perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan swasta terletak pada

tujuan, sumber pendapatan, dasar akuntansi, pengguna, regulasi, dan standar

akuntansi yang digunakan. Sektor publik menitikberatkan pada akuntabilitas dan
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transparansi pengambilan keputusan, sementara sektor swasta lebih menekankan
pada profitabilitas dan pengambilan keputusan ekonomi. Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sektor
publik, menetapkan prinsip-prinsip seperti basis akrual, konsistensi, materialitas,

kewaspadaan, entitas, dan keberlanjutan entitas.
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Latihan Soal

Jelaskan pengertian dari Laporan Keuangan Sektor Publik beserta tujuannya!
Apa saja komponen utama yang terdapat dalam Laporan Keuangan Sektor

Publik? Jelaskan masing-masing komponen secara singkat!

Bandunglah perbedaan antara tujuan penyusunan Laporfi Keuangan Sektor

Publik dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta!

Mengapa penting bagi entitas pem

akrual dalam penyusunan,
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8

PENGUKURAN A
SEKTOR

«  Menjelaskan indikator pengukuran kinerja sektor publik.

«  Menguraikan Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sektor
publik.

«  Menjelaskan metode pengukuran kinerja sektor publik.
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Capaian Pembelajaran

< Mahasiswa mampu mendefinisikan konsep kinerja sektor publik.

< Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja di sektor publik
untuk transparansi dan akuntabilitas.

< Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai tujuan pengukuran kinerja di
sektor publik.

< Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah dalam proses pengukuran

kinerja sektor publik.

< Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenig indiKator kinerja yang
relevan di sektor publik.
« Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan

7

< Mahasiswa mampu menjelaskan alat yang digunakan

untuk mengukur kinerja di sektor
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A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah proses penting dalam
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari program-program dan kebijakan
pemerintah. Pada era di mana sumber daya publik menjadi semakin terbatas,
penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang
dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan dan memberikan nilai tambah
yang maksimal bagi masyarakat.

rintah memahami

Pengukuran kinerja sektor publik memungkinkan pe

suatu program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yangrditetapkan. Pengukuran

publik menjadi landasan

pemerintahan yang baik.

pemberian layana@’kepada masyarakat. Pelayanan publik mencakup semua
kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik untuk memenuhi
kebutuhan individu penerima layanan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan
dalam undang-undang (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 2003).
Pemerintah memberikan layanan publik melalui pelaksanaan tugas-tugas

pemerintah, termasuk yang bersifat wajib atau opsional. Setiap tugas pemerintah
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didanai melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja
harus dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan tersebut. Pentingnya
perumusan dan pengukuran kinerja adalah untuk mencapai efisiensi (Efficiency)
dan efektivitas (Effectiveness) layanan publik.

Kinerja sektor publik mengacu pada evaluasi dan penilaian mengenai sejauh
mana pemerintah atau organisasi sektor publik berhasil mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Ini mencakup pengukuran efisiensi, efektivitas, dan dampak dari

kebijakan, program, atau layanan yang disediakan oleh tas sektor publik
(Wardhana et al., 2023).
Pengukuran kinerja sektor publik (Performancg Meas t in the Publik

manajemen kinerja (performance management system (Hartati et al., 2022).
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Tujuan Pengukuran Kineja Sektor Publik

Tujuan utama dari pengukuran kinerja sektor publik antara lain:
Meningkatkan tingkat akuntabilitas lembaga atau instansi. Hal ini untuk
memastikan bahwa lembaga atau instansi mempertanggungjawabkan hasil
kerjanya kepada publik atau masyarakat.

Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik (Publik Resources)
seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu dengan dengan mengidentifikasi dan

mengeliminasi pemborosan serta mengoptimalkan penggfinaan sumber daya

yang ada.
Mengevaluasi  efektivitas  program  dan yang telah

diimplementasikan oleh pemerintah sehingga

penyesuaian yang diperlukan untuk mepncapai hasil bih optimal
Meningkatkan kualitas pelayanan engidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan dan me i a layanan yang diberikan

memenuhi kebutuhan dan
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D. Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan:
1.  Setting Goals and Objectives

Langkah awal dalam pengukuran kinerja adalah menetapkan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga atau instansi publik. Tujuan tersebut harus
spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), relevan

(relevant), dan terbatas pada waktu tertentu (7ime-bound) (SMART).

Setting goals and objectives.

Ideniification of Performance
Indicators.

Data Collection

Quality Assurance

Analysis & Data Interprrcatios

Reporting

Contiv us Improv. ment and
Developn. t

Gambar 8.1 Proses Pengukuran Kinerja Sektor Publik
2.  Identification of Perfomance Indicators

Langkah berikutnya setelah tujuan dan sasaran ditetapkan adalah

mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian tujuan
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tersebut. Indikator kinerja haruslah dapat diukur secara objektif dan terkait langsung

dengan tujuan yang ingin dicapai.

3.  Data Collection
Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk
mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan. Data ini dapat berasal dari

berbagai sumber seperti laporan internal, survei, dan data administratif lainnya.

4.  Analysis and Data Interpretation

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mehgevaluasi kinerja
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. A mbantu dalam
memahami pencapaian tujuan, identifikasi tren, asi areca-area

yang memerlukan perbaikan.

5. Reporting
ada pemangku kepentingan
inerja yang transparan dan jelas,

dan memberikan informasi yang

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

E. Indikator Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, harus mampu

mencerminkan tingkat pencapaian tujuan dan target organisasi, mulai dari tahap

207



perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah kegiatan selesai. Selain itu, pengukuran
kinerja juga berperan dalam memastikan bahwa setiap hari kinerja menunjukkan
perkembangan menuju pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang
bersangkutan.

Menurut Mutia dalam (Hartati et al., 2022), terdapat beberapa indikator
dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:
1. Masukan (input), yaitu faktor-faktor yang diperlukan untuk menjalankan suatu

kegiatan dan menghasilkan keluaran yang diinginkan, sdperti dana, sumber

daya manusia, informasi, dan lainnya.

4. Manfaat (benefit), yaitu terkait de
kegiatan.

5.  Dampak (impact), yai

Tabel 8.1 f0h Indikator Kinerja pada Organisasi Sektor Publik
No Nama Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator
Program Input Output QOutcome Benefit Impact
1 | Program e Jumlah ¢ Jumlah * Durasi  Tingkat * Peningkatan
Pendidikan Mahasiswa mahasiswa waktu yang peningkatan kemampuan
di Perguru- yang lulus diperlukan pendapatan inovasi dan
an Tinggi bagi lulusan alumni
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Jumlah
dosen dan

Staf Lainnya

Jumlah dan
mutu
perpustakaan
, buku dan
literatur.

« IPK rata-rata
mahasiswa
yang lulus

¢ Jumlah
publikasi
yang
dihasilkan
dosen

 Jumlah
pnelitian
yang
dilakukan

Program .
vaksinasi
Balita .

« Jumlah balai
kesehatan

yang tersedia

informasi

yang
disebarkan

untuk
mendapatkan
pekerjaan
Jumlah

penulis yang

Kontribusi
dalam riset
dan inovasi
Peningkatan

kesejahteraa

kewirausa-
haan
Kontribusi
pada

pemecahan

mengutip n sosial dan masalah sosial
publikasi ekonomi dan
yang  Peningkatan lingkungan.
dihasilkan kualitas * Peningkatan
oleh dosen 1 an kafasitas

* Peran pendidikan institusi dan
Alumni jaringan
dalam kerjasama
Tingkat * Tingkat » Peningkatan
penurunan penurunan harapan hidup
penderita angka balita
penyakit/ke kematian * Peningkatan
matian pada balita kesehatan
kelompok * Peningkatan masyarakat
target kualitas

hidup balita

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber
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F. Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja sektor publik menurut
(Hartoto et al., 2023) adalah:
1. Informasi Finansial
Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan mengukur perbedaan antara
kinerja aktual dan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
Secara umum analisis anggaran meliputi:

a.  Varians Pendapatan (revenue variance)

Varians Pandapatan adalah selisih antara pendapat, 1 yang diperoleh

oleh suatu organisasi atau entitas dengan perkiraan atagu angg endapatan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah perbedaan a jumlah pghdapatan yang

sebenarnya tercapai dalam suatu periode j apg diharapkan atau
direncanakan dalam periode yang sama. i an‘memberikan gambaran

tentang seberapa baik atau buruk kiner alam mencapai target yang

ditetapkan.
b.

erbedaan antara jumlah pengeluaran aktual yang
terjadi dalam suatu de waktu dengan jumlah yang direncanakan atau
dianggarkan /0 Peki ng sama. Varians pengeluaran memungkinkan
organisasi 4 untuk mengevaluasi seberapa baik mereka mengelola
pengeluaran m §esuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Varians

pengeluaran biasafiya dibagi menjadi varian belanja rutin dan varian belanja
investasi atau modal, yang membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana dana digunakan dan apakah penggunaannya sejalan dengan rencana

yang telah dibuat.
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2. Informasi Non Finansial

Informasi non finansial dalam pengukuran kinerja merujuk pada data atau
metrik yang tidak terkait dengan angka keuangan, namun tetap penting untuk
mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau entitas. Informasi ini memberikan
wawasan yang lebih lengkap tentang aspek-aspek non keuangan dari kinerja
organisasi, seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, inovasi, keberlanjutan

lingkungan, kualitas produk atau layanan, dan keterlibatan karyawan.

G. Metode Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja dalam sektor publik dapa

mengukur kin€rja organisasi atau program. Dalam sektor publik, KPIs dapat
berkisar dari efisiensi penggunaan anggaran hingga tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan publik. (Ferrer et al., 2020)

3. Benchmarking: Metode ini melibatkan perbandingan kinerja organisasi

dengan organisasi sejenis atau terbaik dalam industri atau sektor yang sama.
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10.

Benchmarking dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan

mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan (Hodge et al., 2018).

Cost-Benefit Analysis (CBA): Metode ini digunakan untuk menilai efisiensi
dan efektivitas program atau kebijakan sektor publik dengan membandingkan
manfaat yang dihasilkan dari suatu keputusan atau tindakan dengan biaya yang

dikeluarkan n(Rodriguez et al., 2019).

Comparative Performance Analysis (CPA): Meto ini melibatkan

perbandingan kinerja sektor publik dengan entitas lain,seperti organisasi

sejenis, daerah lain, atau standar terbaik industri (.

Customer Sdfisfaction Index (CSI): digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh sektor publik

(Hadiyati, 2014).

Cost-Effectiveness Analysis (CEA): Metode ini melibatkan perbandingan
biaya dengan hasil yang diperoleh dari program atau kebijakan sektor publik.
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11.

12.

13.

Economic Impact Assessment (EIA): Metode ini digunakan untuk mengukur
dampak kegiatan atau kebijakan sektor publik terhadap perekonomian secara
keseluruhan seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi,

pendapatan, dan investasi.

Qualitative Analysis (QA): Metode ini melibatkan pengumpulan, interpretasi,
dan evaluasi data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara numerik

guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik

Value Chain Analysis (VCA): Metode ini

pengukuran kinerja sektor publik melalui pers

(Lumbanbatu, 2020). Balanced Scorecard merupakan metode pengukuran kinerja

organisasi yang melibatkan aspek finansial dan non-finansial. Metode ini terbukti

sesuai untuk organisasi sektor publik, di mana penekanan pada layanan yang lebih

bersifat kualitatif dan bukan hanya pada keuntungan finansial. Pengukuran kinerja

dengan metode Balanced Scorecard melibatkan empat aspek utama, yaitu:
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Perspektif Keuangan (Financial Perspective):

a. Fokus pada hasil keuangan yang diinginkan oleh organisasi dan
pemangku kepentingan eksternal.

b. Contoh metrik: Pendapatan bersih, laba kotor, margin keuntungan,
tingkat pertumbuhan pendapatan, return on investment (ROI), dan nilai

pasar saham.

Perspektif Pelanggan (Customer Perspective):

a.  Fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
b. Contoh metrik: Tingkat kepuasan pelan, tu penyelesaian
layanan, tingkat retensi pelanggan, pan kat keluhan

pelanggan.

a.  Fokus pada proses internal y i tuk mencapai tujuan strategis.

b. Contoh metrik: Efisignsi waktu siklus produksi, tingkat

Contoh /metrik: Tingkat keterlibatan karyawan, tingkat kepuasan
karyawan, tingkat kompetensi karyawan, inovasi produk atau proses, dan

kemampuan manajemen pengetahuan.
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Rangkuman

Pengukuran kinerja memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa setiap
langkah yang diambil oleh organisasi pemerintah terarah dan terukur. Dalam dunia

yang terus berubah dengan tuntutan yang semakin kompleks, evaluasi kinerja

memberikan pandangan yang mendalam tentang sejauh maw@keberhasilan telah

dicapai dan di mana perbaikan perlu dilakukan. Dari penidaian tdrhadap efektivitas

yang diterapkan, dan bagaimana merek

Lebih dari sekadar alat manaj

publik dapat terus me anan mereka, mengidentifikasi praktik terbaik,
dan menyes

masyarak
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Latihan Soal

Apa yang dimaksud dengan organisasi sektor publik?
Apa itu pengukuran kinerja sektor publik dan Mengapa pengukuran kinerja
penting bagi organisasi sektor publik?

Jelaskan minimal 3tujuan utama dari pengukuran kinerj

sektor publik?
Apa yang dimaksud dengan Bala dalam konteks pengukuran

kinerja sektor publik?
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9

SISTEM AKUN
PEMERINTA SAT

Tujuan dan Capaian Pe ajar

Tujuan Pembelajara

% Memahami fuhgsi dan manfaat laporan keuangan pemerintahan pusat.

Capaian Pembelajaran

<

% Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan utama dari Sistem

Akuntansi Pemerintahan Pusat.
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Mahasiswa mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang
mendasari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan menjelaskan prinsip-
prinsip akuntansi yang digunakan.

Mahasiswa dapat menguraikan komponen-komponen utama dalam Sistem
Akuntansi Pemerintahan Pusat dan menjelaskan peran masing-masing
komponen.

Mahasiswa mampu menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat dan menjelaskan jenis-jenis laporan keudhgan yang disusun.

Mahasiswa dapat mengidentifikasi fungsi dan manfaat laporan keuangan
pemerintah pusat bagi transparansi, akuntabilj ilan keputusan,

pengawasan, dan evaluasi kinerja.
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A. Pengertian dan Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat
Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah rangkaian prosedur,
perangkat, dan aturan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencatat,
mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan negara.
Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah
disajikan dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Sistem Akuntansi

Pemerintahan Pusat yaitu:

1. Transparansi Keuangan

Meningkatkan transparansi dalam pelaporan
memastikan bahwa informasi keuangan yang disajiki
oleh publik.

2. Akuntabilitas

3.

Kepatuhan terhadap Peraturan
Memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan

yang telah ditetapkan.
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5. Penyajian Informasi Keuangan
Menyediakan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang
dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengevaluasi kinerja keuangan

pemerintah.

6. Pengendalian Intern
Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko

kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

peraturan perundang-undangan yang menjadi
pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa
Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat:
1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun euangan Negara
dasar akuntansi dan pe pemerintah. UU ini menegaskan

pentingnya transpar: dan pengendalian dalam pengelolaan

2. Undap€-Undang Wemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
an mengenai perbendaharaan negara dan pelaksanaan

APBN, termasuk ta##fcara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
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Mengatur tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan

kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan yang harus digunakan oleh
entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. PP. ini

Nomor 24 Tahun 2005.

enggantikan PP.

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor /2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian La Keuangajt” Kementerian
Negara/Lembaga

Memberikan pedoman teknis b egara/lembaga dalam
menyusun dan menyampaikan laporan suai dengan standar akuntansi

pemerintahan.

6.  Peraturan Menteri i or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Instruksi dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden dan kementerian

terkait juga sering kali memberikan petunjuk tambahan dan penegasan mengenai

pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan pusat.
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C. Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan adalah panduan dasar yang digunakan
untuk menyusun, mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan
dalam sektor pemerintahan. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP). Berikut adalah beberapa prinsip utama akuntansi

pemerintahan:

1. Basis Akuntansi
e Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward asis): Transaksi

dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan, nam oran keuangan

disusun berdasarkan akrual untuk men n posisi Keuangan yang

lebih lengkap.

e  Basis Akrual (Accrual Basi tat pada saat terjadinya,
terlepas dari waktu kas di ibayarkan. Ini memberikan
gambaran yang lebi posisi keuangan dan kinerja

pemerintah.

an tersendiri. Entitas ini bisa berupa kementerian,

lembaga, atatiipe ah daerah.

3. Konsolidasi
Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah harus mencakup laporan
keuangan semua entitas di bawahnya yang dikonsolidasikan untuk memberikan

gambaran keuangan yang menyeluruh.
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4.  Penyajian Wajar
Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan secara wajar sesuai
dengan kenyataan, lengkap, dan tidak menyesatkan. Informasi harus disajikan

secara jujur dan transparan.

5. Konsistensi
Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah harus konsisten
dari tahun ke tahun. Perubahan kebijakan harus diungkapkan dan dijelaskan dalam

laporan keuangan.

6. Relevansi

8.  Komparabilitas
Laporan keua isdjikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan
perbandingan dgg ngan periode sebelumnya atau dengan entitas

lain yang seff

9. Keandalan
Informasi daldm laporan keuangan harus dapat dipercaya, akurat, dan dapat
diverifikasi. Pengukuran dan penyajian informasi harus bebas dari kesalahan dan

bias.
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10. Pengungkapan Lengkap

Semua informasi penting yang relevan harus diungkapkan dalam laporan
keuangan. Ini termasuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan,
serta informasi tambahan yang diperlukan untuk pemahaman penuh laporan

keuangan.

11. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai ,dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku dan standar akuntansi yang télah ditetapkan.

12. Keberlanjutan

Laporan keuangan disusun dengan asumsi b

dikelola, dan dilapo:
tersebut:
1. Renca
keuangan. Setiap n memiliki kode unik dan deskripsi yang memudahkan

klasifikasi dan pencatatan transaksi.
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2. Dokumen Sumber (Source Documents)
Bukti fisik atau elektronik dari transaksi yang terjadi, seperti faktur, kwitansi,
nota, dan kontrak. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem

akuntansi.

3. Buku Harian (Jurnal)
Buku atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat transaksi

keuangan secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal

khusus sesuai dengan jenis transaksi.

4.  Buku Besar (General Ledger)
Kumpulan akun-akun yang merangkum semua
dicatat dalam jurnal. Buku besar berfungsi sebagai su

laporan keuangan.

5. Buku Pembantu (Subsidiary Ledge
Buku yang digunakan
Misalnya, buku pembantu rinci semua transaksi piutang dengan

pelanggan.

6.  Sistem Pengemdali ernak (Internal Control System)

termasuk pengama aset dan pemisahan tugas untuk mencegah kecurangan.

7. Prosedur Akuntansi (4Accounting Procedures)
Instruksi dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mencatat dan
melaporkan transaksi keuangan. Prosedur ini mencakup cara penanganan transaksi

dari awal hingga akhir.
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8. Laporan Keuangan (Financial Statements)

Laporan yang disusun berdasarkan buku besar dan mencerminkan posisi
keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas pemerintah. Laporan
utama meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan

perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

9.  Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi (Accounting Software Applications)
Perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi pencatatan, pengelolaan,
dan pelaporan transaksi keuangan. Sistem ini dapat mencakup modul-modul untuk

penganggaran, pembayaran, penerimaan, aset tetap, da

10. Pelaporan dan Evaluasi (Reporting and Evalua
Proses untuk menyusun dan menyampaikan$lap@san, keuangan kepada
pemangku kepentingan, serta evaluasi tgrha ketiangan dan kepatuhan

terhadap anggaran.

11. Audit dan Pengawasan (
Proses pemeriksaan an dan sistem akuntansi oleh auditor
internal atau eksterna i eakuratan, kepatuhan, dan integritas data

keuangan.

E. Prosesi®e ah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Penyusuna ofan keuangan pemerintah pusat merupakan proses yang
sistematis dan terstruktur, yang melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini
bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan utama dalam proses penyusunan

laporan keuangan pemerintah pusat:
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1. Pengumpulan Data dan Dokumen Sumber
Mengumpulkan semua dokumen sumber yang mendukung transaksi
keuangan, seperti faktur, kwitansi, nota, kontrak, dan bukti penerimaan atau

pengeluaran lainnya.

2. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal
Mencatat semua transaksi keuangan ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus

sesuai dengan jenis transaksi secara kronologis. Setiap transaksi harus dicatat

berdasarkan dokumen sumber yang valid.

3.  Posting ke Buku Besar
Memindahkan (posting) data dari jurnal ke

piutang, utang, pendapatan, dan beban.

4. Rekonsiliasi Akun
Melakukan rekonsiliasi
rekonsiliasi bank, untuk i semua transaksi telah dicatat dengan

benar dan saldo akun;

5. Penyesuaias

Membffiat jurnal P8nyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum tercatat
saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya
pada akhir periode@Kuntansi. Penyesuaian ini bisa termasuk akrual, penangguhan,

penyusutan, dan penyisihan.

6.  Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance)
Menyusun neraca saldo setelah semua jurnal penyesuaian telah dilakukan

untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan total kredit.
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7.  Penyusunan Laporan Keuangan
Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan
utama, yang meliputi:
e  Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
e  Neraca.
e  Laporan Operasional (LO).
e  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
e  Laporan Arus Kas (LAK).

e  (Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Pengungkapan (Disclosure)
Menyertakan catatan atas laporan keuangan emberikan informasi
tambahan untuk membantu pengguna an Keuangan secara lebih

mendalam. Catatan ini mencakup kebij si, rincian pos-pos penting, dan

10. Pengajuan ufituk’Audit Eksternal
Mengajukan laporan keuangan yang telah disusun dan direview kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit eksternal. BPK akan memeriksa

dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah pusat.
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11. Penyampaian Laporan Keuangan

Setelah audit eksternal selesai, laporan keuangan yang telah diaudit
disampaikan kepada DPR dan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan negara. Laporan ini biasanya dipublikasikan untuk

transparansi dan akuntabilitas.

12. Evaluasi dan Tindak Lanjut
Melakukan evaluasi terhadap hasil audit dan opini BPK untuk

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi
audit dilakukan untuk meningkatkan sistem akuntansi ran keuangan di

masa mendatang.

F. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pe
Laporan keuangan pemerintah p i memberikan gambaran

yang lengkap mengenai posisi keuan i dan arus kas dari entitas

anggaran dibandingkan dengan anggaran yang
ditetapka. "BRA menfinjukkan seberapa efektif dan efisien anggaran telah

dilaksanakan.

2. Neraca

Menyajikan posisi keuangan entitas pemerintah pusat pada tanggal tertentu,
mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca memberikan gambaran mengenai
sumber daya ekonomi yang dimiliki dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh

pemerintah.
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3. Laporan Operasional (LO)
Menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan-LO dan beban-LO
selama satu periode pelaporan. Laporan ini menggambarkan kinerja operasional

pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

4.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan informasi mengenai perubahan dalam ekuitas selama satu periode
pelaporan. LPE mencakup kontribusi pemilik, surplus/defisit, dan penyesuaian

lainnya yang mempengaruhi ekuitas pemerintah.

5.  Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi mengenai sumber, pe aan, peruPahan kas, dan

setara kas selama satu periode pelaporan. Laporan ini@ikl@8ifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, dan pendana

6.  Catatan atas Laporan Keuangan (C

Memberikan $¥nformasi yang transparan mengenai keuangan pemerintah

kepada publik dan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas
Memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan

dana publik.
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3. Pengambilan Keputusan
Menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para

pembuat kebijakan dan manajer publik.

4.  Pengawasan dan Pengendalian

Memudahkan audit dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

5. Evaluasi Kinerja

Membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah ,alam penggunaan

sumber daya ekonomi.

pemerintah:

1. Lingkungag

intern. Elemen in1 Mgfiputi integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, dan gaya operasi

manajemen.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko mencakup identifikasi
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risiko internal dan eksternal serta evaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya

risiko tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan
yang diperlukan untuk mengelola risiko telah diambil. Aktivitas pengendalian
mencakup otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, pengamanan aset, dan

review kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi (/nformation and Comm

5. Pemantauan (Monitoring)
Proses untuk menilai kuali
waktu. Pemantauan dap

manajemen, dan a

Menjamin baliwa laporan keuangan disusun secara akurat, lengkap, dan sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pencegahan dan deteksi

kesalahan serta kecurangan dalam pelaporan keuangan.
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2. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan
Memastikan bahwa entitas pemerintah mematuhi semua peraturan dan

undang-undang yang berlaku, serta kebijakan internal yang telah ditetapkan.

3. Efisiensi dan Efektivitas Operasi
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penggunaan
sumber daya yang optimal, pengelolaan risiko yang baik, dan peningkatan kinerja

operasional.

4.  Perlindungan Aset

Menjaga aset pemerintah dari kerugian akibat kecur enyalahgunaan,

dan kerusakan. Ini mencakup pengamanan fisik, asuf@fisi, dan pemeltharaan aset.

5. Peningkatan Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas di se isasi dengan memastikan

bahwa tugas dan tanggung jawab jelas, s kinerja yang transparan.

mencatat transaksi tidak boleh bertanggung jawab untuk

mengotorisasi a Wwetujui transaksi tersebut.

2. Otorisasi dan"Persetujuan (Authorization and Approval)
Menetapkan kebijakan otorisasi untuk semua transaksi dan aktivitas keuangan.

Semua transaksi harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
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3.  Dokumentasi dan Rekaman (Documentation and Record Keeping)
Menyimpan dokumentasi yang memadai untuk semua transaksi dan aktivitas
keuangan. Dokumentasi harus lengkap, akurat, dan mudah diakses untuk keperluan

audit dan review.

4.  Kontrol Fisik (Physical Controls)
Mengamankan aset fisik seperti uang tunai, persediaan, dan peralatan. Ini

mencakup penggunaan brankas, kunci, dan sistem keamanan laipnya.

5. Verifikasi dan Rekonsiliasi (Verification and Recongiliati

memastikan keakuratan dan kelengkapan catatan. I

inventarisasi persediaan, dan review akun.

6. Review Kinerja (Performance Re
Melakukan review kinerja secara rugi ilai efektivitas pengendalian
intern dan kinerja operasiona,

unit audit internal.

H. Sistem Informasifdan Teknglogi dalam Akuntansi Pemerintahan

Sistem i da ologi (SI/TI) memiliki peran krusial dalam

meningkatke transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi
pemerintahan. E adalah beberapa aspek penting dari SI/TI dalam konteks

akuntansi pemerintahan:
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Manfaat Sistem Informasi dan Teknologi dalam Akuntansi Pemerintahan.
1. Automatisasi Proses Akuntansi

SI/TT memungkinkan otomatisasi proses pencatatan transaksi keuangan,
pembuatan laporan, dan analisis data. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dan

meningkatkan kecepatan dalam pengolahan informasi.

2. Integrasi Data dan Basis Data Terpusat

Menmiliki basis data terpusat untuk semua transaksi keuangan memungkinkan

penggunaan informasi secara konsisten dan terintegrasi. Inifmembantu dalam

penyusunan laporan yang akurat dan real-time atas keuangan

pemerintah.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

SI/TI memungkinkan publik untuk meng asi keuangan pemerintah

5. Analisis Bata dan Pengambilan Keputusan
Sistem info 1 yang baik memungkinkan analisis data yang mendalam
terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ini membantu dalam pengambilan

keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan informasi yang relevan.
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6. Keamanan Informasi
SI/TI membantu dalam menjaga keamanan data keuangan pemerintah melalui
penggunaan kontrol akses, enkripsi data sensitif, dan pemantauan terhadap potensi

ancaman keamanan.

7. Pemenuhan Standar dan Regulasi
Dengan SI/TI yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mematuhi standar

akuntansi dan regulasi yang berlaku. Sistem ini mendukung audijt dan pemeriksaan

internal serta eksternal dengan lebih efisien.

Teknologi Spesifik dalam SI/TT Akuntansi Pe
1.  Perangkat Lunak Akuntansi Pemerintahan

Penggunaan perangkat lunak khusus u

2.

3.

4.
proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik,
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan dalam pengeluaran

pemerintah.
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5. Sistem e-Budgeting
Memungkinkan penyusunan dan monitoring anggaran secara elektronik,

termasuk alokasi dan penggunaan dana secara tepat waktu dan efisien.

Tantangan dalam Implementasi SI/T1 dalam Akuntansi Pemerintahan:
1. Biaya Implementasi dan Pemeliharaan
Memiliki biaya awal yang tinggi untuk pengembangan, implementasi, dan

pemeliharaan sistem SI/TI yang canggih.

2.  Kesesuaian dengan Regulasi

Memastikan bahwa sistem SI/TI yang diimplesmentasika matuhi semua

regulasi dan standar keamanan yang berlaku.

3. Pengelolaan Perubahan

Menghadapi tantangan dalam m bahan budaya organisasi dan

I

dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Beberapa masalah dan tantangan utama
yang sering muncul termasuk:
1. Kompleksitas Regulasi dan Standar Akuntansi

Pemerintahan pusat sering harus mematuhi regulasi yang kompleks dan

beragam, baik dari tingkat lokal maupun nasional, serta standar akuntansi yang
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berlaku. Hal ini dapat menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang konsisten

dan memadai.

2.  Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keahlian

Ketersediaan staf yang terlatih dalam akuntansi pemerintahan kadang-kadang
menjadi masalah. Tantangan ini meliputi kekurangan sumber daya manusia dengan
pengetahuan yang memadai tentang akuntansi sektor publik dan keuangan

pemerintahan.

3. Integrasi Sistem dan Keterbatasan Teknologi
Tidak semua pemerintahan pusat memiliki i teknologi yang
memadai untuk mendukung sistem akuntansi yang k eks. Integraisi sistem yang

kurang baik antara berbagai aplikasi dan datgbase ju

4. Pengelolaan Risiko dan Keamana

Risiko keamanan informasi sa dalam sistem akuntansi
pemerintahan, terutama kare
harus memastikan perlind ormasi dari ancaman keamanan siber

dan penyalahgunaan.

5. Transparapgi

Sistem akuntansi p@fierintahan harus mampu memberikan informasi yang akurat,

terpercaya, dan mudah diakses.

6.  Perubahan Kebijakan dan Lingkungan Eksternal
Perubahan kebijakan pemerintah atau lingkungan eksternal (misalnya

perubahan dalam kebijakan fiskal atau ekonomi) dapat mempengaruhi sistem
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akuntansi pemerintahan. Fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem dengan

perubahan ini menjadi tantangan tersendiri.

7.  Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan
Keterbatasan anggaran untuk investasi dalam teknologi informasi dan
pengelolaan keuangan sering menjadi penghalang dalam pengembangan sistem

akuntansi yang lebih baik.

8.  Auditor dan Pemeriksaan Eksternal

Keterlibatan badan pemeriksa eksternal dalam gymemyerifikasi laporan

keuangan pemerintah dapat menjadi tantangan. Koordinasi ik dengan badan

e  Peningkatan Sumber Daya ia: dalam pelatihan dan

pengembangan karyawan untuk luas/pengetahuan mereka tentang

infrastruktur

akuntansi pemeri

e  Peningkatan Transparansi dan Komunikasi: Memperkuat komunikasi dan
dialog dengan publik serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat

transparansi dan akuntabilitas.
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e  Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi
rutin terhadap sistem akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah

dengan cepat.

J.  Reformasi dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat
Reformasi dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan pusat menjadi
penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang

dapat dilakukan dalam reformasi dan pengembaggan S$istem akuntansi
pemerintahan pusat:
Langkah-Langkah Reformasi dan Pengembang
1. Evaluasi dan Analisis Kebutuhan
Langkah awal adalah melakuka eluruh terhadap sistem

akuntansi yang ada, termasuk identifika: an tantangan yang dihadapi.

Analisis kebutuhan harus menc éndalam terhadap regulasi yang

2.

3. Penguatan Pengendalian Intern

Fokus pada penguatan pengendalian intern untuk memastikan bahwa semua
transaksi keuangan diproses dengan tepat, terdokumentasi dengan baik, dan
dipantau secara efektif. Pemisahan tugas yang jelas, otorisasi yang tepat, dan

rekonsiliasi rutin harus diterapkan.
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4.  Implementasi Teknologi Informasi yang Tepat

Investasi dalam teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung sistem
akuntansi yang lebih efisien dan terintegrasi. Ini meliputi penggunaan perangkat
lunak akuntansi pemerintahan, sistem manajemen keuangan, dan alat analisis data

yang canggih.

5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Memberdayakan sumber daya manusia dengan pelatihan yang sesuai dan

pengembangan keahlian dalam akuntansi sektor publik dan pe

informasi. Karyawan harus terampil dalam meng istem baru dan

memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi

6.  Transparansi dan Komunikasi
Meningkatkan transparansi melalyi ks€s yang lebih mudah
terhadap informasi keuangan pem da publik dan pemangku

kepentingan. Komunikasi yang aikan dalam sistem akuntansi

7.

antauan dan evaluasi berkelanjutan untuk
memastikan ks 2 i entasi reformasi. Review rutin atas kinerja sistem
akuntansi”akan gfu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengatasi

8.  Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Melibatkan badan pemeriksa eksternal, auditor independen, dan organisasi
masyarakat sipil dalam proses reformasi. Kolaborasi ini akan membantu
memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional dan meningkatkan

kredibilitas laporan keuangan.
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Manfaat dari Reformasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat:
Meningkatkan Efisiensi Operasional: Dengan proses yang lebih terstruktur
dan terotomatisasi, pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan dengan lebih
efisien.

Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi: Reformasi akan meningkatkan
kemampuan untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana publik secara

transparan, yang esensial untuk membangun kepercayaan publik.

Meningkatkan Pengambilan Keputusan: Dengan sistem.#&untansi yang lebih
baik, pemerintah dapat membuat keputusan yanggdebih informasional dan
keuangan yang lebih

i kinerja keuangan
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Rangkuman

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah rangkaian prosedur, perangkat,
dan aturan yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan

melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan transparansi keuangan, memastikan akunt@bilitas, mengelola
keuangan secara efektif, mematuhi peraturan, menyajikand si keuangan yang
akurat, meningkatkan pengendalian intern, dan dar akuntansi
pemerintahan.

Landasan hukum sistem ini termasuk
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 15 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun uran lainnya yang mengatur
prinsip-prinsip akuntansi pem sis akrual, konsolidasi laporan,
penyajian wajar, konsistengi 1 epatuhan.

Prinsip-prinsip ifahan mencakup basis akrual, entitas

andalan, pengungkapan lengkap, kepatuhan

buku besar, buku pembantu, sistem pengendalian internal, prosedur akuntansi,
aplikasi perangkat lunak akuntansi, pelaporan dan evaluasi, serta audit dan
pengawasan.

Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan pengumpulan data,

pencatatan transaksi, posting ke buku besar, rekonsiliasi akun, penyesuaian,
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penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan,
pengungkapan, review dan audit internal, audit eksternal, penyampaian laporan,
evaluasi, dan tindak lanjut.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan pusat meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan meliputi transparansi,
akuntabilitas, dukungan pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

Pengendalian intern dalam sistem ini terdiri dari lingkufigan pengendalian,

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi munikasi, serta

pemantauan untuk memastikan keandalan pelaporan k

dan kepatuhan
terhadap peraturan.
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Latihan Soal

Jelaskan pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan tujuan
utamanya!

Apa saja landasan hukum yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintahan
Pusat di Indonesia?

Jelaskan prinsip-prinsip akuntansi pemerintaha: iterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan!

Apa saja komponen utama dari Sistem Akuntan$i erintahan Pusat?

Jelaskan tahapan-tahapan utama dal n laporan keuangan
pemerintah pusat!
Apa saja jenis-jenis laporan keuan, erifahan pusat yang disusun dan

fungsinya bagi entitas p
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10

AKUNTAN
KEUANGA H

Tujuan dan Capaian Pe ajar
Tujuan Pembelajara
« Memahami Kons asar Akbintansi Keuangan Daerah.

Analitis dan Evaluatif.

eterampilan Praktis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

ikdp Profesional dan Etis dalam Akuntansi Keuangan Daerah.

Capaian Pembelajaran
¢  Peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi
pemerintahan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam

pengelolaan keuangan daerah.
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«  Peserta didik mampu mengidentifikasi elemen-elemen utama dari laporan
keuangan daerah.

<  Peserta didik mampu menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

«  Peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan daerah secara

akurat dan lengkap dalam sistem akuntansi pemerintahan.
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A. Pengertian Akuntansi Daerah
Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses yang melibatkan pengumpulan,
pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang
terjadi di pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua
transaksi keuangan dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan utama Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan informasi
keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk membantu dalam

pengambilan keputusan oleh manajemen pemerintah da dan pemangku

kepentingan lainnya. Informasi ini juga berguna untuk memastikan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mendukun elolaan sumber

daya yang efektif, dan memfasilitasi evaluasi kiner;j erintah da€rah.

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 20

Undang-Undang ini me i _pengelolaan keuangan negara,

negara dan daerahs Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
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3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Ini bertujuan untuk memastikan
pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

4.  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi P

stikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan

ai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Prinsip
ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat, dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan
keuangan daerah, sehingga dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah

daerah.
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3. Keandalan

Menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Prinsip ini menuntut
agar semua data dan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah
adalah benar dan tepat waktu, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk

pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

4. Komparabilitas

Informasi dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Prinsip ini

memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melakukafi analisis tren dan
perbandingan antara satu periode dengan periode lai ntara satu entitas
dengan entitas lainnya, sehingga dapat menilai kin

keuangan secara lebih baik.

D. Siklus Akuntansi Keuangan Da
1. Pencatatan Transaksi
Proses ini melibatkan pe
dalam jurnal umum dai “SSetiap transaksi yang terjadi, baik
pemasukan maupun arus @icatat secara sistematis untuk memastikan
keakuratan dan keleng

a.  Jurnal um

Tabel 10.1
Tanggal terangan Ref Debit Kredit
01/07/2021 Pembelian
) J1 Rp10.000.000
Persediaan
01/07/2021 Kas Bank J1 Rp10.000.000
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02/07/2021 Penerimaan
12 Rp5.000.000
Pendapatan

02/07/2021 Piutang Usaha 12 Rp5.000.000

b.  Jurnal Khusus

Tabel 10.2
Jenis
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Transaksi ,{
01/07/2021 | Pembelian Pembelian
n Rp
Persediaan
01/07/2021 | Pembayaran | Kas Bank
J1 Rp10.000.000

Kas

02/07/2021 | Penerimaan | Penerimaan

.000.000

Pendapata
02/07/2021 | Piutang Piutang

2. Penggolongan Akun \/

Setelah transaksiQdicatat, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan

Rp5.000.000

transaksi tersgtit" da a n yang relevan. Penggolongan ini memudahkan

pelacakan transaksi, serta mempersiapkan data untuk

pelaporan keuangs

Tabel 10.3
AKun Tanggal | Keterangan | Ref Debit Kredit Saldo
Persediaan [01/07/2021| Pembelian
) J1 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Persediaan

251



Kas Bank [01/07/2021| Pembayaran
A Rp10.000.000 | -Rp10.000000
Kas
Pendapatan |{02/07/2021| Penerimaan
12 Rp5.000.000 Rp. 5.000.000
Pendapatan
Piutang 02/07/2021| Piutang
12 Rp5.000.000 |-Rp. 5.000.000
Usaha Usaha

3. Pelaporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan daerah, seperti Laporan
(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasi
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi tentang realisasi p

dibandingkan dengan anggaran yang telah dj

Uraian Anggaran i Selisih

Pendapatan R Rf)45.000.000 Rp5.000.000
Belanja Rp40.000%00 Rp38.000.000 Rp2.000.000
.000 Rp7.000.000 Rp3.000.000

b. Neraca
Menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu

tertentu.
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Tabel 10.5

Uraian 30/06/2021 01/07/2021
Aset Rp100.000.000 Rp105.000.000
Kewajiban Rp40.000.000 Rp42.000.000
Ekuitas Rp60.000.000 Rp63.000.000

c.  Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluarAfas selama periode

tertentu.
Tabel 10.6
Uraian umlah”
Arus Kas dari Operasi Np 2000.000
Arus Kas dari Investasi y Rp2.000.000
Arus Kas dari Pembia ” Rp1.000.000
Kenaikan/Penurunan Rp10.000.000

fMhasi tentang pendapatan dan beban operasional selama

periode tertentt

Tabel 10.7
Uraian Jumlah
Pendapatan Operasional Rp45.000.000
Beban Operasional Rp38.000.000
Surplus/Defisit Operasional Rp7.000.000
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4. Analisis dan Evaluasi

Menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dan membuat
rekomendasi perbaikan.

Contoh Analisis
1) Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan mencapai 90% dari anggaran, menunjukkan performa

yang cukup baik. Namun, ada selisih yang perlu dianalisis lebih lanjut.

2) Kinerja Belanja

Realisasi belanja mencapai 95% dari anggaran, m, j n efisiensi dalam
pengeluaran.
3) Arus Kas

Kenaikan kas menunjukkan penimgka iditas “dacrah, namun perlu

diimbangi dengan pengelolaan investas

Rekomendasi Perbaika
1) Peningkatan Pendapata
Mengidentifikagifssumber-sutaber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi

dalam penagihan

Menerap 30l yang lebih ketat untuk memastikan belanja tetap efisien

dan sesuai anggarafy’

3) Pengelolaan Kas
Meningkatkan pengelolaan kas agar dapat mendukung investasi dan

kebutuhan operasional secara optimal.
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E. Komponen Laporan Keuangan Daerah
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menunjukkan
perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan
dan belanja selama periode tertentu. Laporan ini mencakup detail mengenai
pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, belanja yang telah dilakukan,
dan surplus atau defisit yang terjadi sebagai hasil dari aktivitas keuangan selama

periode pelaporan.

Fungsi:

a. Memantau Kinerja Anggaran
LRA berfungsi sebagai alat untuk memanta ah pemerintah daerah

menjalankan anggaran sesuai dengan renc

b. Identifikasi Selisih Anggaran

LRA membantu mengidenti i (selisih) antara anggaran yang

C.

memperbaik el keuangan daerah.

2.  Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah
pada akhir periode pelaporan. Laporan ini mencakup tiga komponen utama yaitu
aset (sumber daya yang dimiliki daerah), kewajiban (utang atau kewajiban yang

harus dilunasi daerah), dan ekuitas (kekayaan bersih daerah).
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Fungsi:
a.  Menunjukkan Kekayaan Bersih
Neraca memberikan gambaran tentang kekayaan bersih daerah pada akhir

periode pelaporan.

b.  Menilai Likuiditas
Informasi aset dan kewajiban membantu dalam menilai kemampuan daerah

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

c.  Menilai Solvabilitas

Neraca juga membantu dalam menilai kemampuan tuk memenuhi

kewajiban jangka panjangnya.

d.  Menilai Kinerja Keuangan

Informasi dalam neraca berguna u: i kinerja keuangan daerah

3.  Laporan Arus Kas
Laporan Arus aliran kas masuk dan keluar selama

periode tertentu, y: ikategorikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan

hari pemepi
pembiayaan

ekuitas.

Fungsi:
a. Informasi Kemampuan Menghasilkan Kas
Laporan ini memberikan informasi tentang kemampuan daerah dalam

menghasilkan kas dari operasi utamanya.
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b. Penggunaan Kas
Menunjukkan bagaimana kas digunakan dalam berbagai aktivitas, seperti

pembelian aset, pembayaran utang, dan lain-lain.

c.  Evaluasi Kesehatan Keuangan
Laporan arus kas membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan daerah,

khususnya dalam hal likuiditas dan arus kas bersih.

4.  Laporan Operasional

Laporan Operasional menunjukkan hasil operasj merintah daerah

Pendapatan operasional mencakup pendapatan yang
pemerintah daerah, sementara beban operasi

untuk menjalankan aktivitas tersebut.

Fungsi:

a.  Gambaran Kinerja Operds

c.  Pengambilan’Keputusan
Data operasional berguna untuk pengambilan keputusan manajerial dan

strategis, serta untuk perencanaan jangka pendek dan panjang.
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5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyediakan informasi tambahan
dan penjelasan terkait laporan keuangan utama. Ini mencakup kebijakan akuntansi
yang diterapkan, rincian dan penjelasan dari pos-pos laporan keuangan, serta
informasi lainnya yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif kepada pengguna laporan keuangan.

Fungsi:

a.  Konteks Tambahan
CALK memberikan konteks yang lebih mendala untuk membantu

pengguna memahami informasi yang disajikan dala

b. Kebijakan Akuntansi

c.  Penjelasan Rinci
Menyediakan rincia ai pos-pos laporan keuangan, seperti

rincian aset, kewajib eban.

F. Sumber Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari
daerah itu sendiri, tanpa bergantung pada pemerintah pusat. PAD mencakup

beberapa komponen utama, yaitu:
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a.

Pajak Daerah
e  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di wilayah

tertentu.

e  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan

perkotaan.

e  Pajak Hotel
Pajak yang dikenakan kepada pengelola endapatan yang

diperoleh dari penyediaan akomodasi.

e  Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan kepa an atas pendapatan yang

Pajak yang dikenakan pada pengguna listrik untuk penerangan jalan di

wilayah tertentu.

e  Pajak Parkir
Pajak yang dikenakan kepada pengelola tempat parkir atas pendapatan

yang diperoleh dari jasa parkir.
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e  Pajak Air Tanah
Pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah oleh individu atau

perusahaan.

Retribusi Daerah
e  Retribusi Jasa Umum
Biaya yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

daerah kepada masyarakat, seperti retribusi kebersihan, rgtribusi pemakaian

kekayaan daerah, dan sebagainya.

. Retribusi Jasa Usaha

Biaya yang dikenakan atas penggunaa

daerah, seperti retri

trayek, dan retri

e  Keuntungan dari Investasi Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah dalam

berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, atau investasi lainnya.
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
e  Pendapatan dari Denda dan Sanksi Administratif
Pendapatan yang diperoleh dari denda atas pelanggaran peraturan daerah

dan sanksi administratif lainnya.

e  Pendapatan dari Sewa Aset Daerah
Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan aset milik pemerintah

daerah, seperti gedung, tanah, dan fasilitas lainnya.

e  Pendapatan dari Jasa Lainnya
Pendapatan dari jasa-jasa lain yang disedi erintah daerah,

seperti jasa laboratorium, jasa konsultasi, dan

2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah tran merintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mendukung péla aan desentralisasi fiskal. Dana ini

bertujuan untuk mengurangi antara pusat dan daerah serta

Besaran: D Kan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah

penduduk, luds wilayah, dan variabel lainnya.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fungsi: Dana yang diberikan dengan ikatan penggunaan tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional, seperti

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
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Jenis DAK: DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, dimana DAK Fisik digunakan
untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, sedangkan DAK Non-

Fisik digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan.

c.  Dana Bagi Hasil (DBH)
Fungsi: Dana yang dibagikan kepada daerah berdasarkan hasil dari pajak pusat
dan sumber daya alam yang diperoleh dari daerah tersebut.
Jenis DBH: DBH Pajak (seperti DBH PPh, DBH PBB) dan DBH Sumber

Daya Alam (seperti DBH Minyak Bumi, DBH Gas Bumi, BBH Pertambangan

Umum).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Selain PAD dan Dana Perimban emekint acrah juga dapat
memperoleh pendapatan dari sumber-s h, termasuk:

a. Dana Hibah

e  Hibah dari Pemerin
erintah pusat kepada daerah tanpa

mtuk proyek-proyek tertentu.

Dana yang diberikan oleh organisasi internasional, NGO, atau pihak

swasta kepada pemerintah daerah.
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untuk mendanai aktivitas ruti

Dana Darurat
. Bantuan Keuangan Darurat

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah lain dalam situasi
darurat, seperti bencana alam, untuk membantu pemerintah daerah menangani

kondisi darurat tersebut.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lain

° Bantuan Khusus

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau penferintah daerah lain

untuk tujuan khusus yang telah disepakati, seperti an infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluara dilaltkan oleh pemerintah daerah

rangka memberikan pelayanan

Pembayaran insentif dan bonus kepada pegawai yang berprestasi atau

yang bekerja di daerah dengan kondisi khusus.
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e  Jaminan Sosial Pegawai
Pembayaran kontribusi untuk program jaminan sosial bagi pegawai,

seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Belanja Barang dan Jasa
e  Pembelian Barang
Pengadaan barang yang digunakan untuk mendukung operasional

pemerintah daerah, seperti alat tulis kantor, peralatan kerjay dan bahan bakar.

e  Pembayaran Jasa
Pembayaran untuk jasa yang digunakan ol
jasa konsultasi, jasa kebersihan, jasa keaman:

acara.

Belanja Bunga

e  Pembayaran Bunga Pinjaman

Pemberian subsidi kepada penyedia layanan transportasi publik untuk

menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
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e  Subsidi Pangan
Pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan

memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

e. Hibah
e  Hibah kepada Organisasi
Pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga

pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya yang berkontribusi

dalam pembangunan daerah.

e  Hibah kepada Individu
Pemberian hibah kepada individu, bi

f.  Bantuan Sosial
e  Bantuan Langsung

Pemberian bantua

2. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja Modal mencakup:
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a. Pengadaan Aset Tetap
e  Pembelian Tanah
Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah,

rumah sakit, dan taman.

e  Pembangunan Gedung

Pembangunan gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas

publik lainnya.

e  Pengadaan Infrastruktur
Pembangunan jalan, jembatan, saluran air, tur lainnya yang

mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masy

b. Pengadaan Aset Lainnya

. Peralatan dan Mesin

Pengada

kantor lainnya

yang tidak terduga<an tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga

mencakup:
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a. Penanggulangan Bencana Alam
. Bantuan Darurat
Pemberian bantuan darurat kepada korban bencana alam, seperti gempa

bumi, banjir, dan kebakaran.

e  Pemulihan Infrastruktur
Pendanaan untuk perbaikan dan pemulihan infrastruktur yang rusak

akibat bencana alam.

b. Keperluan Mendesak Lainnya

. Situasi Darurat

Pembiayaan situasi darurat lainnya yan merlukan jfespons cepat,

seperti wabah penyakit, kerusuhan, dan keadaan @a lainnya.

e  Perubahan Kebijakan

ng mendesak dan belum

komponen utama: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah sumber-sumber dana yang diperoleh oleh
pemerintah daerah untuk mendukung pengeluaran di luar anggaran pendapatan

rutin. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan mencakup:
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Pinjaman Daerah
e  Pinjaman Dalam Negeri
Dana yang dipinjam dari lembaga keuangan dalam negeri seperti bank,

lembaga pembiayaan, atau pinjaman dari pemerintah pusat.

e  Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun,

biasanya digunakan untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek.

e  Pinjaman Jangka Panjang
Pinjaman dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun, biasanya
digunakan untuk pembiayaan proyek infra

panjang.

e  Pinjaman Luar Negeri
Dana yang dipinjam dari le n internasional atau negara

lain.

e  Pinjaman Bilatcra

Penerbitan Obligasi Daerah
e  Obligasi Pemerintah Daerah
Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk

mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor institusi.
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penerimaan pembiayaan untuk geme

e  Obligasi Jangka Pendek

Obligasi dengan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

e  Obligasi Jangka Panjang
Obligasi dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun, digunakan untuk
proyek-proyek besar dan infrastruktur.

Lain-lain Sumber Pembiayaan
e  Dana Cadangan
Penggunaan dana cadangan yang telah diakumulasikan oleh pemerintah

daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

. Transfer dari Pemerintah Pusat

Dana yang diberikan oleh pemerj usat Sebag@irbantuan atau alokasi

khusus untuk tujuan tertentu.

Pengeluaran Pembiayaa
Pengeluaran Pembiaygdan ggunaan dana yang diperoleh dari

ikewajiban keuangan pemerintah daerah.

pembayaran ufdma yang mengurangi saldo utang.

e  Pinjaman Dalam Negeri
Pembayaran pokok atas pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan

dalam negeri.
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e  Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran pokok atas pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan

internasional atau negara lain.

e  Pembayaran Bunga Pinjaman
Pembayaran bunga yang dikenakan atas pinjaman yang diterima oleh

pemerintah daerah.

e  Bunga Pinjaman Dalam Negeri
Pembayaran bunga atas pinjaman dari bank atau lgmbaga keuangan

dalam negeri.

e  Bunga Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran bunga atas pinjama ngan internasional

atau negara lain.

e  ObligastJangka Panjang

Pembayaran obligasi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
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c. Pembayaran Kewajiban Lainnya
e  Kewajiban Non-Pinjaman
Pembayaran untuk kewajiban lainnya yang tidak termasuk pinjaman,
seperti pembayaran kontrak, kewajiban komersial, atau pembayaran utang

jangka pendek yang bersifat operasional.

I. Pengendalian Intern Keuangan Daerah

Pengendalian intern keuangan daerah merupakan mekanfsme penting untuk

memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mencapai tujgan-tujuan keuangan dan

operasionalnya dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuar peraturan yang

berlaku. Pengendalian intern ini melibatkan bebe
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Audit Internal.

1. Sistem Pengendalian Intern (SPL

Struktur/Organisasi
Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pemisahan

fungsi yang mencegah konflik kepentingan.
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e  Kebijakan Sumber Daya Manusia
Proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan yang memastikan

pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan.

Penilaian Risiko
e  Identifikasi Risiko
Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan

organisasi.

. Analisis Risiko

Menilai kemungkinan dan dampak dari risiko ya ntifikasi.

e  Tindakan Mitigasi
Menentukan dan menerapka mengurangi atau

mengelola risiko.

Aktivitas Pengendalian

) Prosedur dan Keb#jak

e  Pengawasan

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas aktivitas keuangan untuk

memastikan kepatuhan dan integritas.
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Informasi dan Komunikasi
e  Sistem Informasi
Memastikan bahwa sistem informasi keuangan mampu menghasilkan

laporan yang akurat dan tepat waktu.

e  Komunikasi Internal
Menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan

kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab pengendalian.

Pemantauan

. Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap efe s pengendalian intern dan

melakukan penyesuaian jika diperlukan

e  Audit dan Review
Melibatkan audit internal dan anajemen untuk memastikan

pengendalian berfungsi s

Audit Internal
Audit Interna lah prosds pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat

Pengawasan | 2imer IP) untuk memastikan keandalan dan integritas

e  Penentuan Risiko
Mengidentifikasi area-area yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan

perhatian lebih.
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e  Rencana Audit
Menyusun rencana audit yang mencakup tujuan, lingkup, dan

metodologi yang akan digunakan.

Pelaksanaan Audit
e  Pengumpulan Data
Mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui observasi,

wawancara, dan pemeriksaan dokumen.

. Analisis dan Evaluasi

Menganalisis data yang diperoleh untuk smenit tuhan terhadap

kebijakan dan prosedur serta efektivitas penge

Pelaporan Audit
e  Laporan Temuan
Menyusun laporan yang mer: an audit, termasuk kekuatan

dan kelemahan pengend

. Rekomendasi

ntuk perbaikan dan peningkatan sistem

§1 Rekomendasi
Memastikan bahwa rekomendasi audit diimplementasikan oleh

manajemen.

e  Pemantauan Tindak Lanjut
Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi untuk

memastikan perbaikan dilakukan secara efektif.
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Rangkuman

Ringkasan mengenai "Akuntansi Keuangan Daerah" di Indonesia
menguraikan proses penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Akuntansi ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, pelaporan,

dan analisis transaksi keuangan untuk memastikan akurasi danff€rtanggungjawaban

yang tepat terhadap dana publik. Dasar hukum yang me aktik ini meliputi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta
mengawasi manajemen keuangan negara dan per an keuangan di semua
tingkatan pemerintahan. Undang-Undan,
Perbendaharaan Negara menetapkan t j anajemen dalam operasi
perbendaharaan negara, dengan fokus pa i nsparansi, dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan erintah Nomor 12 Tahun 2019
laan keuangan daerah, termasuk
dan pelaporan keuangan yang berfungsi
dan transparansi. Standar Akuntansi
itetapkan oleh Komite Standar Akuntansi
an penyusunan laporan keuangan yang konsisten dan
juan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Secara prinsipil, akuntansi keuangan daerah di Indonesia didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, transparansi, keandalan, dan komparabilitas. Prinsip
akuntabilitas menjamin bahwa dana publik dipertanggungjawabkan secara jelas dan
komprehensif melalui pelaporan yang terperinci tentang penggunaannya. Prinsip

transparansi memastikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua
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pihak terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi manajemen keuangan daerah.
Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar utama
dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan. Sementara itu,
komparabilitas memfasilitasi perbandingan informasi keuangan antar periode dan
entitas untuk menilai efektivitas dari manajemen keuangan yang dijalankan.

Siklus akuntansi keuangan daerah mencakup pencatatan transaksi, klasifikasi

akun, penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional, sertaanalisis mendalam
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Latihan Soal

Pilihan Ganda

Pengertian Akuntansi Daerah
1.

Apa tujuan utama dari Akuntansi Keuangan Daerah?

Mengurangi pengeluaran pemerintah daerah.

Memastikan semua transaksi keuangan dica urat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Menghilangkan kebutuhan akan audit ekstdin

Meningkatkan jumlah pendapat

emerintahan (SAP) ditetapkan oleh:
Presiden
Kementerian Keuangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Badan Pemeriksa Keuangan
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Prinsip Akuntansi Keuangan Daerah
4.  Prinsip yang menekankan pentingnya pelaporan yang jelas dan lengkap
mengenai bagaimana dana publik digunakan disebut:
a.  Transparansi
b. Keandalan
c.  Komparabilitas

d. Akuntabilitas

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

5. Proses pengelompokkan transaksi dalam akun-akin y van disebut:
a.  Pencatatan Transaksi

b.  Pelaporan Keuangan

c.  Penggolongan Akun

&

Analisis dan Evaluasi

Komponen Laporan Keuaggan

6. Laporan yang menunju ingan antara anggaran yang telah

Sumber Pendapatan Daerah
7. Pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di wilayah tertentu
disebut:

a.  Pajak Bumi dan Bangunan
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b. Pajak Kendaraan Bermotor
c. Pajak Hotel
d. Pajak Restoran

8.  Dana yang diberikan dengan ikatan penggunaan tertentu untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional disebut:
a. Dana Alokasi Umum
b. Dana Bagi Hasil
c.  Dana Alokasi Khusus

d. Dana Perimbangan

9. Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan ase pemerintah daerah
termasuk dalam:

a.  Retribusi Daerah

b.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Ra
Pajak Daerah

d. Lain-lain Pend:

e

d.  Dana yang diperoleh dari investasi daerah
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Tujuan dan Capaian Pembelaj

Tujuan Pembelajaran

11

AKUNTAN
KEUANG/

gambaran terkait dengan pengelolaan keuangan desa meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa
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Capaian Pembelajaran

Setelah membaca dan mempelajari book chapter ini pembaca dapat
menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengertian desa, tipe/kedudukan
desa, ruang lingkup desa, dan SOTK Pemerintahan desa terkait dengan tugas
dan fungsi aparatur desa.

Setelah membaca dan mempelajari book chapter ini pembaca dapat memiliki
pemahaman dan mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa meliputi:
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, elaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa

281



A. Akuntansi Keuangan Desa
1. Definisi Desa

Menurut definisi secara umum desa atau udik merupakan sebuah penyatuan
permukiman di area perdesaan (rural). Dalam implementasinya desa mempunyai
karakteristik yaitu: mempunyai nama, letak dan batas wilayah jelas sehingga dapat
membedakan batas desa satu dengan desa laiinnya. Hal ini dimaksudkan untuk

mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. (Indra Bastian dkk,

a.

mewujudkan kehidupan kehidupa

b.  Sutardjo Kartohadikusum;

negara yang bertuiipu pada kepentingan masyarakat di wilayahnya

Berdasarkan Auraian ahli dapat disimpulkan desa ialah masyarakat yang
berkelompok yang menempati suatu area dengan batas-batas area yang jelas yang
didalamnya terdapat aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga

pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien.
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2. Tipe/Kedudukan Desa

Tabel 11.1 Tipe/Kedudukan Desa
Tipe/Kedudukan Azas Deskripsi

Desa Adat Pengakuan Desa sebatas kesatuan

masyarakat (Self Governing

Community)

Desa Otonom Pelimpahan Desa sebatas suatu unit

Kewenangan pemerintahan lokal yang berdiri-

sendiri Government)

Desa Administratif | Delegasi Desafiebatas unit istarasi
(Loca Government)

3. Ruang Lingkup Dan Nilai-Nilai@esa
Wilayah perdesaan merupakan seb ilayal®yang dalam implementasinya

membersihkan lingkungan rumah, hingga panen tanaman padi di sawah. Nilai

gotong royong ini menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan saling

peduli antar sesama warga desa.
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2)

3)

4)

5)

Tradisi Saling Tolong Menolong: Masyarakat desa selalu siap membantu
tetangga yang membutuhkan, baik dalam hal materi maupun tenaga. Tradisi
ini tertanam kuat dalam kehidupan mereka dan menjadi bagian dari norma
sosial yang harus dipatuhi. Saling tolong menolong ini memperkuat rasa

persaudaraan dan menciptakan suasana kekeluargaan yang erat di desa.

Sistem Kekeluargaan yang Kuat: Ikatan kekeluargaan di desa sangat kuat,
bahkan seringkali dianggap lebih penting daripada hubungan individual.

rta memiliki rasa

Anggota keluarga saling mendukung dan melindungi,

tanggung jawab bersama. Sistem kekeluargaan ip i fondasi utama

ik dengan cara damai. Sikap saling menghargai ini

gha yang harmonis dan penuh rasa kekeluargaan di desa.

Sistem persaddaraan masyarakat desa merupakan nilai-nilai historis bangsa

yang dalam implementasinya seharusnya dijaga dan dilestarikan. Yang mana nilai-

nilai tersebut menjadi modal sosial membangun bangsa berkeadaban.
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4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pada saat meyelenggarakan tugas pemerintahanya. Kepala Desa akan dibantu
Perangkat Desa yang mana terdiri dari Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris
desa dan dibantu oleh staf yang mana Sekretariat Desa paling banyak terdiri dari 3
(tiga) urusan yaitu tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan dan dipimpin
oleh kepala urusan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala

Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dan

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi

Desa, 2015) Adapun struktur organisasi dapat dilihat
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EEPALA DEEA

SEERETARIAT
DESA

EEPATA
URLTSAN

EEPALA || KEFALA KEPALA
SEKSI SEKSI SEESL

pan Organisasi Pemerintahan Desa

Tugas d4 ang dimuat dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

dibawah ini:

Tabel 11.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintahan Desa

No Jabatan Uraian Tugas dan Fungsi

1 Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala

Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan

286



Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

b) Melaksanakan pembangunan.

¢) Pembinaan kemasyarakatan.

d) Pemberdayaan masyarakat. seperti  tugas
sosialisasi dan motivasi

e) Menjaga hubungan kemitr

dengan lembaga

Sekretaris Desa

Kepala Urusan

saha dan umum memiliki

melaksanakan urusan

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi
seperti melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga

pemerintahan desa lainnya.
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Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring

dan evaluasi program, serta penyusunan

laporan.

Kepala Seksi

b)

ah  pertanahan,

dan ketertiban,

epala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi

melaksanakan penyuluhan dan motivasi
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terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5 | Kepala

Kewilayahan

maupun pemb

pengelolaan keuanga

Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan

penataan dan pengelolaan wilayah.

Mengawasi pelaksanaan
wilayahnya.

Melaksanakan pe
Melakukan  up emberdayaan
jang kelancaran

pémerintahan dan

aan yahg perlu dikelola dengan baik dan benar. Adapun siklus
desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 11.2 Siklus P euangan Desa

dibawah i
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euangan Desa

n keuangan desa (BPKP, 2016)

1) Rencana PemPangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) terdapat
visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan
di semua bidang. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kepala desa dilantik.
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Adapun tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

melalui musyawadahgdesa kemudian dituangkan dalam berita acara dan sebagai

pedoman dalam ményusun RPJM desa. Selanjutnya penyusunan rancangan RPJM
Desa dan Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan. Setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa
dan rancangan RPJM Desa disepakati maka ditetapkan Peraturan Desa tentang

RPJM Desa.
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2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan turunan
dari RPJM Desa yang mana dalam hal ini disusun berdasarkan informasi dari
Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan mulai dari
pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. RKP Desa disusun pada bulan
Juli dan paling lambat bulan September tahun berjalan. Adapun tahapan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat dilihat pada gambar

dibawabh ini:

ar 11.5 Tahapan Penyusunan RKP Desa

Diawali dengan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah
desa, kemudian dilanjutkan pembentukan tim penyusun, selanjutnya pencermatan
pagu indikatif dan penyelerasan program disertai dengan pencermatan ulang RPJM

Desa, kemudian menyusun rancangan RKP Desa dan menyelenggarakan
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musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diakhiri dengan penetapan RKP
Desa.

Dokumen perencanaan tersebut berdasarkan atas dasar musyawarah desa dan
dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan. Kepala Desa
menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat

paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

pajak yang dipung@ndahara desa yaitu Pph 21,PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat
2 dan PPN serta Bea Materai. Selanjutnya tahapan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa sebgaiman diatur dalam pasal 105 PP. nomor 43 tahun 2014 dan
pelaksanaan pembiayaan desa yaitu proses penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan desa sebagaimana yang telah tercantum dalam APBDesa.
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c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa
dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh bendahara desa,
pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait laiinya. Bendahara desa wajib
melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan

ara desa dilakukan

desa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh ben
dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan dan belum meénggunakan jurnal

akuntansi.

d. Pelaporan

Prinsip akuntabilitas dan transparansi

1)

satu semester / dibandingkan dengan target/anggarannya. Adapun alur

penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa adalah sebagai berikut:
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Gambar 11.6 alur penyusunan lapokan‘fealisasi pelaksanaan APBDesa

e. Pertanggungjawaban keuangan desa
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa merupakan
laporan yang disampaikan kepada BPD setiap tahun anggaran. Laporan ini

disampaikan kepada BPD secara tertulis 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
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anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa setelah
dibahas dan di evaluasi bersama antara pemerintah desa dengan BPD selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun alur penyusunan laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa adalah

sebagai berikut:

enyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa

Penetapan peraturan desa diatas perlu dilampiri dengan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan kekayaan milik desa

dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.
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Rangkuman

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang definite, memiliki penduduk yang mempunyai potensi, sosial, budaya dan

ekonomi yang hidup dan bekerja sama, serta memiliki pemerintahan desa yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tanggany#*§endiri dan berhak

untuk memperjuangkan hak otonominya.

vk won

Adapun tahapan pengelolaan dana desa, melip
Perencanaan:Menyusun Rencana Anggaran atan dan Belanja Desa
(RAPBDes)

Pelaksanaan: Melaksanakan kegi
Penatausahaan: Mencatat transa sa secara tertib dan teratur

Pelaporan: Menyusun la
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Latihan Soal

Jelaskan definisi desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014?
Jelaskan ruang lingkup dan nilai-nilai masyarakat desa dalam hal pengelolaan

keuangan desa?

Sebutkan dan Jelaskan Uraian Tugas dan Fungsi Képala Desa menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

Sebutkan dan Jelaskan Tahapan Pengelolaan Kgtiangan De
Apakah yang dimaksud dengan Rencana Pe nan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) dalam tahapan per keuangan desa?
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12

AKUNTAN
ORGANIS BA

Memahami 1ap6ran keuangan organisasi nirlaba.

Memahami isi dan format laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan
laporan arus kas pada organisasi nirlaba.
Memahami dan menerapkan bagaimana penerapan akuntansi pada organisasi

nirlaba.
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Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan karakteristik dan ruang
lingkup organisasi nirlaba.

Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tujuan laporan keuangan
organisasi nirlaba.

Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan
organisasi nirlaba.

Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan besffuk laporan posisi

tinggi.
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A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang
sehingga menyebabkan meningkatnya transaparansi dan akuntabilitas pada
organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu
organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu yang menarik
perhatian publik untuk suatu tujuan komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal
yang bersifat mencari laba (moneter). Oleh karena itu, agar kegiatan usaha dapat
berjalan dengan baik maka perusahaan membutuhkan suatudfiformasi mengenai

perusahaan tersebut dengan baik, benar, akurat, dan memiliki§aporan keuangan

akuntansi dapat berikan informasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat

menjadi alat pengendalian yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan.
Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga
memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit
organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara

keseluruhan (Andarsari, 2016).
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Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas nirlaba
pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintahan. Organisasi nirlaba memiliki
perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi
yang berorientasi kepada profit oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan,
pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba
menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua
aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu et al., 2019) memapa

penipuan di daerah Jakarta Selatan yang oleh 2 orang p baya yang mengaku

Mereka melakukan penipuan dengan modus memint k masjid dan

adalah dokumen palsu karena yayasan t yang tercantum salah semua.
Melihat kejadian tersebut, oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab dan me uang besar tersebut untuk menjadikan

organisasi. Dengan@danya penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan krisis
kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kredibilitas
organisasi tersebut. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan yang memadai
dan sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia, yaitu PSAK No. 45
tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan suatu komponen yang

sangat penting dalam organisasi. Standar yang dibuat untuk memberikan kesetaraan
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penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dengan tujuan agar mudah dipahami,
memiliki relevansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki daya banding yang

tinggi dalam jangka panjang.

B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba
1. Ruang Lingkup Organisasi Nirlaba
Organisasi nirlaba didirikan dengan tujuan tidak mementingkan pendapatan

enurut Costa et al

suatu laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatanya.

(2014), sektor nirlaba menyatukan koperasi, asosiasi,gzperkdmpulan bersama,

sebanding dengan jumlah sumber daya . Contoh organisasi nirlaba

adalah organisasi keagamaa Sekolah, organisasi swadaya

i atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah

diberikan.

suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan
kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti
bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
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pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Ada beberapa pandangan yang berbeda antara organisasi nirlaba berbeda
dengan organisasi komersil. Jika organisasi komersil memiliki tujuan akhirnya
adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan saat melaksanakan kegiatannya
namun organisasi nirlaba tidak mementingkan adanya pendapatan atau keuntungan.
Tujuan organisasi nirlaba adalah untuk melayani publik yang mana dalam hal ini
untuk mengakses tempat umum yang diperuntukkan untuk, publik. Terdapat

perbedaan dalam pandangan donatur, pelanggan, pemerintah, @nggota organisasi

organisasi nirlaba memiliki tujuan yang tulus dala
mencapai tujuannya. Bagi para donatur/ sukarelawa
ngan organisasi ke
pengurus. Proses akuntansi bertuju erikan informasi yang

berkesinambungan hidup organisasi s berkarier karyawan. Oleh

pemerintah, orgaflisasf nirlaba wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan diharapkan dapat menyumbangkan nilai positif bagi kehidupan
ekonomi, sosial, politik dan budaya nasional. Selain itu, pentingnya laporan
keuangan sebagai bahan umpan balik kepada pemerintah. Jika suatu saat terjadi
berbagai harapan atau kepentingan yang berbenturan maka laporan keuangan dapat

memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan. Menurut Mahsun et.
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al. (2011) sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah untuk menyajikan
informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjalan dan pada saat
yang akan datang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil
keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang
didirikan oleh publik, dan sumber daya dalam pengelolaan organisasi tersebut

berasal dari publik, sehingga peruntukkannya untuk kepentingan publik (Marlinah

Organisasi Nirlaba

Didirikan untuk mewujudkan
perubahan pada individu/ komunitas.

idirikan untuk mencari keuntungan.

engfasilkan laba dalam kegiatan

Tidak menghasilkan lab

kegiatan operasinya. /\

erasinya.

Menerima kontribusi sumber dana dari
pemilik atau kreditor yang memiliki
kepentingan untuk memiliki atau
pengembelian berupa keuntungan atau

bunga.

Donatur/ pemberf dana tidak memiliki | Pemberi dana memiliki kepentingan
kepentingan terhadap organisasi. untuk memiliki atau pengembalian

dana.
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Dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (revisi

2011) dalam paragraf 01 disebutkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba yaitu

sebagai berikut:

1.

Sumber daya entititas berasal dari para penyumbang/ donatur yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding
dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menghasilkan barang dan/ jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau

suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidal€ pernah dibagikan

kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
Tidak adanya kepemilikan seperti pada organisasi bis anisasi nirlaba

dimiliki oleh publik. Dengan kata lain kepem organisasi nirlaba tidak

dapat dijual atau dialihkan.

pelaporan keuangalaaftuk pemerintah pusat dan federal AS. Di Amerika Serikat,

organisasi nirlaba sudah ada sebelum pemerintah menangani masalah sosial dan

organisasi nirlaba juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, jalan raya,

serta barang, dan jasa lainnya selama berabad-abad yang lalu sebelum adanya pajak

penghasilan (Falk, 2015).

Seluruh kegiatan organisasi nirlaba tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba,
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namun dalam prosesnya ternyata organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan
atas kinerja keuangan yang baik (surplus) karena aliran kas masuk melebihi aliran
kas keluar (Rahayu et al., 2019). Surplus ini diperlukan organisasi nirlaba untuk
memperbesar skala kegiatan pengabdian dan memperbaharui sarana organisasi
yang rusak. Namun sebaliknya apabila surplus dinikmati oleh para pengurus dalam
bentuk tantiem, gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi
pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau kenikmatan (mobil

mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), mal organisasi nirlaba

menjadi berhakikat entitas komersial. Menurut Mahsunget al.§(2011) organisasi

siapa yang dilayani, (7) apa bentuk pela

melayani. Peran akuntansi b

maka semakin i ti alan informasi atau pesan yang dihasilkan.
C. Tujuan E Keuangan Organisasi Nirlaba
Laporan keu@figan sangat berperan dalam membantu organisasi atau
perusahaan untuk mengukur kinerjanya karena dapat memberikan informasi
keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Andarsari
(2016) tujuan keuangan menurut PSAK No. 45 adalah menyediakan utama laporan

informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota

organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi
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nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 adalah sebagai

berikut (Mardiasmo, 2018):

1.

Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya,
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang
rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia

a dalam menilai

sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lai
pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbispis serta kemampuannya
untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut,
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi
sumberdaya, serta pemakai dan calon am menilai kinerja
manajer organisasi nonbisnis atas gela ng jawab pengelolaan
serta aspek kinerja lainnya.

Memberikan informasi i ya ekonomi, kewajiban, dan

dan hasil pela§dnan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan
informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan
membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran
kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi

likuiditas organisasi.
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7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam

memahami informasi keuangan yang diberikan.

Laporan keuangan dan pengungkapan memuat informasi yang digunakan
bersama dapat membantu para donatur/ penyumbang, anggota organisasi, kreditur,
dan pihak-pihak lain untuk menilai dua aspek yaitu, (1) kemampuan organisasi
untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan (2) likuiditas, fleksibilitas

keuangan, dan kebutuhan dalam pendanaan eksternal.

D. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keua (PSAK) , organisasi

nirlaba perlu menyusun setidaknya empat (4) jeni ran keuangan meliputi
laporan posisi keuangan, laporan aktivit:
laporan keuangan. Laporan tersebut dij jelasan di bawah ini yaitu
sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuanga

aset neto, hubd anta si dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan

sumber ddyatta alisanaan berbagai program atau jasa.

2.
Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai penerimaan dan

pengeluaran kas pada suatu periode.

3.  Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang tak
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terpisahkan yang berisi penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan

seperti informasi depresiasi aset, metode akuntansi yang digunakan, dan

sebagainya. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk

mengakui pendapatan dan bebannya.

PSAK No. 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4

(empat) kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan

sebagai berikut (Andarsari, 2016):

a.

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan Sumber daya yang

tersebut.
Pembatasan temporer adalah pe

pemberi sumber daya/

permanen atat temporer.
Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali.
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E. Laporan Posisi Keuangan

Organisasi nirlaba dapat melaporkan masing-masing unsur aktiva seperti
contoh kas dan setara kas; piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain;
persediaan; sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar dimuka; surat berharga
dan investasi jangka panjang; tanah, gedung, peralatan. Kas atau aktiva lain yang
telah dibatasi penggunaannya oleh penyumbang haruslah disajikan secara terpisah
dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Laporan posisi keuangan

dasarkan ada atau

menyajikan jumlah masing-masing pada akun aktiva bersih

tidaknya pembatasan oleh penyumbang yaitu terikat secarasgpermanen, terikat secara

organisasi yang tercantum dalam akte iri ta dari perjanjian kontraktual

dengan pemasok, kreditur, dam,pihak epentingan dengan organisasi

Laporan algtifita ipformasi mengenai bagaimana pengaruh transaksi
yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih serta
sumber daya dalam melaksanakan berbagai program/ jasa
organisasi. Selain'§#i, informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas dapat
membantu para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak berkepentingan
lainnya dalam (1) mengevaluasi kinerja organisasi dalam suatu periode tertentu, (2)
menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan

jasa, (3) menilai proses pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja para manajer.

Penjelasan rinci mengenai informasi yang disajikan dalam laporan aktivitas adalah
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sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

G.

Laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu
periode tertentu yang tercermin dalam aktiva bersih dalam laporan posisi
keuangan.

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih
tidak terikat.

Dana sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat,

terikat permanen, atau terikat temporer dimana tergantung pada ada tidaknya

pembatasan.

informasi me@genai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut

kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk menilai kemampuan organisasi dalam

menghasilkan kas dan setara kas serta memberikan pandangan bagi para pemakai
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untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari
berbagai organisasi. Aktivitas pada laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2
tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut ini:
1)  Aktivitas pendanaan
a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk
jangka panjang.
b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, mbangunan, dan

pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan daga abadi (endowment).

c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya jangka panjang.

2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas inv hdan aktivitas pendanaan

nonkas sumbangan berupa bangunan

H. Akuntansi Sektor Yayasan
Menurut UU No. 16 Ta n yayasan adalah badan hukum
yang kekayaannya terdiri dipisahkan dan diperuntukkan untuk

mencapai tujuan tertedtu di bi 1, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan

Dari sisi pertanggungjawabannya, dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban
bersifat vertikal dan pertanggungjawaban bersifat horizontal. Pertanggungjawaban
vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih
tinggi misalnya pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Sedangkan

pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
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kepada masyarakat luas sebagai bentuk dari proses akuntabilitas publik. Contoh
perluasan dari akuntansi sektor yayasan yaitu akuntansi rumah sakit, akuntansi
pendidikan, dan akuntansi perguruan tinggi yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Akuntansi Rumah Sakit

Akuntansi rumah sakit adalah salah satu bentuk kegiatan dari manajemen
keuangan dimana memerlukan pengendalian yang terjadwal serta diperlukan
pengawasan agar dapat memberikan data dan informasi yang mendukung dalam
pengambilan keputusan. Siklus transaksi akuntansi rumah sakitfligambarkan dalam

bagan berikut (Biduri, 2018):

Stklus Pendapatan
Siklus Sikiv - Pelaporan Lagoran
Barkcti Pengeluaran Kew, vwin Keuangan

Ekonomi
(transaksi)

Siklr < Pelaya. =n

“iklus Keuang in

21 Siklus Transaksi Akuntansi Rumah Sakit

Empat (4) laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi yaitu:
a.  Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan rumah sakit tidak memiliki perbedaan mendasar dari
proses sudut pandang penyusunan dan ilmu akuntansi jika dibandingkan dengan

laporan posisi keuangan di sektor komersial. Terdapat beberapa catatan khusus yang
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perlu diperhatikan yaitu antara lain sebagai berikut:

Kas = Jumlah kas yang tercatat di laporan posisi keuangan tidak termasuk
jumlah kas pada dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan
operasi, sebagai contoh dana pembangunan.

Piutang = Piutang dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi.
Dengan demikian, dibuat penyajian tentang “penyisihan piutang tak tertagih.
Investasi = Investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian

atau pada nilai wajar pada saat penerimaan apabila investési diterima sebagai

pemberian.
Aktiva tetap = Aktiva tetap dilaporkan an akumulasi

depresiasinya dalam Dana Umum.

Saldo dana =
saldo dang
tertentu d@ sponsor terpenuhi, dan (3) terikar permanen, hanya dikelola

dan hanya dapat digunakan hasilnya saja.

Laporan Operasi

Hasil kegiatan operasi rumah sakit dilaporkan dalam laporan operasi.

Mencakup informasi mengenai pendapatan, beban, untung dan rugi serta transaksi

lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode berjalan.
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c.  Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aktiva bersih yaitu

tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen.

d. Laporan Arus Kas
Format dari laporan arus kas rumah sakit serupa dengan yang digunakan untuk

organisasi bisnis/ entitas komersial.

2) Akuntansi Pendidikan
Akuntansi pendidikan merupakan sektor yang tidakgifoku§kan untuk meraih

profit dan melayani kepentingan publik. Pembangginan negara@jangka panjang

keputusan yang berkaitan dengan p olah. Adanya pengelolaan

akuntansi tersebut dapat meng

transaksi S@lita bulgti pencatatan.

- Tahap pengiKhtisaran = Kegiatan berupa penyusunan neraca saldo
berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian,
penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca
saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik.

- Tahap pelaporan = Kegiatan berupa penyusunan Laporan Surplus Defisit,

317



Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan yaitu terdiri laporan
posisi keuangan (hanya melaporkan gambaran posisi keuangan pada saat tanggal
neraca saja), laporan surplus defisit (menggambarkan kinerja keuangan suatu
entitas), laporan arus kas (menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode
akuntansi yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas

investasi).

3) Akuntansi Perguruan Tinggi
Menurut Biduri (2018), akuntansi perguru

pada perguruan tinggi diperoleh dari pe

Sumber dana dari pemerintah

sesuai peraturan pefindang-undangan yang berlaku.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku dan akan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
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Pemerintah akan disetujui oleh senat perguruan tinggi. Jika sudah disetujui lalu akan
diusulkan oleh Rektor/ Ketua/ Direktur melalui Menteri Pendidikan kepada Menteri
Keuangan untuk kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Perguruan Tinggi. Siklus proses akuntansi perguruan tinggi dimulai dari pencatatan
transaksi sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan pada akhir periode,

sama halnya dengan laporan keuangan operasi bisnis.

I.  Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat dikategorikansebagai organisasi

nirlaba. Dalam kegiatan operasionalnya, LSM beptipay lebih efisien,

penting dalam akhir proses pengendali i proses akuntabilitas pada

lembaga donor dan publik. LS atu faktor yang berperan dalam

& O’Dwyer (2017)gKarakteristik akuntansi LSM yang nirlaba atau non-pemerintah
dapat memberikan konteks yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita
tentang berbagai isu yang menjadi perhatian para sarjana akuntansi.

LSM menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan yang berlaku dan
diperiksa oleh peninjau organisasi dan pemberi dana. Menurut Mahsun et al (2011),

laporan keuangan LSM sebaiknya disusun atas dasar akrual dengan begitu pengaruh
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traksaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya serta dicatat dalam catatan
akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan
keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada
pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan
pembayaran kas saja tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa mendatang
serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Menurut PSAK No. 45, laporan keuangan yang dihasilkan untuk organisasi LSM

adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Lap

J. Akuntansi Partai Politik

dukungan nasional dan internasional, para sponsorship

ragu mengalirkan dana ke partai tersebut karena dinilai
3) Meminimalisir kasus-kasus keuangan yang timbul dalam partai politik agar

tidak menimbulkan preseden buruk atau kasus yang dapat menggoyangkan

legitimasi kader partai.
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Sumber dana partai politik dapat diperoleh dari iuran anggota, sumbangan
yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Partai politik harus
transparan karena telah menggunakan dana publik yang besar sehingga harus
mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan dalam bentuk penyampaian
Laporan Dana Kampanye serta laporan keuangan khusus untuk partai politik yang
harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan ke KPU serta dapat diakses
terbuka oleh publik. Laporan keuangan yang disusun akan menjadi bentuk

akuntabilitas atas dana-dana publik yang telah organisasi gunakan sebagai bentuk

compliance (kepatuhan) terhadap ketentuan Undang-Undang N@. 31 Tahun 2002.

dengan akuntansi keuangan partai politik adalah over substance, bukan
substance over form. Berdasarkan ketentu
politik harus mencatat transaksi keuan an’ketentuan yang dibuat

oleh KPU, tetapi jika ada hal-hal yang b dalam ketentuan KPU maka

partai politik yas@idapa dalam dua pihak yaitu pihak internal dan pihak
eksternal. al yaitu ketua partai politik dan para staf. Mereka
menggunakan st untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan
yang dicapai dalaf@usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan
koreksi yang diperlukan. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari donatur, pemasok,
dan konstituen/ basis masa. Mereka menggunakan akuntansi sebagai informasi
keuangan mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik dalam menjalankan
program-programnya. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat

mendapatkan simpati besar yang positif dari masyarakat. Akuntansi dalam
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organisasi nirlaba diklasifikasikan ke dalam tiga (3) sektor yaitu akuntansi sektor
yayasan, akuntansi sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akuntansi

sektor partai politik.
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Rangkuman

Terdapat perbedaan mendasar antara organisasi nirlaba dengan organisasi
komersial yaitu organisasi nirlaba didirikan oleh publik dan sumber daya dalam
pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik serta tidak bertujuan untuk

K No. 45 telah

memperoleh keuntungan atau menghasilkan laba. Dalam

nirlaba ditandai

meliputi laporan posisi keuangan, lapo i ran arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan. Terdapat perb poran keuangan organisasi

nirlaba dengan laporan keuang

formasi-informasi yang diperlukan sehubungan dengan
laporan keuangs gya serta kegiatan tertentu yang diadakan oleh organisasi.
Dalam penyusunaff’ laporan keuangan, organisasi nirlaba perlu menyesuaikan
dengan karakteristik organisasinya namun tetap mengacu kepada prinsip akuntansi
berterima umum yang berlaku di Indonesia. Akuntansi organisasi nirlaba dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga (3) sektor yaitu akuntansi sektor yayasan, akuntansi

sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akuntansi sektor partai politik.
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wok v

Latihan Soal

Jelaskan perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis!
Jelaskan tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba!

Jelaskan tujuan laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan!

Mengapa laporan keuangan organisasi LSM sebaiknya
Jelaskan manfaat bagi sektor partai politik apabila Jdporantkeuangan mereka

disusun dengan baik!
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KONSEP
OTONOMI

Tujuan dan Capaian Pe

Tujuan Pembelajara

euangan Daerah.

Kewenangan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik.

Capaian Pembelajaran

«  Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari otonomi daerah serta

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

«  Mabhasiswa dapat menganalisis dampak otonomi daerah terhadap efisiensi dan

efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
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« Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengusulkan kebijakan untuk
mengatasi tantangan dalam implementasi otonomi daerah.
*  Mahasiswa memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
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A. Pendahuluan
Otonomi daerah adalah konsep penting dalam tata kelola pemerintahan yang
memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam
konteks akuntansi sektor publik, otonomi daerah memiliki implikasi signifikan
terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas
pemerintah daerah.
1. Konsep Dasar Otonomi Daerah

a) Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undanga ini bertujuan untuk

pemerintahan serta

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang
lebih efektif dan efisien.

e  Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

e  Memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di tingkat lokal.

e  Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah.
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3. Manfaat Otonomi Daerah
Otonomi daerah memberikan sejumlah manfaat penting dalam pengelolaan
keuangan dan akuntansi sektor publik. Berikut adalah beberapa manfaat utama:
a) Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan
e  Pengelolaan Anggaran yang Lebih Responsif
Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat
merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan tepat. Hal ini

memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efektif sesd@ai dengan prioritas

dan kebutuhan masyarakat setempat.

e  Peningkatan Pengawasan dan Akunta

Desentralisasi memberikan kesempatan asyarakat untuk lebih

b)

mber daya lokal. Ini dapat meningkatkan

) melalui pengembangan ekonomi lokal dan

. daydan Ekonomi Lokal

Dengan/kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil
dan menengah (UKM) serta industri lokal, yang pada gilirannya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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)

d)

e)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
e  Pelayanan yang Lebih Cepat dan Tepat

Pemerintah daerah yang otonom memiliki fleksibilitas untuk
menyesuaikan layanan publik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini
dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

e  Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemeritah daerah untuk
mencoba pendekatan baru dan inovatif dalam me i elayanan kepada

masyarakat, yang dapat meningkatkan efisiensi

Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarak
e  Partisipasi Aktif Masyarak

Desentralisasi memungkink asyarakat untuk lebih terlibat dalam
proses pengambilan keputuysan di tihg al. Partisipasi aktif masyarakat

dalam perencanaan dad pe ngg@aran dapat meningkatkan kualitas

ndorong penguatan lembaga-lembaga lokal,

akilan rakyat daecrah (DPRD) dan organisasi masyarakat

representatif.

Pengurangan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
e Kemandirian Fiskal Daerah
Dengan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan sendiri,

daerah dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah
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pusat. Ini mendorong daerah untuk lebih mandiri secara fiskal dan

mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

e  Penguatan Otonomi Keuangan

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang
dan mengimplementasikan kebijakan keuangan yang sesuai dengan kondisi
lokal, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan kemandirian keuangan

daerah.

4. Implikasi Otonomi Daerah dalam Akuntansi Se
a) Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah d untuk mengelola sumber
daya keuangan mereka sendiri. Ini termasuk

anggaran, dan pengalokasian dana

enyampaikan laporan keuangan secara periodik.

s mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat

daerah harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

¢) AkKkuntabilitas Pemerintah Daerah
Otonomi daerah meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap
masyarakat dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Mekanisme
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pengawasan dan audit, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting
dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

d) Pengaruh Terhadap Pembangunan Daerah
Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan,
pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merancang dan melaksanakan

program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah

masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong

pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

5. Tantangan dalam Implementasi Otonomi D
a) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama dal i i otonomi daerah adalah
keterbatasan kapasitas sumber daya m: ia di t lokal. Pemerintah daerah

sering menghadapi kesulitan

b) Transparansi

memastikan
dilakukan seca 0tin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi

penyimpangan.

¢) Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat
Implementasi otonomi daerah harus tetap sinkron dengan kebijakan dan
program pemerintah pusat. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan

daerah diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang harmonis.
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b)

)

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik

Prinsip Desentralisasi

e  Pengertian: Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan.

e Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah memiliki wewenang

untuk menyusun anggaran, mengelola sumber daya keuangan, dan

melaporkan keuangan secara mandiri. Akuntansi diingkat daerah harus

disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan standaf akuntansi nasional.

Prinsip Demokrasi
e  Pengertian: Pemerintah daerah harus mg&lib@kan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan,
e Implikasi dalam Akuntans nggaran dan pelaporan
keuangan harus dilakukan isipatif, dengan melibatkan

masyarakat dan ntidgan lainnya. Transparansi dalam

atas

t dalam Akuntansi: Laporan keuangan daerah harus disusun
secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mekanisme audit, baik internal maupun eksternal, diperlukan untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan

peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
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d) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

e  Pengertian: Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan
memaksimalkan hasil yang diperoleh dari sumber daya yang tersedia.

e Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah harus menyusun
anggaran dan mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip
efisiensi dan efektivitas. Setiap pengeluaran harus diukur berdasarkan
manfaat yang diperoleh, dan penggunaan sumber daya harus

dioptimalkan.

e) Prinsip Transparansi

e  Pengertian: Informasi mengenai pengel aerah harus

tersedia dan dapat diakses oleh publik.

Implikasi dalam Akuntansi: L an daerah harus disusun

memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan

hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menghindari penyimpangan

dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar.
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2

jawab yang dimiliki oleh pemerintah dae

Prinsip Kemandirian

Pengertian: Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya
keuangan secara mandiri.

Implikasi dalam Akuntansi: Pemerintah daerah harus mengembangkan
kapasitas untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam
penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan, dan pelaporan

keuangan. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan akan

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaaff keuangan daerah.

Kewenangan daerah dalam akuntansi sektor p adalah hak dan tanggung

efektivitas penyelenggaraan

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran harus disusun
secara transparan dan akuntabel untuk mencerminkan prioritas

pembangunan daerah.

334



b) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola berbagai
sumber pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dana
transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya.

Implikasi: Pendapatan daerah harus dikelola dengan efektif dan efisien.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pemungutan
pendapatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

melibatkan mekanisme pengawasan yang ketat.

¢) Pengelolaan Belanja Daerah

d)

Deskripsi: Pemerintah daerah bertang jawab ui mengelola

belanja daerah yang mencakup belanja op&raStenal, belanja modal, dan
belanja lainnya.

Implikasi: Pengelolaan bela dlakukah dengan prinsip efisiensi

keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu menyusun

inventarisasi aset, melakukan pemeliharaan rutin, dan memastikan

bahwa aset digunakan secara optimal.
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e)

g)

h)

Pelaporan Keuangan Daerah

Audit dan Pengawasan Keuangan

Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan daerah secara berkala.

Implikasi: Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah dan mencerminkan kondisi keuangan daerah
secara akurat dan transparan. Pelaporan keuangan yang baik akan

meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Deskripsi: Pemerintah daerah memiliki k untuk mengatur
mekanisme audit dan pengawasan keuan
Implikasi: Audit internal dilakukan memastikan bahwa

pengelolaan keuangan daerah

kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut.

Implementasi Teknologi Informasi

Deskripsi: Pemerintah daerah berwenang untuk mengimplementasikan

teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
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e  Implikasi: Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi
keuangan daerah (SIKD) harus dikembangkan dan digunakan untuk

memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

C. Struktur Pemerintahan Daerah dalam Akuntansi Sektor Publik
Struktur pemerintahan daerah dalam akuntansi sektor publik merupakan

rerangka organisasi yang mengatur dan mengelola keuangan déerah secara efektif

dan efisien. Struktur ini mencakup berbagai tingkat pemerintalan dan unit kerja
yang berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan ggaran daerah.
Pemahaman tentang struktur ini penting untuk m pengelolaan
keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-pri ansi dan peraturan

yang berlaku.

Struktur Pemerintahan Daerah

1. Pemerintah Daerah Ting

dan pengelolaan keuangan.

c.  Sekretagiat” Daerah (Setda): mengkoordinasikan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Terdiri dari beberapa bagian
seperti:

e  Bagian Keuangan
e  Bagian Perencanaan

e  Bagian Pengawasan
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): mengelola
keuangan dan aset daerah, termasuk penyusunan laporan keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi: Lembaga legislatif
yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengesahan

anggaran daerah.

Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

a.

pelaksanaan kebijakan keua

e  Bagian Keuangan

anggaran daerah di tingkat kabupaten/kota.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

e  Deskripsi: Unit kerja di bawah pemerintahan daerah yang memiliki
tanggung jawab spesifik dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan
bidang tugasnya.

° Contoh: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum,
dan lain-lain.

e  Tugas dan Fungsi: Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan

program kerja, melaksanakan anggaran yang h disetujui, serta
menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan Jepadatkepala daerah dan

DPRD.

Inspektorat Daerah
e  Deskripsi: Lembaga pengawas ang Dbertugas untuk

mengawasi pelaksanaan pen ngan daerah.

Fungsi: Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan,
melakukan pemungutan pajak dan retribusi, serta memastikan bahwa

pendapatan daerah dikelola dengan efektif dan efisien.
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6.  Unit Pengelola Aset Daerah
e  Deskripsi: Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah.
e  Tugas dan Fungsi: Melakukan inventarisasi aset, pemeliharaan, serta
pengawasan penggunaan aset daerah untuk memastikan keberlanjutan

pelayanan publik.

daerah:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a) Pajak Daerah

Pungutan wajib yang dilakukan ol

perundang-undangan, seperti paj

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan atau pemanfaatan aset

daerah, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil sewa

aset daerah.
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d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan,
seperti pendapatan dari jasa giro, hasil penjualan aset daerah, dan pendapatan dari

kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Dana Perimbangan
a) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan uthum pemerintahan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DA dengan tujuan

untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat d

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana yang bersumber dari APB i an kepada daerah untuk

kehutanan, perikaflangdan pajak penghasilan.
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3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a) Pendapatan Hibah

Bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diterima oleh pemerintah daerah
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga atau organisasi

internasional, dan pihak swasta tanpa ikatan yang mengikat.

b) Pendapatan dari Kerja Sama Antar Daerah

Pendapatan yang diperoleh dari kerja sama antar pemerintah daerah dalam

¢) Pendapatan dari Sumber Lain yang Diatu
undangan

Sumber pendapatan lain yang s n “peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti pend darNdenda administrasi, penjualan

barang milik daerah yang tidak dj apatan dari pengelolaan limbah.

E. Evaluasi dan Pengawasan O mi Daerah dalam Akuntansi Sektor
Publik

Evaluasi

en sangotonomi daerah adalah aspek kritis dalam
memastikagfbahwa pefielolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-
prinsip akunta@ilitas, tmnsparansi, dan efisiensi. Berikut adalah beberapa aspek
penting dari evald

publik:

dan pengawasan otonomi daerah dalam akuntansi sektor

1. Evaluasi Otonomi Daerah
a) Kinerja Keuangan Daerah
Evaluasi dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah, termasuk pendapatan

asli daerah (PAD), efektivitas pengelolaan anggaran, dan rasio belanja terhadap
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pendapatan. Indikator kinerja keuangan ini membantu mengukur sejauh mana

daerah mampu mengelola keuangan secara mandiri dan efisien.

b) Penggunaan Dana Perimbangan

Evaluasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana perimbangan yang
diterima dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya adalah memastikan dana tersebut digunakan

sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

¢) Kualitas Layanan Publik

Evaluasi terhadap kualitas layanan publik yan leh pemerintah
daerah, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ministrasi. Ini
melibatkan penilaian terhadap tingkat kepuasan akat dan efektivitas

program-program yang dijalankan.

2. Pengawasan Otonomi Daerah

a) Internal Audit

memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar untuk perbaikan

pengelolaan keuangan daerah.
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¢) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK mengawasi dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di tingkat
daerah. KPK berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan

daerah bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Mekanisme Pengawasan Masyarakat
a) Transparansi dan Partisipasi Publik
Pemerintah daerah diharuskan untuk menginformasikan dan melibatkan

masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran.

4. Penguatan Kapasitas Pengawasan

a) Pelatihan dan Pendidikan

Meningkatkan kapasitas aparatur pengawas internal melalui pelatihan dan

pendidikan mengenai teknik-teknik audit dan pengawasan terbaru. Ini penting untuk
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memastikan bahwa pengawas memiliki kemampuan yang memadai dalam

menjalankan tugasnya.

b) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD)
Implementasi SIPKD yang terintegrasi untuk memfasilitasi proses
pengawasan dan pelaporan keuangan secara real-time. Sistem ini membantu dalam

mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
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Rangkuman

Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam tata kelola yang
memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola

urusan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Di Indonesia, otonomi daerah diatur Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeggh. Undang-undang ini
memberikan dasar hukum bagi pembagian wewena intah pusat dan
daerah serta menetapkan mekanisme pengelolaan ke

Otonomi daerah memiliki implikasi si

daerah untuk mengdpai tujuan pembangunan nasional yang harmonis. Meskipun
demikian, otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ekonomi lokal, dan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan dan

potensi lokal.
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Latihan Soal

Jelaskan perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta contoh

masing-masing!

Apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam konteks

dalam akuntansi sekt
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Tujuan dan Capaian Pemb

14

REGULASI AKUNJANSI
SEKTOR

Mahasiswa dapat ahamifkonsep dasar akuntansi sektor publik, termasuk
kuntansi berbasis kas dan berbasis akrual.

MahasisWa 'mengaplikasikan standar akuntansi berbasis akrual, seperti
IPSAS (Intefiatiénal Publik Sector Accounting Standards), dalam penyusunan
laporan keuangan sektor publik.

Memahami dampak implementasi akuntansi akrual terhadap transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan entitas publik.

Mahasiswa dapat mengevaluasi kebutuhan dan tantangan dalam transisi dari

akuntansi kas ke akuntansi akrual di berbagai konteks negara.
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7
0.0

Membandingkan dan mengontraskan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik
dengan akuntansi sektor swasta, termasuk penggunaan nilai wajar dan evaluasi

aset.

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik,
termasuk penyesuaian untuk kinerja keuangan dan posisi keuangan.

Mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standatr akuntansi sektor

publik yang berlaku, dengan memperhatikan aspek nilai Wajar dan evaluasi
aset.

Mahasiswa mampu menganalisis dampak i

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dan an kebijakan di entitas
sektor publik.

Dapat mengidentifikasi dan m tantangan dalam penerapan
akuntansi akrual di berbagai nega emberikan solusi yang dapat
diterapkan.

Mampu membandingk -prinsip akuntansi sektor publik dengan

praktik akunt , serta menganalisis kelebihan dan

kekuranga yang berbeda.
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Standar Akuntansi Sektor Publik

Sebelumnya pemerintah tidak memiliki standar akuntansi internasional yang
ditujukan untuk penyajian laporan keuangan dan hasil anggaran yang seragam.
Berbagai pemerintah mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan
anggaran mereka dari titik awal mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beragamnya
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sektor public. Meskipun demikian, ciri
umum dalam menyiapkan akun adalah pembukuan berbasis kas atau berbasis kas

yang dimodifikasi. Pemerintah telah menekankan pengendélian moneter dan

anggaran serta penyajian perhitungan hasil anggaran aljh-alihipenyajian kinerja
keuangan (laba rugi) dan posisi keuangan (Monsen,
Situasinya kemudian berubah secara signifi

Management (NPM) telah menyebabkan pe

posisi keuangan. Sejak tahun 2000 IFA ilis standar akuntansi berbasis

akrual sektor publik internasio emua entitas sektor publik baik

(International Publik Sector A 1 tandards Board) dari IFAC adalah untuk
melayani kepenti engan mengembangkan standar akuntansi

berkualitas tinggi

nilai wajar dan aset serta liabilitas (pendekatan neraca) atau biaya historis dan
laporan laba rugi (pendekatan pendapatan-biaya) (Hintz, 2007, 328-330). IPSASB
yakin ketika mulai merilis standar bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah sama
untuk sektor publik dan sektor swasta. Oleh karena itu, IPSASB memilih standar

IAS/TFRS sebagai dasar untuk standar sektor publik (Christiaens et al., 2010, 540).
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Satu elemen penting lebih lanjut adalah bahwa IAS/IFRS sangat bergantung pada
konsep dan pengukuran yang berasal dari akuntansi nilai wajar dan pendekatan
neraca. Titik awal ini menyebabkan masalah dalam identifikasi, pengukuran, dan
evaluasi aset dan kewajiban di sektor publik. Isu - isu yang bermasalah terkait
dengan karakteristik barang publik (Musgrave dan Musgrave, 1988), monumen
publik, aset warisan, aset infrastruktur, dan aset komunitas, yang jarang memiliki
pasar likuid dan nilai pasar yang dapat ditoleransi serta menguntungkan masyarakat
luas dan bukan pemiliknya (entitas publik) (Pallot, 1992 ; Bartéh, 2005; Lapsley et
al ., 2009).

Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasi SB) menyoroti

menyimpan catatafaset dan liabilitas yang lengkap untuk memfasilitasi kontrol
manajemen dan membantu manajer membandingkan biaya-manfaat dalam
memberikan layanan (Brusca, Caperchione, Cohen, & Manes-Rossi, 2018).
Pendapat yang muncul adalah basis akrual lebih baik daripada basis kas dalam
hal menyediakan informasi yang lebih relevan; misalnya, Bank Dunia (2004)

menegaskan bahwa IPSAS dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan
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keterbandingan pelaporan keuangan pemerintah. Lebih jauh, IPSAS menyediakan
sistem pelaporan keuangan yang lebih kuat dan berguna dalam reformasi sektor
publik. Demikian pula, Mhaka (2014) mendesak pemerintah untuk mengadopsi
IPSAS guna meningkatkan pelaporan keuangan entitas publik di Zimbabwe. Ia
berpendapat bahwa adopsi tersebut akan membantu entitas publik mengelola utang
internal dan eksternal serta meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap
kinerja pemerintah. Untuk mencapai manfaat ini, Yordania mengadopsi IPSAS pada

tahun 2016 (ACCA, 2018) dan berencana untuk mengadopsi peufiith pada tahun 2020

dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan entitas
sektor publik. AlZubi (2015) mengklaim bahwa m mengadopsi
IPSAS secara penuh. Ia menyoroti perlunya lebih b

akuntansi kas ke aintansi akrual (Lapsley et al., 2009 ; Mellett & Ryan, 2008).
Oleh karena itu, perdebatan tentang perlunya seperangkat standar akuntansi global
di sektor publik berpusat pada argumen akuntansi kas versus akuntansi akrual.
Pendukung akuntansi akrual berpendapat bahwa akuntansi akrual memenuhi
tuntutan demokratis masyarakat akan transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas

yang lebih besar, sementara pemantauan kepatuhan hukum dan pengambilan
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keputusan administratif adalah satu-satunya manfaat nyata dari sistem akuntansi kas
(Pina et al., 2009).

Proses konvergensi IPSAS di suatu negara yang diawali oleh transisi dari
sistem akuntansi kas ke sistem akuntansi akrual sering kali menyaksikan
manifestasi argumen-argumen ini dalam berbagai bentuk negosiasi. India
mengawali proses pengambilan keputusan untuk reformasi akuntansi akrual yang
pada akhirnya bertujuan untuk konvergensi IPSAS di sektor publik sejak tahun 2002

sebagai respons terhadap beberapa skandal politik b (Adukia, 2012 ;

GASAB, 2004). Dua puluh satu dari 29 provinsi di negara tersebut memulai uji coba
penerapan sistem akuntansi akrual di pemerintah daegah untu

(GASAB, 2011).

apai tujuan ini.

menganalisis refor
akuntansi  di
Oulasvirta
Oulasvirta, 20% pak faktor sosial, ekonomi, politik, dan birokrasi terhadap
implementasi ak®fansi akrual di sektor publik (Adhikari & Garseth-
Nesbakk, 2016 ; Hopper et al., 2017 ; Komori & Humphrey, 2000 ; Ouda, 2004 ;
Wickramasinghe et al., 2004 ), kesenjangan antara target implementasi dan

pencapaian (Hyndman & Connolly, 2011 ; Lapsley et al., 2009 ) serta tantangan dan

solusi seperti rerangka kerja implementasi adalah beberapa isu utama yang
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dieksplorasi dalam literatur yang ada (Adhikari & Garseth-Nesbakk, 2016 ;
Ouda, 2004 , 2011).

Sumber tekanan pada proses pengambilan Keputusan

Faktor-faktor lokal yang memengaruhi evolusi praktik akuntansi nasional
telah banyak dibahas dan diperdebatkan (Lassou & Hopper, 2016 ; Patel, 2004 ; Wu
& Patel, 2015). Pengaruh-pengaruh ini disalurkan melalui pengaturan kelembagaan

yang sudah ada sebelumnya di dalam negeri, yang mengarah pafla permintaan yang

reformasi akuntansi akrual di sektor publik, deinsti

yang sama pentingnya dalam konteks _lokal & Hopper, 2016 ;

Oulasvirta, 2014).  Deinstitusionalisasi sejauh  mana
pelembagaan ide-ide tersebut. Resiste t terhadap deinstitusionalisasi

praktik akuntansi yang berakar embagaan reformasi akuntansi

praktik yang ada (A#ftipova & Bourmistrov, 2013 ; Wu & Patel, 2015).

Sementara tekanan politik bermula dari aktor-aktor yang kuat dari dalam atau
luar arena lokal yang didorong oleh kepentingan tertentu, tekanan fungsional dapat
terjadi karena ketidakcukupan teknis dan ekonomi dari sistem yang ada (Baskerville
& Grossi, 2019 ; Oliver, 1991). Tekanan sosial sering terjadi karena fragmentasi

lingkungan organisasi yang ada karena menurunnya konsensus mengenai aturan
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normatif dan kelembagaan di antara para anggota. Situasi seperti itu menyebabkan
deinstitusionalisasi parsial dari praktik-praktik yang ada diikuti oleh upaya untuk
melembagakan praktik-praktik yang berhasil diterapkan untuk menyelesaikan
masalah serupa di negara-negara lain (Djelic & Quack, 2008 ; Lassou &
Hopper, 2016).

Tekanan politik, sosial, dan fungsional yang mendorong pelembagaan dan

deinstitusionalisasi reformasi sektor publik sering kali saling terkait (Djelic &

reformasi NPM (Christiaens et al., 2015 ; Nye, 1 : 9). Tuntutan

publik berikutnya untuk akuntabilitas negara yang lebi enunjukkan adanya

terhadap tuntutan tersebut, yang di alui perubahan kelembagaan

berikutnya yang diberlakukan ada agensinya adalah contoh

sebagai simbol leg

& Patel, 2020).

asi (Djelic & Quack, 2008 ; Palmer et al., 1993 ; Tsunogaya

Pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan revisi menyeluruh
terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia dan mengkodifikasikannya dalam buku
Standar Akuntansi Keuangan yang mulai diselaraskan dengan standar akuntan

keuangan internasional (Imawan et al., 2020). Perubahan nama dari Prinsip

355



Akuntansi Indonesia menjadi Standar Akuntansi Indonesia dilakukan dengan
pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar
penyusunan standar sedangkan standar lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai
dengan dinamika bisnis. Atas perubahan nama tersebut, komite Prinsip Akuntansi
Indonesia kemudian juga bekerja sama dengan komite Standar Akuntansi Indonesia
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Sebagai tindak lanjut dari salah satu poin kesepakatan Anggota G-20 pada

tahun 2009, Ikatan Akuntansi Indonesia telah mencanangkandpenerapan program

berlaku efektif per'2012 dan yang belum berlaku efektif per 2012. SAK per 1 Juni

2012 juga dilengkapi dengan Buletin Teknis (Bultek) yang merupakan salah satu
produk yang diterbitkan oleh DSAK IAI namun bukan merupakan bagian dari
standar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Dalam rangka mengimbangi perkembangan standar akuntansi global yang

sangat progresif, fase kedua konvergensi dilanjutkan pada tahun 2013 dan 2014.
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Terhitung mulai 1 Januari 2015, SAK Indonesia secara umum telah konvergen
dengan Standar IFRS yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2022).

SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari produk-produk yang
berbasis pada Standar IFRS seperti PSAK dan ISAK baru, revisi, amandemen dan
yang telah melalui proses penyesuaian. SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2017
menambahkan PSAK/ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70: Akuntansi Aset dan

Kewajiban untuk Pengampunan Pajak, ISAK 30: Biaya, dan K 31: Interpretasi

Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. SAK ya ku efektif per 1
Januari 2017.
Pada tanggal 1 Januari 2018 ditambahkan PSA K baru yditu PSAK 69:
Pertanian. Selain itu, SAK yang berl

Kas, PSAK 13: Properti Investasi, “MAset Tetap, PSAK 46: Pajak
Penghasilan, dan PSAK 53: Pe is,Saham. Sementara itu, beberapa
PSAK yang tunduk pada nan, yaitu PSAK 15: Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Vi PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan

Entitas Berorientas@Nirlaba dan ISAK 36: Interpretasi Interaksi Antar Ketentuan
Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa (Ikatan

Akuntan Indonesia, 2022).
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Pengaturan Standar Akuntansi Sektor Publik Indonesia

Pemerintah Indonesia memulai reformasi sektor publik setelah krisis mata
uang Asia pada tahun 1998. Reformasi ini bertujuan untuk mengembangkan
rerangka hukum, yang sebelum krisis mata uang tidak efektif dalam mengatur
sistem administrasi keuangan di sektor publik di Indonesia. Sistem ini merupakan
warisan dari peraturan kolonial Belanda: (1) Indische Comptabiliteitswet Stbl. 1925
Nomor 448; (2) Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936
Nomor 445; (3) Reglement voor het Administratief Beheew(RAB) Stbl. 1933

Nomor 381. Meskipun Indonesia merdeka dari Belanda pada tahin 1945, beberapa

pengklasifikasian, penganalisisan, dan penyusunan laporan keuangan suatu
organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang
memerlukannya.  Akuntansi  sektor  publik  digunakan sebagai alat
pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat, sehingga pengelolaan

keuangan menjadi lebih transparan. Contoh organisasi publik seperti masjid, rumah
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sakit, puskesmas, universitas/sekolah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat
hingga pemerintah pusat. Standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan
suatu pedoman atau rerangka kerja yang menjadi dasar bagi berjalannya tahapan
siklus akuntansi sektor publik yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran,
pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. Di Indonesia,
standar akuntansi yang selama ini digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan,
Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Profesi Akuntan Publik, dan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar-standar tersebut meufipakan acuan yang

telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang kompetenidan berwenang di
bidang terkait (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).
Sektor publik saat ini tengah menghadapi tekan

dengan mempertimbangkan biaya ekonomi

dengan penerapan dan perlakuan akunt i ublik. Ranah publik sendiri

memiliki wilayah yang lebih luagdan ko ibandingkan dengan sektor privat.

upaya menghasilka@ barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi kebutuhan
dan hak publik (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis layanan
publik, seperti layanan komunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, transportasi

publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas-tugas tertentu keberadaan sektor
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publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi
pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik beberapa kali
berbeda dengan akuntansi di sektor swasta. Sistem akuntansi yang dirancang dan
digunakan dengan baik akan memastikan bahwa prinsip-prinsip penatalayanan dan
akuntabilitas dijalankan dengan baik. Pemerintah atau satuan kerja pemerintah
perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana
pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut seharusnya
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalali teori dan teknik
akuntansi sektor publik (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020);

1. Akuntansi Anggaran

2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4.  AKuntansi Kas
5. Akuntansi Akrual

Fokus akuntansi sektor lah peryediaan laporan keuangan kepada
pihak eksternal organisasi: alitasMaporan keuangan sektor publik sangat
penting bagi mereka oran keuangan sebagai dasar pengambilan
keputusan ekonomi, so dan pglitik. Masing-masing teknik akuntansi tersebut

gan, dan sebenarnya kelima teknik tersebut tidak
atu teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan
sederhana serta B digunakan adalah akuntansi kas. Namun seiring dengan
reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas ke sistem
akuntansi akrual atau modified accruals (Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020).

Tujuan pengaturan Akuntansi Sektor Publik di era reformasi adalah untuk

mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Bentuk reformasi yang ada antara lain (Nurfadhilahyani, 2022):
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1.  Penataan peraturan perundang-undangan
Penataan kelembagaan

Penataan sistem pengelolaan keuangan negara di daerah

B

Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia tengah mengalami perkembangan
yang signifikan, salah satunya ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-
undangan yang mengatur penerapan akuntansi sektor publik khususnya di
pemerintahan. Pengembangan akuntansi sektor publik meliputi bidang konsentrasi
(Majid, 2019):

1.  Akuntansi Keuangan

2. Akuntansi manajemen

3. Inspeksi

Dasar Republik Indonesi
daerah dinyatakan be

un 1999 mengenai Pemerintah Daerah, otonomi

pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah

s membenahi diri karena disadari terdapat banyak aspek yang
masih menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan perundangundangan yang
berlaku dan sering memunculkan banyak kerancuan. Untuk itu, dikeluarkan

Undnag-Undang berikut ini :
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1)  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU ini adalah bentuk perubahan dan penyempurnaan terhadap UU Nomor 22
Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang Undang ini mengatur mengenai
pokok pokok tentang “(a) pembentukan daerah dan kawasan khusus,(b) pemabgian
urusan pemerintah, (c¢) pemerintah daerah,(d) perangkat daerah, (e) keuangan
daerah, (f) peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, (g) kepegawaian daerah,
(h) pembinaan dan pengawasan, serta (i) desa”.

Jika dilihat mengenai pertanggungjawaban dan akuntabifitas keuangan, UU

ini beriringan dengan UU 17/2003, dimana dalam UU tentang Keuangan Negara

ditegaskan bahwa Sebagian besar dari kekuasaan pemeri alah kekuasan

pembagian keuapgan an pemgrtintah pusat dan daerah yang dilakukan secara
adil, proporgi insparan dengan memperhatikan segala aspek yang menjadi

kebutuh daera

Kebijakan Regulasi Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Terhadap Praktik
Bisnis Korporasi Di Indonesia

Larangan terhadap monopoli dan praktik anti-persaingan merupakan
komponen krusial dalam hukum persaingan usaha, khususnya dalam rerangka

hukum Indonesia yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk memastikan persaingan yang adil
dan schat di pasar, yang esensial untuk inovasi, efisiensi, peningkatan kualitas
produk atau layanan, dan kesejahteraan konsumen.8Monopoli terjadi ketika satu
entitas mendominasi pasar tertentu, hingga menghilangkan persaingan efektif.
Hal ini bisa berdampak negatif, seperti harga yang tinggi, kualitas yang rendah, dan
inovasi yang terhambat. Sementara itu, praktik anti-persaingan meliputi berbagai
tindakan yang merugikan dinamika pasar sehat, seperti penetapan harga kartel,
pembagian pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan di Indone§ia, UU No. 5/1999
s tidak boleh memiliki

melarang tegas praktik monopoli. Ini berarti sebuah entj

kontrol mutlak atas produksi atau distribusi suatuy baran u jasa yang

Penegakan hukum i dan anti-persaingan di Indonesia

kepada pelakypé nggar hukum. Sanksi dapat berupa denda,
perintah i bah praktik bisnis, atau dalam kasus yang serius,
pembubaran potjg tau divestasi. Dalam mendorong persaingan yang sehat,
hukum ini juga s seimbang. Peraturan yang terlalu ketat bisa menghambat
inovasi dan efisiensi, sementara yang terlalu longgar bisa memungkinkan perilaku
merugikan pasar dan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh
KPPU dan regulator lainnya harus fleksibel dan adaptif, memastikan bahwa

hukum ini diterapkan dengan cara yang mendukung pertumbuhan ekonomi
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yang schat dan berkelanjutan, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan

pesaing yang lebih kecil
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Rangkuman

Standar Akuntansi Sektor Publik (IPSAS) secara global serta transisi dari
akuntansi kas ke akuntansi akrual dalam reformasi sektor publik:

Sebelum IPSAS, pemerintahan menggunakan sistem akuntansi yang beragam,

umumnya berbasis kas atau modifikasi berbasis kas, yang kuféng seragam dalam

pelaporan keuangan. Gerakan Manajemen Publik M) mendorong
penggunaan akuntansi akrual untuk melaporkan kinegja keuangafi@ang lebih baik.

IPSAS dikembangkan oleh IPSASB di bawah n n [FAC s¢€jak tahun 2000

untuk menstandardisasi pelaporan keuang

berbasis akrual. IPSAS diarahkan engan [AS/IFRS guna

kepentingan. egara, termasuk Indonesia, mengadopsi IPSAS untuk

meningkatkan man#jemen keuangan sektor publik dan kredibilitasnya.

Di Indonesia, reformasi akuntansi sektor publik sejak tahun 1998 bertujuan
untuk memodernisasi administrasi keuangan dengan beralih dari peraturan zaman
kolonial Belanda ke kerangka hukum yang baru. Konvergensi dengan IFRS melalui

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah dilakukan secara bertahap sejak awal
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tahun 2000-an. Kerangka regulasi akuntansi sektor publik di Indonesia terus
disesuaikan dengan kebutuhan modern dan standar internasional, mencerminkan
upaya untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan keuangan publik yang
lebih baik.
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Latihan Soal

Sebutkan dan jelaskan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang
digunakan di Indonesia!

Sebutkan dan jelaskan regulasi terkait keuangan Negara di Indonesia!

Bagaimana perkembangan regulasi Terkait Otonomi Da

Jelaskan pentingnya reformasi sektor publik dalamgpengembangan rerangka

1998!

Jelaskan peran akuntansi sektor publi
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15

KOMPARASI—
AKUNTANSI SE UBLIK
¥$ AKU WASTA

«  Membandingkan Karakteristik Sektor Publik dan Swasta.

< Mengidentifikasi Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Swasta.
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Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah penggunaan istilah sektor publik serta
perkembangan kegiatan pemerintahan dan organisasi non-profit sejalan
dengan dinamika pembangunan, globalisasi, dan era informasi.

Mahasiswa dapat menggambarkan keunikan praktik akuntansi sektor publik
seperti kurang seragamnya sistem akuntansi, penggunaan basis kas, dan
pentingnya laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban publik.

Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan mendasar afitara sektor publik

dan sektor swasta dalam konteks tujuan organisasi, pgngelolaan keuangan, dan
sistem akuntansi yang digunakan.
Mahasiswa dapat mengaitkan konsep-konsep tansi dengan pengelolaan
sektor publik, termasuk bagaimana informasi

digunakan untuk pengambilan kep si’kinerja organisasi.
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A. Sekilas Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik mempunyai cukup andil di dalam penyusunan dan pelaksanaan
strategi pembangunan pada tahun 1950-1960 an. Istilah sektor publik mulai
dipergunakan secara resmi pada tahun 1952, hal ini terkait dengan sektor publik
yang merupakan bagian dari manajemen ekonomi makro dalam pelaksanaan
pembangunan negara.

Perkembangan kegiatan pemerintahan, Akuntansi Sektor Publik, dan

sangat diperlukan adalah informasi akuntansi sek
pertanggungjawaban maupun manajerial.

Akuntansi Sektor Publik berkaitan

B. Tujuan } > i Sektor Publik Versus Sektor Bisnis

sangat berbeda, SBHMingga metode akuntansi yang digunakan juga memiliki
perbedaan yang unik. Penting untuk mendalami perbedaan karakter dan mekanisme
pengelolaan organisasi agar kinerja masing-masing sektor dapat dioptimalkan.
Maksud dari komparasi antara akuntansi sektor publik dan bisnis (swasta) adalah

untuk mencapai optimalisasi peningkatan kinerja organisasi sektor publik.
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C. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)
Secara umum, organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua sektor: sektor
publik dan sektor bisnis (swasta). Kedua sektor ini mempunyai tujuan yang berbeda.
Organisasi sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan penyelenggaraan
negara. Pada umumnya, organisasi sektor publik terdiri dari lembaga pemerintah
atau entitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sementara itu,
organisasi sektor bisnis beroperasi dalam ranah bisnis komersial. Organisasi ini

dapat berupa usaha perseorangan (proprietorship), persekutuam(partnership), atau

perusahaan (corporation).

Realita dalam masyarakat akuntansi sektor

pada pemenuhan kebutuhan

keuntungan material.

1. Fnenyediakan barang-barang publik yang sangat
an tidak disediakan oleh sektor swasta maupun
2. grlukan sebagai regulator. Luasnya cakupan sektor publik,

dalam realita§pelaksanaan, pelayananya beberapa dikembalikan ke pasar,
namun regulasi pemerintah tetap memegang peran penting dalam
pengendaliannya.

3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola Negara dan pengemban amanah

konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintahan.
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Keberadaan akuntansi sektor publik tersendiri diharapkan dapat mendorong

peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sektor publik. Selain hal itu

peningkatan keseimbangan antara pembangunan fisik, reformasi, serta sistem

keuangan yang menjadi salah satu fondasi transparansi ekonomi.

Perbedaan karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik dan sektor

bisnis (swasta), menyebabkan keduanya memiliki keunikan masing-masing.

Keunikan akuntansi sektor publik seperti pada gambar berikut ini:

Kurang
Uniform

Media Akuntansi Achupstani
Akuntabilitas = Ragulasi
Publik yang Ada

sektor tersebut

ar 15.1 KeuniKan Akuntansi Sektor Publik

@ publik menyebabkan akuntansi yang digunakan dalam

g kurang seragam dibandingkan dengan sektor swasta, baik

dari segi sistem matipun tekniknya.

2. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi Regulasi yang Sudah Ada

Standar akuntansi di sektor publik dirumuskan dan ditetapkan dengan

memperhatikan berbagai regulasi yang sebelumnya sudah ada dalam sektor publik.

372



3.  Akuntansi Basis Kas
Sebagian besar sektor publik menerapkan sistem akuntansi berbasis kas.
Sistem akuntansi sektor publik diarahkan menggunakan accrual basis, untuk

memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas

4. Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sebagai Media Akuntabilitas Publik
Laporan keuangan sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada

masyarakat, bukan hanya kepada pemilik, pemegang saham, seperti halnya sektor

bisnis (Swasta).

binis membedakan” pengelolaan keuangan ke dalam dua jenis yaitu akuntansi
keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen (management
accounting) yang akan menghasilkan suatu infomasi akuntansi. Informasi yang

dihasilkan digunakan untuk mengevaluasi berbagai indikator kinerja keuangan,
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seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, serta posisi keuangan
pada periode tertentu.

Pengertian tentang sektor publik telah menjadi topik perdebatan yang
kompleks, terutama sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik mulai berkembang.
Istilah "publik" sendiri memiliki konotasi yang beragam di berbagai bidang ilmu.
Definisi publik dalam konteks ekonomi tentu berbeda dengan interpretasinya dalam
ranah politik, hukum, atau disiplin lainnya. Keanekaragaman makna ini menjadikan

tugas memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakéit mengenai sektor

publik dalam konteks akuntansi sektor publik menjadi suatu taritangan yang tidak
ringan

Ada beberapa faktor yang membedakan antara

k Dan Sektor Swasta
Aspek Perbedaan /\ ektor i Sektor Publik

Tujuan Organisasi ari Jaba (profit e Nonprofit
oriegted) e Pelayan publik (publik
enyediaan barang service oriented)

dan jasa komersial

Sumber Setoran modal, laba Pajak, PNBP, retribusi,
Pendanaan ditahan, hasil penjualan, | utang, bagian laba
utang, penerbitan saham | perusahaan Negara,

hibah, penjualan asset

Kepemilikan Pemegang saham Negara atau seluruh

(shareholder) rakyat
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Pertanggungjawaban = Kepada pemegang saham | Kepada  rakyat dan

dan investor parlementer
Karakteristik Struktur organisasi bisnis Struktur birokrasi
Anggaran (pemerintahan)

Struktur Organisasi | e Tertutup untuk publik | e Terbuka untuk publik
e Merupakan dokumen | e Merupakan dokumen

rahasia (confidential) publik

Sistem Akuntansi Accrual Accounting

accounting

Standar Akuntansi Standar akun ’ Standar Akuntansi

(St n

'&anga

entitas ekonomi tetap memiliki kesamaan dengan

Pemerintahan

berapa kesamaan tersebut adalah:

sektor bisnis (swasta) adalah dua komponen yang tak
terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Keduanya bersama-sama
memanfaatkan sumber daya finansial, modal, dan manusia dalam sistem
perekonomian tersebut.

2. Sektor publik dan sektor bisnis (swasta) sama-sama menghadapi keterbatasan

sumber daya ekonomi (scarcity of resources), yang mengharuskan mereka

375



untuk mengelola sumber daya tersebut secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Karenanya, baik sektor publik maupun sektor bisnis memiliki kebutuhan yang
sama untuk menjalankan manajemen keuangan dengan baik.

3. Baik sektor publik maupun sektor bisnis memiliki pola manajemen keuangan
yang serupa, dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
hingga pengendalian. Dalam proses tersebut, penggunaan akuntansi menjadi
suatu kebutuhan yang penting.

4.  Akuntansi sektor publik dan sektor bisnis sama-sama meufyediakan informasi

mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.

menjadi input sekunder seperti tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal
yang diperlukan dalam operasi organisasi. Konsep ekonomi menitikberatkan pada
efisiensi penggunaan anggaran untuk memperoleh input tersebut. Dalam konteks
ini, konsep ekonomi menuntut agar organisasi sektor publik menghindari

pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan operasionalnya.
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Prinsip ekonomi menegaskan bahwa sumber daya input harus diperoleh dengan
hemat, dengan harga yang lebih rendah (mengeluarkan lebih sedikit biaya) atau
dengan biaya yang lebih rendah namun tetap memperhatikan kualitas yang
diperlukan.

Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar. Ekonomi merupakan

perbandingan antara input dengan nilai Rupiah (anggaran).

Input

Ek | =
onomt Anggaran (Rp

2. Efisiensi

yang diberikan,

mengimplikasi

Output
Input

Efisiensi sebuah organisasi dianggap meningkat ketika rasio efisiensinya
cenderung berada di atas satu. Semakin tinggi angka rasio tersebut, semakin tinggi

tingkat efisiensinya. Meskipun secara mutlak, rasio ini tidak memberikan gambaran
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tentang posisi keuangan dan kinerja organisasi, namun dapat digunakan untuk
membandingkan tingkat efisiensi berbagai program antara dua organisasi yang
beroperasi dalam industri yang sama. Jika hasil rasio program di sebuah organisasi
lebih besar dari satu dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di
organisasi lain, maka program tersebut dapat disebut lebih efisien. Efisiensi dapat
ditingkatkan dengan 4 cara, yaitu:

a)  Meningkatkan output untuk input yang sama

b) Meningkatkan output lebih besar dibandingkan proporsi p€ningkatan input.

¢) Mengurangi input untuk output yang sama.

d) Mengurangi input lebih besar daripada proporsipenuru

3. Efektivitas

Efektivitas adalah evaluasi dari seber:

dihasilkan Jot ncapal tujuan yang diharapkan, dengan menggunakan

anggaran yang ending wisely).

L. Outcome
Efektivitas = ———
Output

Value For Money menekankan bahwa organisasi sektor publik harus dapat

menggabungkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan.
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Artinya, organisasi tersebut harus mampu menggunakan dana publik dengan

cermat, hemat, dan tepat untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan yang

ditetapkan.
Gambar 15. 2 Konsep For Mone blik Sektor
F. Dasar Hukum Organis an Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi sektor pu swasta memiliki dasar hukum dalam
pelaksanaanya. Beri sektor publik maupun sektor swasta:
Tabel 15.2 m Opganisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

ktor Publik dan Sektor Swasta

Pedoman St ansi Keuangan (PSAK)
PSAK adalah angkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur
bagaimana entitas harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi
keuangan. Setiap entitas dengan ukuran dan prinsip yang berbeda, akan

mengadopsi jenis SAK yang beda juga.

Sektor Publik Sektor Swasta
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SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) SPAP (Standar Profesional Akuntan
SAP digunakan sebagai dasar dalam | Publik)

penyusunan laporan keuangan | SPAP meliputi beberapa pernyataan
pemerintah, baik pusat maupun | standar teknik serta aturan etika yang
pemeirntah daerah. meliputi pernyataan standar auditing,
atestasi, jasa akuntansi dan reviu, jasa

konsultasi, dan standar pengendalian

mutu. ,{

SPKN (Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara)
SPKN merupakan acuan mutu bagi

pemeriksan dan organisasi pemeriksa

dalam  pelaksaan tugas da
tanggungjawab keuangan Negara. &/
rasikan
am\Dala

G. Hal-Hal yang Diko
1. Pengambilan Keputus ktor Publik dan Sektor Bisnis (swasta)

pengambilan keputusan. Misalnya, organisasi politik, yayasan, atau LSM
mengambil keputusan melalui musyawarah antara pengurus dan perwakilan
anggota.

Terdapat perbedaan yang cukup tipis antara organisasi publik dengan

organisasi bisnis (swasta) dalam hal pembuatan keputusan, sektor bisnis seringkali
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pembuatan keputusan berdasarkan hasil musyawarah/ diskusi meskipun ada
kalanya pengambilan keputusan oleh pemilih secara langsung (secara individu).
Pengambilan keputusan pada sektor bisnis (swasta) dilakukan antara pemilik
(pemegang saham) dan pimpinan (manajemen).

Secara ringkas pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis
(swasta) tertuang pada table berikut ini:

Tabel 15.3 Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik dan
Sektor Bisnis (Swasta) ,{

Pengambilan Keputusan

Sektor Publik Sektor Bis
Mekanisme formal dan diputuskan Mekanis mal maupltin non
secara terorganisir formal
Pengambilan keputusan melalui hasil 4 Penfam eputusan melalui hasil

musyawarah. maupun diputuskan

individualisme

2. %dan Sektor Bisnis (Swasta)

tahun atau lebgh.

b. Perencanaan jangka menengah, perencanaan dengan kurun waktu ke depan
satu sampai lima tahun.

c.  Perencanaan jangka pendek, perencanaan dengan kurun waktu sampai satu

tahun ke depan.
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Informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dapat bersumber dari:
a.  Penilaian Investasi

Suatu strategi yang diadopsi oleh manajemen untuk menyajikan informasi
mengenai kemampuan organisasi dalam mengevaluasi potensi pengembalian modal
serta kecocokan aset yang akan digunakan dalam operasi masa depan, termasuk
apakah diperlukan perbaikan, pertukaran, atau bahkan pembelian yang baru.
Terdapat beragam metode yang dapat digunakan untuk menilai opsi investasi,

seperti rasio B/C, NPV, IRR, dan Pay Back Period.

b. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Proses perencanaan secara keseluruhan tidak t as dari sis ngan. Salah

satu hal yang utama seperti keputusan investasi merupakan aspek dari

c.  Anggaran Pendapatan

Dokumen perencanaan ya i rganisasi sektor publik adalah

perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, banyak faktor yang
mempengaruhi. Salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian ini adalah dengan
menggunakan model keuangan. Model keuangan membantu dalam mengevaluasi
setiap faktor yang relevan dan membuat proyeksi tentang kemungkinan situasi di

masa mendatang.

382



e.  Target perencanaan, dan penganggaran.

Target merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program
tertentu dalam bentuk kuantitatif, harus dicapai oleh manajemen pada waktu
tertentu di masa yang akan datang. Target dapat berupa target output dan target

kinerja.

Tipe aktivitas perencanaan, terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

a.  Tipe perencanaan yang diperlukan untuk menetapkan semya target organisasi

adalah perencanaan sasaran dan tujuan pokok.

b. Tipe perencanaan yang diperlukan untuk mel kegiatan dalam

penetapan target organisasi, yang terdr

pengendalian. Tahap pokok perencanaan ndalian sebagai berikut:

perencanaan dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan daerah yang
merupakakan satua kesatuan sistem dengan pembangunan nasional. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana perencanaan ditingkat
pemerintahan daerah provisnis, daerah kapubaten atau kota. Contoh lain organisasi

sektor publik, seperti lembaga swadaya masyarakat, parta politik: staf pengelola

383



yang berperan dalam proses perencanaan yang mengahsilkan dokumen
perencanaan. Tujan dari proses perencanaan yang dilakukan dalam sektor publik
adalah untuk kesejahteraan masyarakat (publik).

Perencanaan pada organisasi bisnis (swasta), pegawai serta manajer yang
berperan dalam proses perencaan secara garis besar. Perencanaan dilakukan dengan
orientasi profit, strategi apa yang akan dilakukan, disusun dalam suatu perencanaan,
serta pengendalian dalam proses pelaksanaan rencana tersebut.

Secara ringkas perbedaan dalam proses perencanaan orgafiisasi sektor publik

dan organisasi bisnis (swasta) sebagai berikut:

si Sektor

Tabel 15.4 Proses Perencanaan Organi

Dan Organisasi Bisnis (Swas

PerencN
Sektor Publik [ \Se Binis (Swasta)

Bagian perencanaan, pengelola awai)l{anaj em entitas sebagai

organisasi sebagai penyusun enypsun perencanaan

perencanaan

Pengesahan berdasagkan regulasi Pengesahan berdasarkan aturan

public perusahaan atau kebijakan pemilik
perusahaan

Kesejahteradn : i Profit/laba menjadi orientasi dalam

menjadi orientaSisek sektor bisnis

3. Penganggaran Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)
Penyusunan anggaran sektor publik melibatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan program, yang kemudian dituangkan dalam suatu anggaran.

Masyarakat/publik diberikan hak untuk turut serta mengkritisi anggaran yang
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dipublikasikan. Anggaran yang sudah diputuskan, kemudian disahkan oleh DPR,
DPD atau DPRD sebagai wakil rakyat. Sedangkan, penyusuanan anggaran
organisasi bisnis (swasta) dilakukan oleh pegawai (bagian keuangan) dan pengelola
perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemilik/pemegang saham perusahaan.
Secara ringkas perbedaan penganggaran sektor publik dan sektor bisnis

(swasta) sebagai berikut:

Tabel 15.5 Penganggaran Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Penganggaran

Sektor Publik

Penyusunan anggaran melibatkan

partisipasi masyarakat

Dipublikasikan untuk dikritisi dan

didiskusikan oleh masyarakat

Disahkan oleh wakil masyar: isalikan oleh pemilik perusahaan
(DPR, DPRD, legislatif, dewan

pengurus)

4. Realisas TALS r Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)

ProsesY Pranggaran atau realisasi anggaran baik dalam sektor publik
maupun sektor b asta), kualitas merupakan tujuan yang akan dicapai. Sektor
publik kualitas yang dimaksud yaitu seberapa besar pemenuhan tujuan pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat. Pada entitas bisnis, kualiatas yang
dimaksud yaitu keuntungan yang didapatkan dari proses bisnis yang dilaksankan.

Masyarakat sebagai pihak yang diberikan layanan berperan aktif dalam proses

pelaksanaan anggaran/ realisasi anggaran sampai dengan menjadi pengawas
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independen terlaksananya kegiatan dalam sektor publik. Pada entitas bisnis/swasta,
masyarakat merupakan konsumen yang berperan menggunakan output yang
dihasilkan dari kegiatan bisnis, masyarakt tidak berhak menjadi pengawas
terlaksannua kegiatan sektor/entitas binis.

Secara ringkas perbedaan realisasi anggaran sektor publik dan sektor swasta

sebagai berikut:

Tabel 15.6 Realisasi Anggaran Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Realisasi Anggaran

Sektor Publik

Pengukuran pencapaian
kinerja/kualitas dari tujuan pelayanan

ke msayarakat/public

Masyarakat berperan aktif dalam bagai konsumen yang

proses pengawasan pelaksanaan goungkan produk yang

kegiatan sektor publik
elakukan pengawasan kegiatan

sektor swasta

5. Pelapoy ; e ublik dan Sektor Bisnis (Swasta)

dan persamaan d ginya. Karakteristis akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh
beberapa hal sepert sifat lembaga sktor publik, sistem pemerintahan suau Negara,
mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Berdasar
karakteristik tersebut, dapat dibedakan dan dibandingkan antara laporan keuangan

sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta.
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Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan sektor publik dan laporan
keuangan sektor bisnis (swasta) terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:
a.  Fokus dan lingkup laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik menitikberatkan pada isu-isu finansial dan
politik, sehingga evaluasi sektor publik melibatkan pertimbangan baik dari segi
finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, laporan keuangan sektor swasta fokus

pada aspek keuangan.

b.  Akuntabilitas
Pertanggungjawaban atas laporan keuangan sekt iké kepada lembaga

legislatif atau wakil masyarakat, sementara pert ungjawa tas laporan

keuangan sektor swasta ditujukan kepada para peme ham atau kreditornya.

c.  Orientasi laporan keuangan
Laporan keuangan sektor publik men®kankan pada perspektif jangka

panjang karena terkait erat dengan prins politik dan keberadaan negara,

sementara laporan keuangaw’ sek lebih fokus pada kelangsungan usaha

jangka panjang.

d.  Aturan laporan
Laporap/k : blik diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
keuangan sektor swasta diatur oleh Standar Akuntansi

Keuangan (SAK

e.  Pihak pemeriksa
Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), sementara sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.
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f.  Penggunaan dasar akuntansi

Penggunaan dasar akuntansi di sektor publik sebagian besar masih

menggunakan dasar akuntansi kas, sedangkan di sektor swasta dasar akuntannsi

akrual berjalan lama.

Terdapat persamaan mendasar laporan keuangan sektor publik dan sektor

swasta dalam hal sebagai berikut:
a.  Kiriteria Validitas dan rekiabilitas dokumen sumber
b.  Siklus akuntansi yang dapat diperbandingkan

c.  Standar akuntansi ditetapkan ooleh organsisasi in

d. Laporan keuangan yang diakui sebagai d: hukum/ pembuatan

keputusan.

Secara ringkas perbedaan laporan keua

bisnis (swasta) sebagai berikut:

Tabel 15.7 Laporan Keua

V4

Dan Sektor Bisnis (Swasta)

tor publik dan sektor

Sektor Binis (Swasta)

Laporan keuangan berfokus pada

aspek keungan dan kinerja

Pertanggungjawaban ke pemegang

saham dan kreditor

legislatif/parleme
Orientasi ke konsep politik dan Orientasi ke laba (keberlangsungan
kenegaraan usaha)
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Acuan laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)

Acuan laporan keuangan dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh

auditor independen

Sebagian besar masih menerapkan
akuntansi kas (cash basis)-menuju

accrual basis

Penggunaan dasar akuntansi akrual

a

(accrual basis)
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Rangkuman

Secara umum, organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua sektor: sektor
publik dan sektor bisnis (swasta). Pemahaman karakteristik masing-masing sektor,

baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan salah satu tujuan komparasi

sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik berfokus pelayanan publik

dan penyelenggaraan negara. Pada umumnya, organisasigektoripublik terdiri dari
lembaga pemerintah atau entitas yang terkait dengangengelolaan¥@uangan negara.

Sementara itu, organisasi sektor bisnis beroperasi ranah biSnis komersial.

Organisasi ini dapat berupa usaha perse

publik dan sektop” bisnis mencakup sumber pendanaan, kepemilikan, pola
pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, pemangku

kepentingan, dan sistem akuntansi yang digunakan.
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Latihan Soal

Jelaskan tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor
bisnis (swasta)!

Jelaskan perbedaan karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik dan

sektor bisnis (swasta), yang menyebabkan keduany emiliki keunikan
masing-masing!

Konsep dasar yang digunakan dalam penilaianggrestasi/ ki sektor publik

konsep Value For Money. Jelaskan ko ey yang diterapkan
pada sektor publik!

Jelaskan secara singkat proses p ang dilakukan pada sektor
publik!

Terdapat perbedaan an keuangan sektor publik dan sektor

swasta. Sebutka
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KUNCI JAWABAN

BAB 1

1.

Akuntansi sektor publik adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang

pengelolaan dan pengukuran keuangan, termasuk penggunaan dan

pengawasan sumber daya, dalam organisasi se publik seperti

pemerintahan, lembaga sosial, dan organisasi no kuntansi sektor
publik juga meliputi analisis dan evaluasi kep dan strategis,

serta pengembangan dan implementasi siste

efektif.
Perbedaan masing-masing tiga k tama dalam akuntansi sektor
publik:
a. i i ting): Fokus pada pengelolaan dan

(Non-Public  Accounting): Fokus pada

c. Akuntansi Pengawasan (Audit): Fokus pada penilaian independen
terhadap kinerja keuangan organisasi, termasuk pengawasan keamanan

dan integritas data.
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Tujuan dari akuntansi sektor publik:

a.

Meningkatkan Transparansi: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk
membuat informasi keuangan dan sumber daya menjadi lebih transparan
dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana dan
sumber daya digunakan.

Meningkatkan Akuntabilitas: Akuntansi sektor publik bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap

penggunaan dana dan sumber daya, schin memungkinkan
pengawasan dan kontrol lebih efektif.
Meningkatkan Efisiensi: Akuntansi sek ertujuan untuk
meningkatkan efisiensi pengelolaan sum!
sektor publik dapat meningkatkan kua
meningkatkan efisiensi biaya,

Meningkatkan Kemampuan umber Daya: Akuntansi sektor

publik bertujuan un i emampuan organisasi sektor

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga

masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efektif.
Meningkatkan Kemampuan Pengawasan: Akuntansi sektor publik

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap
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penggunaan dana dan sumber daya, schingga memungkinkan
pengawasan yang lebih efektif.

h.  Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Data: Akuntansi sektor publik
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik
dalam menganalisis data keuangan dan sumber daya, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

i.  Meningkatkan Keselamatan Sumber Daya: Akuntansi sektor publik

bertujuan untuk meningkatkan keselamatan sumlder daya, sehingga

memungkinkan organisasi sektor publik njaga keamanan dan
kelestarian dana dan sumber daya.
j-  Meningkatkan Kemampuan Membuat K an Keuangan: Akuntansi

sektor publik bertujuan untuk

sektor publik dalam memb eudngan yang bijak dan
strategis.
4.  Faktor yang melatarbel angan akuntansi sektor publik:
a. i dan Akuntabilitas: Masyarakat ingin tahu

ddn organisasi sektor publik menggunakan

hingga memerlukan akuntansi yang transparan

Teknologi Informasi: Teknologi informasi telah

memungkinkan akuntansi sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.
c. Perubahan Paradigma dalam Pandangan Masyarakat terhadap
Pemerintahan: Masyarakat mulai memandang pemerintahan sebagai
organisasi yang harus bertanggung jawab dan akuntabel, bukan hanya

sebagai pengambil keputusan.
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Kebutuhan akan Pengawasan Keuangan yang Lebih Baik: Organisasi
sektor publik membutuhkan pengawasan keuangan yang lebih baik untuk
menjamin keamanan dan kelestarian dana, sehingga memerlukan
akuntansi yang lebih efektif.

Perkembangan Demokratisasi: Demokratisasi telah meningkatkan
kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, sehingga memerlukan
akuntansi sektor publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Kebutuhan akan Pengelolaan Sumber Daya yangdEfisien: Organisasi

sektor publik membutuhkan pengelolaan sumber dayalyang efisien untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pubk memerlukan
akuntansi yang lebih efektif.
Perkembangan Globalisasi: Globalisasi telah ingkatkan kesadaran

akan pentingnya akuntansi sektor transparan dan akuntabel

lkan Pengelolaan Risiko: Organisasi sektor publik

i pengelolaan risiko yang lebih baik untuk menjamin

lebih efektif.

Kebutuhan akan Pengembangan Kapasitas: Organisasi sektor publik
membutuhkan pengembangan kapasitas staf dan sistem informasi untuk
meningkatkan kemampuan akuntansi, sehingga memerlukan dukungan

dari teknologi informasi dan pendidikan.
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Manfaat menggunakan sistem akuntansi modern dalam sektor publik adalah:

a.

Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya: Sistem
akuntansi modern memungkinkan pengelolaan sumber daya secara
efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem akuntansi modern
memungkinkan informasi keuangan dan sumber daya menjadi lebih
transparan dan terbuka, sehingga dapat meningkatkgh akuntabilitas dan

kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.

angan: Sistem

Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Data: Sistem akuntansi
modern memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk
menganalisis data, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi

dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik.
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Meningkatkan Kemampuan Mengantisipasi Perubahan: Sistem
akuntansi modern memungkinkan penggunaan data yang real-time,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar.

Meningkatkan Kemampuan Meningkatkan Efisiensi: Sistem akuntansi
modern memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk
meningkatkan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

organisasi dalam menghemat biaya dan meningkatkaf kinerja.
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BAB 2

a. Akuntansi manajemen sektor publik sebagai suatu bagian integral dari
manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian dan
pengintepretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi,
perencanaan dan  pengendalian  aktivitas, pengambil keputusan,
pengomptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada

stakeholders, Pengungkapan pada karyawan dan JR€rlindungan Aset.

Akuntansi Manajemen sektor publik merupakan bagian yang integral dari
sistem pengendalian manajemen. Akuntansiy manaj sektor publik

cenderung memberikan laporan yang sifatnya ektif

b. Peran utama akuntansi manajemen
informasi akuntansi yang akan
melakukan fungsi perencanaan alian organisasi. Akuntansi

manajemen sektor publi

dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penetapan harga target,

penghitungan biaya produk, analisis profitabilitas lini produk, analisis
profitabilitas pelanggan, dan penetapan harga layanan. Manfaat AMS
termasuk peningkatan pemahaman tentang biaya dan keuntungan,

pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kinerja organisasi.
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Sistem pengendalian manajemen sektor publik berperan pada pelaksanakan
strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai. Pada tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan
strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-

program

Strategi manajemen sektor publik adalah rencana yang terkait dengan
serangkaian tindakan dan mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun
yang tak kasat mata guna menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan secara umum berarti te

masyarakat.

Contoh organisasi sektor publik di In

= Organisasi Pemerintah Pusat
= Organisasi Pemerintah Daera

Organisasi Partai P

Manajemen p#blik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan
seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi dan
politik. Pengelola utama dari Manajemen Sektor Publik adalah pemerintahan

beserta seluruh stafnya.
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Menurut Jones and Pendlebury (1996), proses perencanaan dan pengendalian
manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu:

®  Perencanaan tujuan dan sasaran dasar

=  Perencanaan operasional

=  Penganggaran

=  Pengendaliaan dan pengukuran, dan

= Pelaporan, analisis, dan umpan balik

ini dimaksudkan sebagai bentuk p

dan akuntabilitas penyelenggaraan tah Kepada pelayanan publik.
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BAB3

1.

Terdapat 8 fungsi :

Planning Tools (sebagai perencanaan)

Control Tools (sebagai pengendalian)

Fiscal Tools (sebagai alat kebijakan fiskal)

Political Tools

Coordination and Communication Tools (sebagai alat Koordinasi dan

Komunikasi)

pada bulan September setiap tahun.

tuk membuat Rencana Pembangunan

Namun, semda daerah memiliki rancangan rencana yang dapat digunakan
untuk menjawab pertanyaan ini. Terdapat tantangan dalam menyusun rencana
ini, dan kelemahannya adalah banyak Rencana Pembangunan Terpadu Daerah
tidak terkait erat dengan rencana sektor daerah sebagaimana mestinya.Namun

demikian, undang-undang mengharuskan anggaran didasarkan pada rencana
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daerah, dan prioritas dalam CIDP (atau rencana apa pun yang tersedia saat ini)
harus sama dengan prioritas dalam anggaran.

Artinya, jika rencana difokuskan pada kesehatan, pertanian, dan air,
anggaran juga harus melakukan hal yang sama. Hal ini harus terlihat pada

tingkat program dan proyek.

Sangat penting untuk memastikan alur dan mekanisme anggaran berjalan baik

demi tercapainya tujuan yang baik pula.

Dalam beberapa anggaran, kita menemukan ba luaran ini salah
diklasifikasikan, yang juga menyebabkan peni
anggaran yang diperuntukkan bagi pemb

mensyaratkan setidaknya 30 pers

pengembangan (ketika t berulang) dan aset seperti
peralatan  khusus berulang (ketika Dbersifat
modal/pengembafigan). melihat adanya variasi klasifikasi dalam

seluruh departemen (misalnya, peralatan
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BAB 4

1. d
2. b
3. d
4. b
5. d
6. ¢
7. b
8. a
9. e
10. a
11. b
12. d
13. d
14. ¢
15. ¢
16.

17. d
Esai
18. Perbedad okasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN:

gkasi: Menggunakan sumber pendapatan untuk menyediakan
layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Fungsi Distribusi: Mendukung redistribusi pendapatan melalui transfer
payment, seperti subsidi dan dana pensiun.

Fungsi Stabilisasi: Menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal

dan moneter, seperti stabilitas harga dan nilai tukar.
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19.

20.

21.

Keseimbangan primer dalam APBN dan mengapa penting?

Keseimbangan Primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan
belanja negara, namun tidak termasuk pembayaran bunga utang. Penting
karena menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menutup pengeluaran

tanpa harus bergantung pada utang.

Proses tahapan penyusunan APBN

- Tahap Pendahuluan: Penetapan pagu indikaif oleh Menteri
PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.

- Penyusunan RKA-KL: Kementerian/Le yusun Rencana
Kerja dan Anggaran.

- Pembahasan: Pemerintah dan DPR mergb

RUU APBN.

Nota Keuangan dan

- Penetapan: Presiden men i BN dalam Keputusan

Presiden.

egiatan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah
PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain yang sah.
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BAB S

1.

Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Akuntansi
sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan badan legislatif

mengenai penggunaan dana publik.

Perbedaan utama antara akuntansi sektor publik dan sektogswasta adalah:

=  Tujuan: Sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sementara sektor swasta

keuntungan.

atau layanan.
=  Standar Akuntansi: Sektor p
publik yang umumin

sektor swasta.

semua pemangku kepentingan. SAP membantu meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

4.a
5.b
6.a
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BAB 6

1.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan merupakan konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta
sebagai acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan , penyusunan
laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam
mencari pemecahan masalah atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam

pernyataan standar akuntansi pemerintah.

Bentuk-bentuk laporan keuangan Badan Layanan Umum:
- Laporan Realisasi Anggaran

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebi

- Neraca

- Laporan Operasional

- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Lap

Laporan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan antar entitas, baik

antar entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dalam hal ini adalah

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
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BAB 7

1.

Laporan keuangan sektor publik adalah dokumen yang disusun oleh entitas
publik untuk memberikan informasi transparan dan akuntabel tentang
pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk
memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas publik
dalam periode tertentu. Laporan ini penting untuk mendukung pengambilan
keputusan dan meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya.

Laporan keuangan sektor publik terdiri dari mponen utama,

termasuk:
e Laporan Realisasi Anggaran (LRA): bandingkan realisasi
pendapatan, belanja, dan pe an Janggaran yang telah

ditetapkan.

e  Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK): Memberikan penjelasan

tambahan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan utama.
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Ada dua tujuannya yakni:

e  Tujuan Laporan Sektor Publik: Memberikan informasi untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya
publik, serta mendukung pengambilan keputusan oleh masyarakat dan
pemerintah.

e Tujuan Laporan Sektor Swasta: Menyediakan informasi kepada

investor, kreditur, dan pemegang saham untuk mengevaluasi

profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

SAP juga bertujuan untuk mencip

pengelolaan keuangan pemerintah.

beban pada gdat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau
dibayarkan. Hal ini membantu menyajikan informasi keuangan yang lebih
akurat dan relevan, serta memungkinkan pembandingan kinerja antar periode

yang lebih baik.
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BAB 8

1.

Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas dimana setiap aktivitasnya

terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses evaluasi kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada organisasi
sektor publik. Pengukuran kinerja dianggap penting karena pemerintah

memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hagil kerjanya kepada

publik atau masyarakat.

a.  Meningkatkan tingkat akuntabilitas lemba

program dan kebijakan yang telah

sasaran (Setting Goals and Objectives) yang ingin dicapai oleh lembaga atau

instansi publik. Tujuan haruslah spesifik (specific), terukur (measurable),
dapat dicapai (achievable), relevan (relevant), dan terbatas pada waktu

tertentu (7ime-bound) (SMART).
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Indikator kinerja masukan (input) berkaitan dengan sumber daya yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan, sedangkan indikator kinerja keluaran
(output) berkaitan dengan hasil langsung dari kegiatan tersebut. Input yang

tepat dan cukup diharapkan menghasilkan oufput yang diinginkan.

Informasi non finansial merujuk adalah data atau metrik yang tidak terkait
dengan angka keuangan, tetapi penting untuk mengevaluasi kinerja suatu

organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepuasan pelanggan, efisiensi

operasional, inovasi, keberlanjutan lingkungan, kualitas préduk atau layanan,

dan keterlibatan karyawan.

Balanced Scorecard adalah pendekatan yang dan terintegrasi untuk

mengukur kinerja organisasi den empat perspektif:
keuangan, pelanggan, proses int ajaran dan pertumbuhan.
BSC dapat diadaptasi untuk sekto n menyesuaikan metrik dan

tujuan yang relevan den organisasi pemerintah

411



BAB 9

1.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat adalah serangkaian prosedur,
perangkat, dan aturan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencatat,
mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan
negara. Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi
keuangan, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik,
mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, memastikan kepatuhan
terhadap peraturan, menyediakan informasi keuangan yafig akurat dan tepat

waktu, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan meRyajikan informasi

keuangan yang lengkap dan dapat dipercaya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat di Ind diatur oleh beberapa

landasan hukum utama, antara lain g Womor 17 Tahun 2003

Peraturan Me Nemor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

enyahpaian Laporan Keuangan Kementerian

menuju akruaf), entitas akuntansi, konsolidasi, penyajian wajar, konsistensi,
relevansi, materialitas dan signifikansi, komparabilitas, keandalan,
pengungkapan lengkap, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa
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laporan keuangan pemerintah disusun dengan cara yang adil, akurat, dan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Komponen utama dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat meliputi rencana
akun (chart of accounts), dokumen sumber (source documents), buku harian
(jurnal), buku besar (general ledger), buku pembantu (subsidiary ledgers),
sistem pengendalian internal (internal control system), prosedur akuntansi

(accounting procedures), laporan keuangan (financial statements), aplikasi

perangkat lunak akuntansi (accounting software applications), pelaporan dan

evaluasi (reporting and evaluation), serta audit asan (audit and

oversight).

(LPE), laporafarus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Laporan-laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lengkap
mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas dari entitas
pemerintah, serta untuk memenuhi kebutuhan transparansi, akuntabilitas,

pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.
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BAB 10
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BAB 11

1.

Desa merupakan satu kesatuan hukum yang mempunyai batas area dan
mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan negara yang

bertumpu pada kepentingan masyarakat di wilayahnya

Wilayah perdesaan merupakan sebuah wilayah yang dalam implementasinya
melakukan aktivitas seperti pertanian, pengelolaan sumberdaya alam,

pemerintahan maupun kegiatan sosial ekonomi syarakat. Dalam

menjalankan aktivitasnya di wilayah perdesaan menggunakan sistem
persaudaraan masyarakat desa yang mana memild s yang kuat dan
erat, nilai dan tradisi tersebut diwariskan secar
gotong royong, tradisi saling tolong menolong, si§tefkekeluargaan dan saling

menghormati

Uraian Tugas dan Fungsi menurut ndagrpfiomor 84 tahun 2015

No Jabatan N n Tugas dan Fungsi

1 Kepala Desa/\ Kepala sa berkedudukan sebagai Kepala
emeritah Desa yang memimpin

pényelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala

Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

f) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

g) Melaksanakan pembangunan.

h) Pembinaan kemasyarakatan.

i) Pemberdayaan masyarakat. seperti tugas

sosialisasi dan motivasi

j) Menjaga hubungan kemitraan dengan

lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
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Sekretaris Desa | ) Melaksanakan urusan ketatausahaan
f) Melaksanakan urusan umum.
g) Melaksanakan urusan keuangan
h) Melaksanakan urusan perencanaan
Kepala Urusan d. Kepala urusan tata usaha dan umum

memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan

ketatausahaan  sepertif tata  naskah,

administrasi surat at, arsip, dan

laiinya

an, dan admnistrasi penghasilan
ala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi
mengoordinasikan  urusan  perencanaan
seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan

laporan.
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Kepala Seksi

d) Kepala seksi pemerintahan mempunyai
fungsi melaksanakan manajemen tata praja
Pemerintahan, menyusun rancangan
regulasi  desa, pembinaan  masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat, kependuduléan, penataan dan

1 masyarakat di bidang budaya,

politik, lingkungan  hidup,
berdayaan keluarga, pemuda, olahraga,
dan karang taruna.

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan

ketenagakerjaan.
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5 | Kepala e) Pembinaan ketentraman dan ketertiban dan

Kewilayahan penataan dan pengelolaan wilayah.

f) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di
wilayahnya.

g) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan.

h) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan
masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pefierintahan dan

pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakuka ai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku -Undang Nomor 6 Tahun

a satu tahun anggaran. RAPBDes disusun oleh pemerintah

kan BPD dan masyarakat desa.

Pelaksafaan
Pada tahap ini, dilakukan pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam RAPBDes. Pelaksanaan kegiatan desa dilakukan oleh

pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan masyarakat desa.
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c¢. Penatausahaan
Pada tahap ini, dilakukan pencatatan transaksi keuangan desa secara
tertib dan teratur. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara

desa dengan dibantu oleh petugas lainnya.

d. Pelaporan
Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa wajib untuk menyusun dan
menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan

kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi peng a desa

e. Pertanggungjawaban
Pada tahap ini, dilakukan pertan,
kepada masyarakat desa dan pi g/ Pertanggungjawaban

dilakukan oleh kepala desa denga erangkat desa lainnya.

419



BAB 12

1.

Perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi bisnis

Organisasi Nirlaba

Organisasi Bisnis

Didirikan untuk mewujudkan
perubahan pada individu/

komunitas.

Didirikan untuk mencari

keuntungan.

Tidak menghasilkan laba dalam

kegiatan operasinya.

Menghasilkan laba dalam kegiatan

operasinya.

Menerima kontribusi berupa sumber
dana dalam jumlah signifikan dari
donatur yang tidak mengharapkan

pengembalian.

Menerima

Donatur/ pemberi dana ti

memiliki  kepentingan

organisasi.

2. Tujuan lapora

angan orggnisasi nirlaba
orgghisasi nirlaba dapat memberikan informasi yang
agi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta

alon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya serta pihak yang berkepentingan.

Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan

kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan
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sumberdaya tersebut.

- Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.

Tujuan dibentuknya yayasan guna melakukan aktivitas yang bersifat sosial

keagamaan dan kemanusiaan.

Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa laly yang melibatkan

penerimaan dan pembayaran kas saja tetapi juga kewaj

pembayaran kas
di masa mendatang serta sumber daya yang memp ikan kas yang akan

diterima di masa depan.

dana-dana publik yang telah di
terhadap ketentuan Undang-Unda
mendapatkan atensi positi
pada besarnya dana

kegiatan partai politik.
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BAB 13

1.

Pajak Daerah: Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh
pemerintah daerah kepada warga atau badan usaha berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan
bangunan (PBB).

Retribusi Daerah: Retribusi Daerah adalah biaya yang dibayar oleh
masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau

izin tertentu yang diberikan. Contoh: retribusi parkir,#etribusi IMB, dan

retribusi pelayanan kesehatan.

Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK merupal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (AP g dialokasikan kepada
pemerintah daerah untuk mendanai
nasional dan sesuai dengan keb . Contoh penggunaan DAK

meliputi pembangunan infrastruk i jalan tol, pusat kesehatan, dan

sekolah-sekolah.

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan hak, wewenang, dan

kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan
daerah, hal ini mengizinkan pemerintah daerah untuk merencanakan,
mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan mereka secara

mandiri untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal.

Manfaat utama dari otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan dan
akuntansi sektor publik meliputi:

e  Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kewangan daerah.

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui optimalisasi suinber daya daerah.
e  Peningkatan kualitas pelayanan publik de

responsif dan inovatif.
e  Penguatan demokrasi dan partisipasi akat dalam proses
pengambilan keputusan.

e  Pengurangan ketergantungas adap pemerintah pusat dalam

hal sumber pendapat:

meskipun dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada
pemerintah daerah.
e  Sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah

untuk mencapai tujuan pembangunan yang harmonis.
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BAB 14
1. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang digunakan di Indonesia
meliputi:

a.  Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (SAK Pemerintah
Pusat): Standar ini mengatur penyusunan laporan keuangan entitas
pemerintah pusat di Indonesia, termasuk Kementerian, Lembaga, dan
Badan yang terkait dengan pemerintah pusat.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPDJ: SAPD digunakan

untuk entitas pemerintah daerah di seluru sia. Standar ini

menetapkan prinsip-prinsip akuntansi ipatuhi dalam

pencatatan, pelaporan, dan analisis tra

daerah.

c. Standar Pelaporan Keuan KP): SPKP mengatur
penyusunan dan penyajian I n entitas pemerintah, baik
pemerintah pusat ntuk memastikan konsistensi,
keandalan, dan t asi keuangan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara: Menetapkan prinsip-prinsip dan tata cara pengelolaan
perbendaharaan negara, termasuk pengumpulan, penatausahaan,

penyaluran, dan pengeluaran keuangan negara.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah: Mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah,
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Perkembangan regulasi terkait Otonomi Daerah di Indonesia meliputi:

a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah: Merupakan landasan hukum utama yang mengatur sistem

pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pemberfan wewenang dan

kewenangan kepada pemerintah daerah unt dan mengurus
urusan pemerintahan dalam lingkup wila
Peraturan Pemerintah Nomor 18

Penyelenggaraan Pemerinta

Reformasi sektor publik di Indonesia setelah krisis mata uang Asia tahun 1998

bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dalam

mengatur sistem administrasi keuangan. Sebelum krisis, sistem tersebut

terpengaruh oleh warisan peraturan kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai

dengan kebutuhan dan transparansi modern. Reformasi ini meliputi
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pembentukan Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang lebih memadai untuk mendukung

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Ini terwujud melalui
pengumpulan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan

mah sakit, dan

i berbagai teknik

yang dilakukan oleh organisasi publik seperti masjid,
pemerintah daerah. Poin-poin utama yang dibah
akuntansi seperti akuntansi anggaran, akunt
akrual yang mendukung proses perencanaan, garan, dan pelaporan

keuangan.
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BAB 15

1.

Tujuan komparasi antara akuntansi sektor publik dan bisnis (swasta) adalah
untuk memahami dan menganalis karakteristik masing-masing sektor baik
sektor publik maupun sektor swasta, seperti metode akuntansi yang digunakan
karena memiliki beberapa perbedaan yang unik. Penting untuk mendalami
perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan organisasi agar kinerja

masing-masing sektor dapat dioptimalkan.

Karakteristik mendasar antara akuntansi sektor publik idan sektor bisnis

(swasta), yang menyebabkan keduanya memilikd i masing-masing

yaitu:
a. Kurang Uniform

Keragaman sektor publik meny,

b. Perumusan St engadaptasi Regulasi yang Sudah
Ada
Standar ak si di sektor publik dirumuskan dan ditetapkan dengan
memper ulasi yang sebelumnya sudah ada dalam sektor
publi
c. Akun asis Kas

Sebagian besar sektor publik menerapkan sistem akuntansi berbasis kas.
Sistem akuntansi sektor publik diarahkan menggunakan accrual basis, untuk

memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas
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d. Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sebagai Media Akuntabilitas
Publik
Laporan keuangan sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban
kepada masyarakat, bukan hanya kepada pemilik, pemegang saham, seperti

halnya sektor bisnis (Swasta).

Konsep Value for Money yang diterapkan pada sektor menekankan bahwa

organisasi sektor publik harus dapat menggabungkangprinsip ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas secara simultan. Artinya, organi§asi tersebut harus

dan tepat untuk

menggunakan j daya yang diberikan, mampu menghasilkan

hasil seoptima iensi mengimplikasikan pengeluaran anggaran
yang ding well). Efektif; fokus efektivitas adalah pada
pencapaide lc yang diinginkan. Sebuah organisasi, program, atau
kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkan berhasil mencapai tujuan
yang diharapkan, dengan menggunakan anggaran yang sesuai (spending

wisely).

Proses penyusunan anggaran sektor publik melibatkan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan program, yang kemudian dituangkan dalam suatu
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anggaran. Masyarakat/publik diberikan hak untuk turut serta mengkritisi

anggaran yang dipublikasikan. Anggaran yang sudah diputuskan, kemudian

disahkan oleh DPR, DPD atau DPRD secbagai wakil rakyat. Sedangkan,

penyusuanan anggaran organisasi bisnis (swasta) dilakukan oleh pegawai

(bagian keuangan) dan pengelola perusahaan yang diberikan wewenang oleh

pemilik/pemegang saham perusahaan.

Perbedaan dan persaman laporan keuangan sektor publi&ian sektor swasta

sebagai berikut:

Laporan Keuangan

Sektor Publik

asta)

Laporan keuangan berfokus pada

masalah finansial dan politik

Pertanggungjawaban ke masyara

yang diwakili pihak
legislatif/parlemen /(

tor Binis (
Laporantke an berfokus pada
’&a an kinerja
P

ertagggungjawaban ke pemegang

anYdan kreditor

Orientasi ke konsep politik d%

kenegaraan

Orientasi ke laba (keberlangsungan

usaha)

n dghgan

Pemerintahan

Acuan laporan keuangan dengan
Standar Akuntansi Keuangan

(SAK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh

auditor independen

Sebagian besar masih menerapkan
akuntansi kas (cash basis)-menuju

accrual basis

Penggunaan dasar akuntansi akrual

(accrual basis)
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GLOSARIUM

Akrual: Prinsip akuntansi di mana pendapatan dan beban diakui pada saat

terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan penggunaan danadepada masyarakat,

memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan depgan infegritas dan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntansi Berbasis Akrual: Metode pencatatan tranigaki keuangan sektor publik

berdasarkan pengakuan pendapatan saat di gakillan beban saat terjadi,

Daerah:  Proses pengumpulan, pencatatan,
pengklasifikasian, $€laporan, dan analisis transaksi keuangan yang terjadi di
pemerintah daerah untuk memastikan akurasi dan tanggung jawab dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Amortisasi: Penyusutan atau depresiasi untuk aktiva tak berwujud (ATB)
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Analysis and Data Interpretation: Analisis data untuk mengevaluasi kinerja sesuai

dengan indikator yang telah ditetapkan.

Anggaran Gabungan/Konsolidasi: Anggaran yang menyatukan sumber daya dan

tanggung jawab dari berbagai entitas atau organisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Dokumen yang memuat
perkiraan pendapatan dan pengeluaran desa yang disusun dan ditetapkan oleh

kepala desa

Anggaran Publik: Dokumen yang mencerminkan renca, uaran pemerintah

dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, ser

menawar, perencanaan, pengendalian, dan mergaSfikan transparansi serta

keterlibatan pemangku kepentingan.

tahun untuk menentukan dan

ja Daerah): Dokumen perencanaan

engalokasikan pendapatan dan belanja

Apropriasi: Penetapan anggaran melalui hukum, yang memberikan legislator kata

akhir tentang perpajakan dan pengeluaran.

Aset: Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari

transaksi masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan.
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ATB: Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud

fisik yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa

Audit Eksternal: Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan independen seperti
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran laporan keuangan

daerah.

Audit Internal: Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan
internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan an prosedur yang

berlaku.

Audit: Pemeriksaan terhadap pengeluaran un

dilakukan dengan benar dan sesuai anggaran.

laporan keuangan.

Badan Permusyas
bertugas memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan

desa dan APB

Balanced Scorecard (BSC): Pendekatan holistik untuk mengukur kinerja organisasi
dengan memperhatikan empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan

pembelajaran serta pertumbuhan.

Basis Akrual: Metode pencatatan transaksi keuangan pada saat terjadinya, untuk

memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan pemerintah.

Xvii



Belanja: Pengeluaran atau beban yang diakui oleh entitas pemerintah dalam rangka

pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Benchmarking: Metode perbandingan kinerja antara organisasi yang sejenis atau
terbaik dalam industri yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area

perbaikan.

Benefit: Terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Cakupan: Ruang lingkup atau area yang diliputi oleh akuntansi sektor publik,

termasuk pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga pi ng menggunakan

dana publik.

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK): Informasi bahan dan penjelasan

terkait laporan keuangan utama, mencakup kuntansi, rincian pos-pos

laporan keuangan, dan informasi releva

Comparative Performance A ode perbandingan kinerja sektor

membandingka! at yang diperoleh dari suatu tindakan dengan biaya yang

dikeluarkan.

Cost-Effectiveness Analysis (CEA): Perbandingan biaya dengan hasil yang

diperoleh dari program atau kebijakan sektor publik.
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Customer Satisfaction Index (CSI): Metode pengukuran tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dengan ikatan penggunaan tertentu untuk mendanai kegiatan

prioritas nasional..

Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah tanpa ada ikatan penggunaan tertentyf bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan fiskal.

Dana Al@kasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Pusat/Perbéhdaharaan: Sumber dana pusat untuk semua pendapatan, yang

memungkinkan keputusan pengeluaran dilakukan secara terpusat.

Data Collection: Pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

Defisit: Kekurangan dalam anggaran belanja.
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Desentralisasi: Proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Distribusi: Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke

beberapa tempat.

Dividen: Pembagian laba atau keuntungan bersih PT (Perseroan Terbatas) kepada

pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.

meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Economic Impact Assessment (EIA): Pen,

sektor publik terhadap perekonomian.

dalam rangka anh layanan terhadap warganya.

Ekonomi makro: €abang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara

keseluruhan.

Ekuitas: Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisish antara asset dan

kewajiban pemerintah
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Endowment: Asuransi yang manfaatnya akan dibayar hanya jika tertanggung pada

saat kontrak berakhir masih hidup.

Entitas Akuntansi: Sctiap entitas pemerintahan yang mengelola keuangan negara

wajib menyusun laporan keuangan tersendiri.

Entitas Sektor Publik: Organisasi atau badan yang sepenuhnya atau sebagian
dimiliki oleh pemerintah, yang diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Sektor Publik.

Entitas: Prinsip bahwa laporan keuangan harus mence n kegiatan ekonomi
dari entitas yang menyusunnya dan tidak boleh

ekonomi entitas lain.

Fleksibilitas Ji€uangam: apasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat
memobiliss keuangannya atau mengambil tindakan secara preventif,
itatify

reaktif, dan eksp gar dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Form over substance: Suatu formalitas/ legalitas mengungguli kejadian/ transaksi.

Format Laporan Keuangan: Tata cara penyusunan dan penyajian laporan

keuangan yang ditetapkan oleh standar akuntansi.
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Fungsi Akuntabilitas Anggaran: Memastikan organisasi publik bertanggung

jawab kepada masyarakat umum.

Fungsi Ekonomi Anggaran: Mendefinisikan batas-batas intervensi publik dalam

ekonomi dan tingkat redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi.

Fungsi Manajerial Anggaran: Meminta pertanggungjawaban manajer atas

pencapaian hasil dan penggunaan sumber daya publik.

Fungsi Pelaporan: Peran yang dimainkan oleh lapordn§ keuangan dalam

memberikan informasi yang relevan dan andal kepada ki kepentingan.

Hak: Kekuasaan benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu; kepemilikan atau

keharusan yang wajib didapatkan diri kita dari orang lain.

Identification of Performance Indicators: Mengidentifikasi indikator kinerja yang

dapat mengukur pencapaian tujuan.
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IFAC (International Federation of Accountants): Organisasi internasional yang
mengembangkan standar akuntansi internasional, termasuk IPSAS untuk sektor

publik.

Impact: Dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, berdasarkan

asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator: Sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan.

Informasi Keuangan: Data yang dihasilkan dari sistem akuntafisi yang digunakan

untuk mengelola dan melaporkan keuangan entitas publi

Input: Faktor-faktor yang diperlukan untuk me

menghasilkan keluaran yang diinginkan.

tuk entitas sektor publik guna meningkatkan

ban sektor publik secara global.

Investor: Orang g menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan

mendapatkan keuntungan.

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards): Standar akuntansi

internasional untuk entitas sektor publik yang dikeluarkan oleh IPSASB, mencakup
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prinsip dan praktik yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan sektor
publik.

IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board): Organisasi
independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeluarkan

IPSAS.

Keandalan: Penyajian informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi

Kebijakan fiskal: Strategi pemerintah demi menjaga p afi dan pengeluaran

keuangan negara.

Kelangsungan Usaha: Asumsi bahwa entitas pemegintaliyakan terus beroperasi

dalam jangka panjang dan tidak ada ni n ¥ntuk melikuidasi atau

mengelola sumber pendapatan

sfer dana dari pemerintah pusat.

Memastikan bahwa semua transaksi keuangan

erundang-undangan yang berlaku.

Keseimbangan Anggaran: Merencanakan pendapatan dan pengeluaran di muka

untuk memastikan keduanya seimbang.
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Keuangan Desa: Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa.

Kewajiban: Hutang atau komitmen yang harus dipenuhi oleh entitas sebagai hasil

dari transaksi masa lalu.

Kewajiban: Kewajiban finansial atau non-finansial entitas sektor publik yang

timbul dari transaksi masa lalu dan diharapkan memerlukan géngeluaran sumber

daya ekonomi di masa mendatang.

Kewarganegaraan Aktif: Konsep di mana warga

aktif dalam tata kelola publik, terlibat langsung dala canaan dan penyediaan
layanan.
Key Performance Indicators (KPIs ikN\kunci yang digunakan untuk

mengukur kinerja organisasi ata

): Organisasi yang bertugas untuk

orupsi di tingkat daerah.

dan perbedaan dalam suatu objek dengan cara membandingkan.

Konsistensi: Prinsip yang mendorong penggunaan metode akuntansi yang sama
dari periode ke periode untuk memastikan perbandingan laporan keuangan yang

bermakna.
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Konsolidasi: Penggabungan laporan keuangan dari semua entitas di bawahnya

untuk memberikan gambaran keuangan yang holistik.
Kredibilitas: perihal yang dapat dipercaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP): Laporan yang

memuat informasi mengenai kinerja dan pencapaian target pemerintah daerah.

Laporan Arus Kas: Laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar

selama periode tertentu, dikelompokkan berdasarkan aktivitastoperasi, investasi,

dan pembiayaan.

Laporan Keuangan Bertujuan Umum (GPF
menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, pe ekuitas, dan arus kas

entitas sektor publik.

Laporan/Q aporan yang menunjukkan hasil operasional pemerintah

daerah selama tertentu, meliputi pendapatan operasional dan beban

operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan yang menyajikan perubahan ekuitas entitas

publik selama periode tertentu.
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Laporan yang menginformasikan mengenai
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan

anggaran yang ditetapkan.

Likuiditas: Kemampuan suatu bisnis atau perusahaan dalam memenuhi

kewajibannya dan melunasi utang-utang dalam jangka pendek.

Manajemen Publik Baru (NPM): Pendekatan manajemen publik yang

mengadopsi praktik-praktik dari sektor swasta, termasuk pep@anggaran berbasis

kinerja dan akrual.

Materialitas: Prinsip bahwa informasi yang disaji

mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

Neraca: Laporan yang menyajikan posisi

anisasi yang besaran pokok untuk tujuan komersil dan

memiliki tuju? aemperoleh keuntungan/ laba

Organisasi nirlabg” Organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu
yang menarik perhatian publik untuk suatu tujuan komersil tanpa ada perhatian

terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Otomatisasi Proses: Implementasi teknologi untuk memungkinkan proses

otomatis dalam pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan.

XXVil



Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Outcome: Dampak atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.
Output: Hasil yang diharapkan secara langsung dari suatu kegiatan.

Pajak Daerah: Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (P Pajak Hotel, dan

lain-lain.

Pajak: Pungutan wajib, biasanya berupa uang yan
sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pe

pendapatan, pemilikan, harga beli baran

Pencatatan Tr i: Proses mencatat semua transaksi keuangan secara

kronologis dalam jurnal umum dan jurnal khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah
daerah dari sumber-sumber yang sah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu
sendiri, mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Hibah: Bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diterima oleh
pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pihak lain tanpa ikatan yang

mengikat.

Penganggaran Berbasi i . penganggaran yang menekankan

ikator kinerja tertentu.

Penganggaran ik kro: Penganggaran mikro berfokus pada

tingkat nasional.

Penganggaran Tradisional: Proses yang digunakan pemerintah untuk
memutuskan pengeluaran, membatasi pengeluaran sesuai dengan pendapatan, dan

mencegah pengeluaran berlebih.
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Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan yang Efektif: Menggunakan informasi keuangan untuk

mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengendalian Fisik: Langkah-langkah untuk melindungi aset fisik pemerintah,

seperti brankas dan sistem keamanan.

Pengendalian Intern: Serangkaian kebijakan dan prosedur yafig dirancang untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organis rcapai, termasuk
keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terh:

operasional.

Pengendalian Intern: Sistem dan prosedur ang untuk meminimalkan

risiko kesalahan atau kecurangan dalam¥p@acatataidan pelaporan keuangan.

Pengendalian Manajemen

Penggolongan Akun: Langkal mengglompokkan transaksi keuangan dalam akun-

akun yang relevan memudahikan pelaporan dan analisis.

Pengukuran Biaya'Hi ode pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan
iaya historisnya, digunakan dalam beberapa konteks

akuntansi berba

Pengukuran Nilai Wajar: Metode pengukuran aset dan kewajiban di pasar utama

atau transaksi setara, digunakan dalam akuntansi berbasis akrual.

Penyajian Informasi Keuangan: Menyajikan laporan keuangan yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu untuk evaluasi kinerja keuangan pemerintah.

XXX



Perencanaan: Kegiatan penyusunan rencana keuangan desa yang meliputi

penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Performance Management System: Sistem yang digunakan untuk mengukur,

mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi.

Performance Measurement in the Public Sector: Proses evaluasi untuk
menentukan efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan pemerintah dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keua AK): Dokumen

yang mengatur pencabutan standar akuntansi keua

atau tidak lagi berlaku.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan andar akuntansi keuangan
di Indonesia yang mengatur penyusunal uangan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku

Pertanggungjawaban:

penggunaan keuanga

Piutang: Hak pems

menerima p#o pi belum membayarnya dengan lunas.

Prinsip Akun turan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan dan pehiyusunan laporan keuangan.

Program dan Project Evaluation (PPE): Evaluasi pencapaian tujuan dan dampak

dari program atau proyek sektor publik.
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Prudence: Prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian, untuk
memastikan bahwa aset dan pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban serta

beban tidak diremehkan.

PSAK: seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur bagaimana

entitas harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan.

Public Resources: Anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang digunakan oleh

pemerintah untuk melaksanakan program dan kebijakan.

Qualitative Analysis (QA): Pengumpulan, interpretasi, si data deskriptif

i€1s kinerja kepada pemangku kepentingan.

Retribusi Da€is a yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan
atau penggunaanfastlitas daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan

perizinan tertentu.

Revenue Variance: Selisih antara pendapatan aktual dengan perkiraan atau

anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.
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SAP: seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun pemeirntah

daerah.
SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Unit kerja di bawah pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan berdasarkan bidang tugas

masing-masing.

Setting Goals and Objectives: Penetapan tujuan dan sas ng spesifik, terukur,

dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART.

Siklus Akuntansi: Proses yang melibatkan pencatatan saksi, penggolongan

akun, penyusunan laporan keuangan, dap an asi kinerja keuangan
daerah.
Sistem Akuntansi dan Pelap, $¥istem yang mengatur pencatatan,

pelaporan, dan pengung

dengan standar yang bérlaku.

at, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan.

Sistem Akunta erintahan Pusat: Rangkaian prosedur, perangkat, dan

aturan yang digundkan oleh pemerintah pusat untuk mencatat, mengklasifikasi,

mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan negara.

Sistem Informasi dan Teknologi (SI/TI): Penggunaan teknologi informasi untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi

pemerintahan.
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Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA): Sistem yang digunakan

untuk mengelola informasi keuangan dalam entitas publik secara efisien.

Sistem Pengendalian Intern: Proses, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan
oleh entitas sektor publik untuk memastikan pencapaian tujuan, keandalan laporan

keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

SPAP: beberapa pernyataan standar teknik serta aturan etika yang meliputi

pernyataan standar auditing, atestasi, jasa akuntansi dan reviugasa konsultasi, dan

standar pengendalian mutu.

SPKN: acuan mutu bagi pemeriksan dan organis pelaksaan

tugas dan tanggungjawab keuangan Negara.

Standar Akuwftar : an (SAP): Kerangka kerja yang digunakan oleh
enyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar yang men@ levansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Prinsip-prinsip dan prosedur yang
ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah.
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Standar IFRS (International Financial Reporting Standards): Standar
akuntansi keuangan internasional yang diterbitkan oleh IASB, digunakan sebagai

dasar untuk pengembangan IPSAS dan standar nasional seperti SAK di Indonesia.

Substance over  form: Suatu kejadian/transaksi mengungguli

formalitas/legalitasnya.

Suku bunga: Balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam

kepada yang meminjamkan dana atau uang.

Surplus: Kenaikan dalam anggaran belanja.

SWOT Analysis: Analisis kekuatan,

mempengaruhi kinerja organisasi.

Transfer: Pep€tima cluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ke

entitas peldpos termasuk dana peimbangan dan dana bagi hasil

Transparansi Anggdran: Prinsip dimana pemerintah daerah harus terbuka dan

transparan mengenai penggunaan anggaran publik.

Transparansi Keuangan: Meningkatkan keterbukaan informasi dalam pelaporan
keuangan pemerintah untuk memungkinkan akses dan pemahaman yang lebih baik

oleh publik.
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Transparansi: Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah

yang dapat diakses dan dievaluasi oleh publik.

Transparansi: Penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses
oleh publik untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan

secara jujur dan terbuka.

Transparansi: Penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang

pengelolaan keuangan entitas publik kepada masyarakat.

Transparansi: Prinsip yang menuntut keterbukaan esibilitas informasi

keuangan kepada publik dan pemangku kepentinga

Transparency Measurement Method (TMM): e, evaluasi tingkat

transparansi dan akuntabilitas sektor p gambilan keputusan dan

penggunaan sumber daya.

Value added: Nilai tambah

Value for ilaian sektor publik dengan cara memberikan

informasi. yang digunakan menghasilkan nilai tertentu bagi

masyarakat.

Value for Money: penekanan organisasi sektor publik harus dapat menggabungkan
prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan. Artinya, organisasi
tersebut harus mampu menggunakan dana publik dengan cermat, hemat, dan tepat

untuk mencapai target, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan.
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Wajib pajak: Orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak.
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